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ABSTRAK

Nama : Annisa Shafira (NPM 0706177293)
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul » Indonesian Bankers Bye-Laws and Regulation Dalam Pelaksanazan

Bauk Indonesia- Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)

Dalam rangka meningkatkan sistem pembayaran snasional, Bank Indonesia
menerapkan spatu peraturan vang wajib dipatubi oleh seluruh peserta BIRTGS
dalam pelaksanaan transfer dana melalui sistem BE-RTGS, yang dikenal dengan nama
Indonesian Bankers Bye-Laws And Regulation atau lebih dikenal sebagai Bye-Laws.
Permasalahan vang dapat diajukan adalah mengenal kendala-kendala dalam
melakukan penyeragmnan hak dan kewaijiban banicbank peserta BI-RTGS melalus
Bye-Laws dan bagaimanakab Bye-Laws memberikan perhindungan hukum bagi
pasabal pengguna sistern BLRTGS. Metode penehitian vang digunakan adalah
metode peneglifan normatif dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif,
Dart hasil penelitian dapat diketahui, bahwa Bank Indonesia s¢lain menggunakan
Peraturan Bank Indonesia Nomor WH6/PBI/2008 Sistem Bank Indonesia Real Time
Gross Settlemens, juga menggunakan Surat Edaran Nomor 10/10/DASP tanggal 5
Maret 2008 Perihal Transaksi Melaid Sistem Bank Indonesia Real Time Gross
Seitlemert dalam rangka Perlindungap kepada Nasabah Peserta Sistem BI-RTGS dan
peraturan perbankan lainnya yang berkaitan dengan sisters BI-RTGS ini. Babwa
dalam sistern inl masih ditemukan kendala-kepdala, yaitu: Gridlock, kegagalan
pernbayaran, kendala vang berkaitan dengan alat buktl elektronik, resiko transaksi
dan resiko suku bunga. Dan Swe-Laws memberikan perlindungan kepada nasabakh
mulai dant instruksi fransfer, penyampaian dans kepada nasabah peserta penerima;
pengumuman biaya transfer dan jam pelayanan nasabah untuk transfer melalut sistem
BI-RT{3S; hingga tata cara penghitungan bunga dan kompensasi. Dimana secara jelas
dinyatakan disetiap aturap in: mengenai pertanggung Jawaban bank pesertz BIL-RTGS
kepada nasabah pengpunanya. Maka guna mengatasi segala kendala yang ads pada
sistem ini, hendaknya ditingkatkan pemeriksaan internal dan security audit pada bank
peserta, penyempurnaan dan monitoring terhadap selunih komponen sigfern BILRTGS
baik Aardware, software, jaringan komunikasi, power supply dan peaingkatan
kemampuan petugas operasional bank

Kata Kunci : Sistem Pembayaran, Real Time Gross Settlement, Bye-Laws
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ABSTRACT

Name : Annisa Shafira (NFM 0706177293)
Study Program : Magister of Notary
Title - Indonesian Bankers Bye-Laws And Regulation In Implementation Of

Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)

In order to improve national payment system, Indonesian Central Bank, Bank
Indonesia, implement a compulsory rule for all BI-RTGS participants practicing
funds trapsfer through the BI-RTGS system, known as indonesian Bankers Bye-Laws
and Reguiation or Bye-Laws. Participating banks may propose various constrainis in
making gll rights and obligation equal or uniform for all participating banks through
Bye-Laws and how Bye-Laws provide legal protection for BI-RTGS customers. The
rescarch method used was a normative research method in which both primary and
secondary datas being amalyzed qualitatively.  The research shown that Bank
{ndonesia, apart from applying the Peraturan Bank Indonesia No. 10/6/PBI/2008
Sistern Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, also applies Surat Edaran No.
1/ 1O/DASP dated March 5, 2008 Perihal Transaksi Meialui Sistem Bark Indonesia
Real Time Gross Settlement in order to Protect BI-RTGS Participating Customers and
other banking regulation related to the BERTGS systom. The fact that in this system,
constraints still exist such as gridiocks, payment failures, problems connected with
electronic receipts, transaction risks and interest rates nisks. Bye-Laws provides
protection for customers starting from transfer instructions, delivering funds to
recipient, cost of transfer and customer service hours for transfers using BI-RTGS
system to procedures of calculating interest and compensation. All clearly defined in
all regulations about participating BI-RTGS banks responstbilities to its customers,
Maka guna mengatasi segata kendala vang ada pada sistem inf, hendaknya perlu juga
ditingkatkan pemeriksaan internal dan security audit pada bank pesena,
penyempurnaan dan monitoning terhadap selursh komponen sisten BI-RTGS baik
hardware, software, jaringan komunikasi, power supply den peningkatan kemampuan
petugas operasional bank

Key words:
Real Time Gross Settlement, Bye-Laws
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BAB ¥
PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Fungsi lembaga perbankan sebagai perantara pihak-pihak vang memniiki
kelebthan dana dengan pihak-pihak vang memerlukan dana membawa konsekuensi
pada timbulnya inferaksei vang intensif anfara bank sebagai pelaku ussha dengan
nasabah sebagai konsumen pengpuna jasa perbankan. Dari sisi pihak yang memiliki
kelebihan dana, inferaksi dengan bank terjadi pada saat pihak yang kelebihan dana
tersebut menyimpan dananya pada bank dalam bentuk giro, fabungan, deposito,
sementara dari sisl pihak vang memeriokan dana interaksi terjadi pada saat pihak
yang memerlukan dana tersebut meminjam dana dari bank guna keperluan fertentu.
Interaksi antara bank dengan konsumen pengguns jasa perbankan (selanjuinya
disebut dengan nasabah) dapat pula mengambil bentuk lain pada saat nasabah
melakukan transaksi jasa perbankan selain penyimpanan dan pemimjaman dana.
Bertuk transaksi Iain tersebut sepert misalnva jasa transfer dana, mkaso, maupun
safe deposit. Dalam perkembangannva, nasabah pun dapat memaniaatkan jasa bank
untuk mendapatkan produk lembaga kevangan bukan bank, seperti produk asuransi
yang dikaitkan dengan produk bank (bancassurance) dan reksadana.”

Menjaga stabilitas nilal tukar rupiah adalah tujuan Bank Indonesia scbagaimana
diamanatkan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Untuk
menjaga stabilitas rupiah ©tu perlu disokong pengaturan dan pengelolaan akan
kelancaran Sistemn Pembayaran Nasional (8PN). Kelancaran SPN ini jugs perlu
didukung oleh infrastruktur yang handal (rebuss). Jadi, semakin lancar dan hadal

SPN, maka akan semakin lancar pula transmisi kebijakan moneter yang bersifat time

si Badan Perlindungan Konsumen Masiona!, Jakarta, 16 Juni 2006,
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eritical. Bila kebijakan moneter berjalan lancar maka muaranya adalah stabilitas nilai
tukar.?

Bank Indonesia adalah lembaga vang mengatur dan menjaga kelancaran SPN.
Sebagal otoritas moncter, bank sentral berhak menetapkan dan memberlakukan
kebijakan SPN, Selain itu, Bank Indonesia juga memiliki kewenangan miemberikan
persetujuan dan perizinan serta melakukan pengawasan {oversight) atas SPN. Selain
itn masih ada tugas Baenk Indonesia dalam SPN, misalnya, peran sebagai
penyelenggara sistem kliring antarbank untuk jenis alat-glat pembayaran fertentu.
Bank sentral juga adalah satu-satunya lembaga vang berhak mengeluarkan dan
mengedarkan alat pembayaran tunai seperti uang roupiah, Bank Indonesia juga berhak
mencabut, menatik hingga memusnahkan uang rupiah yang sudah tak berlaku dari
peredaran.

Berbekal kewenangan itu, Bank Indonesia pun menetapkan ssjumlah kebijakan
dari komponen SPN ini. Misalnya, alat pembayaran apa yang boleh dipergunakan di
Indonesia. Bank Indonesia juga menentukan standar alat-alat pembayaran tadi serta
pihak-pithak yanp dapat menerbitkan danfatau memproses alat-alat pembayaran
tersebut. Bank Indonesia juga berhek menetapkan lembaga-lembags vang dapat
menyelenggarakan sistem pembayaran. Ambil contoh, sistem kliring atan transfer
dana, baitk suatu sistem utuh atzu_banya begian dari sisterm saja. Bank sentral juga
memiliki kewenangan menunjuk lembaga yang bisa menyelenggarakan sistem
setffemnent. Pada akhimya Bank Indonesia juge menetapkan kebijakan tferkait
pengendalian resiko, efisionsi serta tata kelola (governance} SPN.

Di sisi alat pembayaran tutmai, Bank Indonesia meropakan satu-satunva lembaga
vang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan vang Rupiah senta mencabut,
menarik dan memuspahkan uang darl peredaran. Terkait dengan peran Bank
Indonesia dalam mengeluarkan dan mengedarkan vang, Bank Indonesia senantigsa
berapaya untuk dapat memenuhi kebutuhan vang kartal di masyarakat baik dalam
nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang

2_'{2;& ang-Undang Nomor 23 Tabun 199% tentane Bank Indonssia sebagaimans telah diubah

denean Undane-{indang Nomor 3 Tshya 2004 Pasal 7,
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lavak edar (clean money policy). Untuk mewujudkan clean money poficy tersebui,
pengelolaan pengedaran uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilakukan mulai
dari pengeluaran uang, pengedaran uang, pencabutan dan penarikan uang sampai
dengan pemusnahan vang,

Dalam era perekonomian modern saat ini vang nyaris tanpa batas (borderiess),
bank sentral diberbagai negara mulai menaruh perhatian yang sangat besar terhadap
perkembangan sistem pembayaran baik tunai maupun non-tunai. Concern tersebut
didasarkan pada beberaps alasan pokok: pertama, ruang lingkup tugas sistem
pembayaran menjadi semakin luas baik dalam pelayanan operasional, pengawasan
meupun dalam pengembangan. Kedua, adanya potensi resiko sisteruk dalam sistem
pembayaran yang dapat menimbulkan risiko reputasi yang berimplikasi pada
tenadinya social cost yang tinggi apabila tegjadi. Ketigs, sistem pembayaran yang
aman dan lancar terbukti dapat mendulung pilar tugas bank sentral lainnya vaitu
dalam upaya menciptakan kegtabilen sistem keuangan dan mendukung efektifitas
kebijakan moneter.”

“Sebagai upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem
keuangan dan perekonomian Indonesia, Bank Indonesia telah menempuh langkah
restrukturisasi perbankan yang komperhensif. Langkab ini mutlak diperlukan guna
memfungsiken kembali perbankan sebagal lembaga perantara yang akan menderong
pertumbuhan ekonomi, disamping sekaligus memngkatkan efektifitas pelaksanzan
kebijakan moneter.

Restrukiurisasi perbankan tersebut dilakukar melalur upaya menmlihkan
kepercayaan masyarakat, program rekapitalisasi, program restrukturisasi kredit,
penyempumaan ketentuan perbankan, dan peningkatan fungsi pengawasan bank,

Efisiensi sistern kepangan juga dapat meningkatakan kepercayaan pubhik, karena
faktor keamanan dan kestabilan merupakan faktor penting dalam perekonomian suatu
negara, dan selanjutnya, faktor keamanan dan kestabilan sistern kevangan sangat

tergantung dengan kelancaran dan kestabilan sistem pembayaran,

LTSP 2004, pdf
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M negars-negara yang telsh memiliki sistem keuangan modern, transaksi
nembayarannya dilakukan dengan berbagai instrumen pembayaran, berupa uang tunai
ataupun uang non tunai {seperti giralisasi, kartu kredit, dan pengguna jasa transfer
dana antar bank).

Para pelakn pembayaran terutama vang bergerak dalam bidang bisnis,
menghendaki kepastian yang menyangkut waktu penerimaan ataupun pengeluaran,
Muara dari kepastian pelaksanaan transaksi pembayaran tersebut terietak pada
bagaimana transaksi psmbayaran itu dilakukan dan bagaimana penyelesaian akhir
{setrslement) apabila transaksi tersebut dilakukap antar bank,

Penyelesaian suatu sistern pembayaran yang aman, efisien, cepat dan handal
merupakan tanggung jawab dan tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga
kelancaran sistem pembayaran, Tugas ini menjadi sangat penting mengingat efisionst
{ransaksi-transaksi dalam sugtn perekonomian yang modem akan sangat dipengaruhi
olch cfisiensi dari suatu sistern pembayaran Dapat dikemukakan babhwa pada
dasarnys sistem pembayaran tersedia melalul berbagal pelayanan yang diberikan oleh
bank-bank komersial serta melalui infrastruktur vang ada pada suatu sistem
perbankan yang terdirl datni bank sentral, bank-bank komersial dan bank syariah.

Dalam mangka meningkatkan sistem pembayaran nasional, Bank Indonesia
Menyadari kelancaran Sistern Pembayaran Nasional yang bersifat penting secara
sistem {systemically important), bank sentral memandang perlu menyelenggarakan
program transfer dana elekironik sccara Real Time, program transfer dana elektronik
ini disebut juga sistem Bank Indonesia~ Red! Time Gross Seitiement (BI-RTGS) vang
dilaksanakan ofeh Bank Indonesia. Sistem ini diterapkan sebagal pengganti sistern
kliring yang dulunya dilakukan secara manual. RTGS dibuat sedemikian rupa
sehingga semua kegiatan Kliring dapat dilakukan melalo komputer. Transaksi dengan
BERTGS ini dilakukan tanpa kertas atau zuperiess dan tidak harus dilakukan secara
Jace te face sehingga pembayaran dapat ditakukan lebih cepat, efisien dan kapan saja.
Terciptanya mekanisme transfer danz antar bank dalam jumlab besar dan seketika
antar bank-bank dengan Bank Indenesia ini lebih dikenal dengan nama BI-RTGS.
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Secara umum transaksi sistern pembayaran non tunai selama tahun 2004
menunjukkan perkembangan yang positif, baik dari segi nilai transaksi maupun
volume transaksi. Hal ini tercermin dari semakin meningkatnya vohume transaksi
pembayaran yang dikategortkan sebagat system pembayaran bernilar besar (high
value payment system - HYPS) yang memiliki porsi lebih dan 95% dan total
transaksi pembayaran yang dilakukan antar bank. Transaksi HVPS pada wmumnya
berasal dari transaksi antar bank batk dalam transaksi pasar uang antar bank (PUARB)
maupun dalam bentuk forefgn exchange (Forex) serta tansaksi sshubungan dengan
pembayaran pajak kepada pemerintah. Transaksi HVPS tersebut sebagian besar di
settied melalul sistern BI- RTGE yaitn mekanisme penyelesaian akhic transaks
pembavaran vang dilakukan per transaksi dan bersifat real time. Penerapan RTGS
terbukti mampu mengurangi resiko (eredit exposure) dalam sistem pembayaran
karena dengan penerapan sigtem ini Bank Indonesia tidak lagi menanggung
kewajiban terhadap saldo debit atau overdraft sebagaimana terjadi dalam sistem
Kliring (netting). Selain ity mekanisme seftlfement melalui sistem RTGS bersifat
oredit trangfer dan berlaku prinsip “no money no game”, menuntut perbankan untuk
mengelola likuiditasnya secara lebih batk. Pemindahan dana dengan sistem RTGS
bersifat real time (seketika) dan didukung oleh aplikasi yang relatif aman sehinggs
dapat mengurangi timbulnya Aogd dalam sistem pembavaran Seiring dengan
kernajuan teknologi dan memngkatnys tuntutan perbankan terbadap transfer dama
yang cepal dan aman, perkembangan jumlah bank peserta Sistern BLRTGS
méngalami peningkatan yang cukup signifikan Pada saat sistem im mula
diimplementasikan tahun 2000 jumliab peserta RTGS hanya 75 bank, namun pada
tbun 2004 jumiah peserts meningke! menjadi 266 peseria yang ferdiri dari Bank
Indonesia, perbankan, dan lembaga bukan bank, *

* ?tzz;s H14.8.238 6 M searchoacheTei=UTFE-8& p= sistem+pembayaran +RTGS&y=Searchlird
ey cZe3 Did& frayfp-t-1 18& M ip=1D&u=www bi go.id/NR/rdonlyres/7063333B-713 A-41 A
Eggg Eﬁ@ﬁéﬁﬁmm‘g&mg@ﬂ_pg_ﬁ&W"mstem-!-nembagaran+rtﬂs+rtR“&Z?s&deﬁBr’?0~Y

S Soh&icp=1& inti=us
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Sisten RTGS ini merupakan sistem yang dirckomendasikan oleh Bank For
International Settlement (BIS) dan telah lama diterapkan oleh negara-negara maju.
Selain itu, implementasi sistem RTGS dapat mengakomodasikan kepentingan Bank
Indonesiz untuk menurunkan resiko dalam sistem pembayaran khususnya vang
selama ini terjadi pada sistem kliring dengan metode multilateral netting.

Kelancaran pelaksanzan sistem BI-RTGS ini sangatlah tergantung kepada
perilaku antara peserta BI-RTGS yang dalam hal ini sebagian besar adalah bank-bank
umum komersial. Bank Indonesia juga telah mengelvarkan peraturan yang terkait
dengan pelaksanaan sistem BIRTGS khususnya yang mengatur hak dan kewajiban
antara Bank Indonesia sebagai penyelenggara dan bank-bank umum komersial
sebagal peserta. Namun disisi lain, Bank Indonesia tidak dapat mengatur Iebih jauh
perilaku masing~-masing bank peserta sistem BI-RTGS agar diperoleh keseragaman
dalam pelaksanaan transfer dana melalui sistem BI-RTGS.

Bersamaan dengan penerapan sistem BI-RTGS pada tanggal 11 Maret 2004°
sebagaimana yang telab diuraikan, maka asosiasi-asosiasi perbankan yang terdin dari
Himpunan Bapk Pemerintsh {(HIMBARA), Persatvan Bank Umum Nasional
(PERBANAS), Ascsiast Bank Asing dan Asosiast Bank Campuran seria Asosiasi
Bank Pernbangunan Daerah (ASBANDA) telah menyusun suatu peraturan yang
wajib dipatulm oleh seluruh peserta BI-RTGS dalam pelaksanzan transfer dana
melalui sistern BI-RTGS, vang dikenal dengan nama fmndoresion Bankers Bye-Laws
And Regrlaiion atau lebih dikenal sebaga; Bye-Laws.

Bye-Laws tersebut adalah kesepakatan tertulis vang dibuat oleh bank-bapk peserta
sistem BI-RTGS sendiri, dalam rangka mencapai keseragaman prakiek perbankan
dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembayaran interbank diantara bank peserta Bl
RTGS. Ketentuan ini diterapkan untuk selurch aktivitas pembayaran, dimana
rangkaian pembayaran tersebut dapat dimulal dari onginator dan berakhir pada
whimate beneficiary, Bank Indonesia sendiri dapat sebagai peseria maupun provider
sistem BI.RTGS, tetapi Bank Indonesia dikecualikan dart BI.RTGS.

tangzal 11 Mavet 2004,
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Ketentuan kewajiban untuk membuat Bye-Laws bagi para bank pescria adalsh
salah satn ketentuan yang dibuat oleh Bank Indonesia dalam memberikan
perlindungan hukum bagi nasabah pengguna jasa bank di dalam penggunaan sistem
BIRTGS. Hal im dikarenskan perlindungan hukum dalam {ransaksi perbanken
merupakan hal vang patut dikedepankan agar kepentingan para pihak dapat
techindungi,

Bye-Laws diterapkan untuk seluruh pembayaran antar bank melalui sistem BI-
RTGS, baik yang dilakukan oleh bank atas nama bank sendiri maupun oleh bank atas
nama nasabah, Pasal-pasal tertentu dalam Bye-Laws dapat saja tidak diterapkan
apabila bank-bank terkait dalam suatu pembayaran atau transaksi tertentu bersepakat
untuk membuat perjanjian bilateral, akan tetapi perjanjian bilateral tersebut tidak
dapat wenyimpang dari keientuan-ketentuan yang terdapat dalam Bye-Laws
sedemikian rupa schingya akan mengakibatkan kerugian pada pihak-pihak lain vang
terkart dengan pembayaran fersebut,

Seperti vang telah diuratkan bahwa Bye-Lows adalah mempskan suatu
kesepakatan fertulis yang dibuat antara peserfa-peseria RTGS dalam mengaber
mengenai hak dan kewajiban dalam mengikuti penvelenggaraan sistemn RTGS.
Sebagaimana diketahui bahwa kesepakatan tertulis tersebut dapat diartikan sebagai
suafu perjanjian, maka berdasarkan hal itu peraturan Bye-Laws tersebut tidak dapat
lepas dari ketentuan KUHPerdata,

Bye-Laws merupakan bentuk kesepakatan yang bebas dibuat oleh pihak-pihak
yang berkepentingan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan, kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam KUHPerdata.
Bentuk dari Bye-Laws adalah berupa satu kesepakatan di bawah tangan dan tidak
periu dibuat dihadapan Pejabat Umum sebagal suatu akia otentik Bye-Laws itu
sendini pengaturannya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dimana
hal int merupakan bagian dari perjanyian mereka,
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Bye-Laws juga mengatur mengenal carg penyelesalan  sengketa yang ferjadi antara
para pescria, Dimana penyelesaian sengketa dilakukan melalui Komite Bye-Laws.
Akan tetapi ketetapan Bye-Laws tersebut tidak mempunyai keckuatan mengikat
secara publik vang dapat dipaksakan pelaksanaannya kepada semua orang, hanya
mengikat para pibak yang mengadakannya.
Didasarkan atas keinginan wrduk melakukan pendalaman permasalahan mengenai

Bye-Laws ini, maka penulis memilib judul tesis:

“INDONESIAN BANKERS BYE-LAWS AND REGULATION DALAM
PELAKSANAAN BANK INDONESIA- RE4AL TIME GROSS SETTLEMENT
(BI-RTGS)”

2. POROK PEEMASALABAN
Berdasarkan latar belakang mengenal peraturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh
peserta BI-RTGS dalam pelzksanaan trapsfer dana melalui sistem BERTGS, yang
dikenal dengan nama /ndonesian Bankers Bye-Lows And Regulaiion atau lebih
dikenal sebagai Bye-Laws, makza dapat dikemukakan mengenai pokok permasalahan
dalam hal-hal yang berkaitan dengan Bye-Laws, yaitu;
1. Adakah kendala-kendala dalam melakukan penyeragaman hak dan kewajiban
bank-bank peserta BI-RTGS melalui Bye-Laws?
2. Bagaimanaksh Bye-Lews memberkan perlindungan hukum bagi nasabah
pengguna sistern BLRTGSY

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelifian ini akan dibahas mengenal peranan peganiian Bye-Lawy dalam
suatu alat pembayaran yang dikenal dengen nama BI-RTGS. Untuk mengetahui
peranan darl perjanjian Bye-Laws tersebut dilakukan penehitian hukum normatif yang
menelitt dan bahan pustaka atav data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer,

sekxunder dan tertier.
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¢.} Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2608 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomeor 23 Tahua 1599 wntang
Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang;
4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tenigng Informasi dan
Transaksi Elekironik;
e.} Peraturan Bank Indonesia Nomorl(/6/PBIS2008 Sistem Bank
Indonesia Real Time Gross Setilement.
2.} Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Babhan
hukom  sekunder digupakan sebagal fandssan teontis vang dapat
membenkan penjelasan mengenat masalah yang akan diteliti. Pada
penclitian ini vang digunakan adalah buku-buku, artikel-artikel internet
yang berhubungan dengan perjanjian Bye-Laws dan BI-RTGS.
3.) Bahan Hukum Tertier
Yaitu bahan hukwm yang membenkan petunjuk dan penjelasan terhadap
bahan hukum primer dan sckunder seperti definisi dan istilah hukum.
Bahan hukum tertier dapat juga menjedikan sebagai bahan referensi yang
dapat diperoleh dari kamus dan esiklopedia.

¢. Untuk menunjang penclitian ini maka penulis melakukan wawancara dengan
Bapak R.Y dan Bapak EH selaku pejabat di Bank Indonesiz bagian
Direktorat PSPNL

4. SISTEMATIKA PENULISAN
BAB1  : PENDAHULUAN
Memuat mengenai latar belakang, pokok permasalahan, metode

penelitian, serta sistematika penulisan.
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BABIl :PENERAPAN BYE.LAWS DALAM SISTEM BI-RTGS

Dalam bab im dianalisis mengenai kendala-kendala dalam melakukan
penyeragaman hak dan kewaithan bank-bank peserta BI-RTGS melalui Bye-Laws
dan bagaimana Bye-Laws memberikan perlindungan hukum bagi nasabah
pengguna sistem BI-RTGS.

BABIH : KESIMPULAN DAN SARAN
Pada bagian ini akan memuat kesimpulan dari keseluruhan penulisan
dan akan diuraikan pula saran-saran yang terkait dengan permasalahan tersebut.
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BABII
PENERAPAN BYE-LAWS DALAM SISTEM BERTGS

1. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN
1.1 Sejarah Sisteras Pembayaran
' Seperti yang sudah diketahui sistemn pembayaran adalah suatu sistem yang
mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk
melaksanaken pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul
dari suatu kegiatan ekonomi.®

Hal ini tidak terlepas dari peran lembapga perbankan darm sudut pandang
yuridis, sebagai pihak vang dapat secara langsung memfasilitasi tansfer dam
antar pihak.” Seperti halnya lembaga perbankan tidak bisa terlepas dalam sistern
pembayaran BI-KTGS mi.

Jauh sebelum ditemukannya sistem pembayaran BI-RTGS, vaitu pada masa
sebelum diketemukannya uang, tcausaksi yang dilakukan adaiah dengan cara
barter, yaitu dilakukan dengan tukar mepukar barang atau komoditi secara
Iangsung oleh masing-masing pibak atas kebutuhannys. Pada sistem pembayaran
meialui cara barter ini, belum ada satuan nilai sebagai alat pengukur barang/jasa,
schingga crang mengukur suatu barang dengan barang lainnya. Tetapi cara ini
akhirnya dianggap tidak efisien, karena timbul kelemahan-kelemahan dalam
perdagengan dengan sistem barter ini, vang antara lain adalah sebagai berikut:®

* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 1 bulir &,

7 Antar pitmk yang dimaksudkan dapst berupa pihak antara individu dengan individu lainnya,
individu dengan badsn hukum dan badan hukum dengan badan hukum lainnya.

¥ Sadono Suksino, Bkonomi Pembaspunan, hal. 6-10.
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g, Sulit mencari orang yang memuiliki barang yang dibutuhkan, dan
berkeinginan menikarkan scbagian barangnya dengan barang yang
ditawarkan;

b. Setiap orang mempunyai ide yang berbeda terhadap nilai barang yang
akan dipertukarkan, dibandingkan dengan barang lainnya;

¢. Nilai suatu barang yang dipertukarkan belum fentu mencenminkan nilai
sebenamya, serta belum tentu sesual nilainya dengan barang yang
diperoleh sebagai tmbalan atas barang yang dipertukarkan.

Perkembangan selanjutnya ketika orang mulai menggunakan apa yang disebut
uang kartal sebagai alat pembayaran. Dalam perkembangannya penggunaan uang
kartal dalam sistemt pembayaran telah mengalami evolusi dari bentuk vang paling
sederhana ke bentuk yang lebih maju. Awalnya digunakan vang dalam bentuk
kerang dan batu-batvan lalu diganti dengan lempengan logam dan logam mulia,
unfuk kemudian berubah lagi menjadi bentuk yang dianggap paling efisien yaitu
uang kertas dan vang logam. '

Penggunaan vang kartal dalam sistem pembayaran memiliki kelebihan, yaitu.”

a. Memenuhi fungsi schagar alat tukar, alat ukur {satvan nilai} dan
penyimpan mlai;

b. Memiliki kepastian yaitu dana tersedia pada saat idu juga.

Penggunaan vang kartal juge memiliki beberapa kelemahan, apfarz lain

sebagai bertkut:

a. Untuk melakukan pembayaran dalam jumlsh besar menjadi tidak praktis |
dan merepotkan;

b. Masalah faktor keamanan, dimana orang merasa tidak aman bila
membawa sejumlah vang tunai dalam jumlah vang sangat besar.

Dari hasil pemitkiran manuosia dalam upaya mengatasi kelemahan-kelemahan

yang ada dalam pemakaian vang kartal, maka terciptalah sistern pembayaran yang
dilakukan dengan uang giral yang memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut:**
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a. Alast  pembayaran  dalam  bemtuk  warkst vyang  berisikan

instruksi/pembayaran atas beban rekening sé pemberi perintah;

b. Lebih praktis, karena tidak perln untuk membawa vang secara tunai,

cukup membuka rekening di giro bank;

¢. Bentuk yang dikenal di Indongsia adalah cek dan bilvet giro

d. Mekanisme penyvelesalan transaks: dilakukan antara:

1.} individu dengan bank,
2.} bank dengan bank secara langsung; atau
3.} bank dengan bank melalui kliring,

Perkembangan lebik lanjut dalam rangka kepraktisan dad sistem pembayaran
yang dipakai adalsh pengpunaan sistem pembayaran berbasis pada kartu (eord
based payment). Sistem pembayaran int terbagl menjadi

a. Karu debet, dengan cini-ciri:"!

1.) Ada zaat melakukan trapsaksi rekening pemegang kartu langseng
didebet/dikurangi,
2.) Dalam melakukan transaksi diperiukan proses otorisasi (on-fine).

b. Kartu kredit dengan ciri-ciri:'*

1.} Bank penerbit memberikan kredit kepada pemegang kartu sampai
dengan batas kredit (plafon) tertenty;

2.) Pembayaran oleh pemegang kartu dilakukan kemudian setelah jangka
waktu terienty;

3.) Dalam melakukan transaksi diperiukan proses otorisasi.

Sejalan dengan berlakunya sistem pembayaran yang berbasis kartu dikenal
puta elecironic mongy (E-Money) yang didefinisikan sebagai produk stored-value
atau pre-paid dimana sejumlah mlai uang atau dana  (moneiary value) disimpan
secara elektronik dalam suatu peralatan elektronis (chips) yaong dimilika
seseorang. Nilai elektronis ini dapat diperoleh seseorang dengan menukarkan

sepumlah uang tunal atau dapat diperoleh sesexrang dengan menukarkan sejumiah

! Munir Fuady, Op-Cit,, biat. 27 dan 360.
12 I.biéi
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uang tonaf atau dengan pendebitan rekeningnya di bank untuk kemudian disimpan
dalam peralatan elekironis miliknya tersebut Dengan peralatan tersebut,
pemiliknya dapat melakukan pembayaran atau menerima pembayaran, dan nilal
glektronis vang fersimpan itu akan berkurang pada saat dipergunakan melakukan
transaksi pembayaran atau bertambah apabila menerima pembayaran atau pada
sast pengisian kembali. Pemakaian E-Money dimaksudkan untuk berbagai
keperluan pembayaran, berbeda dengan kebanyakan single pre-paid card yang
hanya dapat digunakan untuk keperluan tertentu seperti kartu telepon.'?

1.2 Komponen Sistem Pembayaran

Disetiap negara terdapat komponen infrastruktur sistem pembayaran yang
sama, walaupun komposisinya berbeda-beda, hal ini karena adanya desain sistern
pentbayaran yang berbeda pula. Adapun komponen sistem pembayaran tersebut
adalah:

& Kebijakan, merupakan dasar pengembangan sistem pembayaran di suaty
negara yang menetapkan fuyjuan dan manfaat utama sistem pembayaran
dalam perckonomian, termasuk juga untuk memaksimalkan penggunasan
dan manfaat pertukaran nilal antara pelaku ekopomi. Mengingat masing-
masing negara mempunyal sejarah, karskteristik dan kebutuhan akan
sistem pembayaran yang berbeda-beda maka kebijakan di berbagai negara
sangat bervariasi;

b. Institusi etau kelembagaan, meliputi berbagai lembaga yang secara
langsung maupun tdak langsoog berperan dan terkait dengan pengaturan,
pengawasan, pengembangan, penyelengaraan dan penyediaan jasa sistem
peinbayaran lainova, antara lain Bank Sentral,, bank, lembaga keuangan
non-bank, kantor pos, lembaga klinng, pasar modal, lembaga penyedia
jasa jaringan komunikasi, lembaga penerbit kartu kredit dan lain-lain,
Termasuk dalam hal ini adalah pengaturan peran, wewenang, hak dan

tanggung jawab masing-masing lembaga tersebut dan lembaga tesebut

B Bank Indonesta, Kafian Mengenai Elektronik Money, (Jakarta: Biro PSPN, 2000, hal. 4.
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mempunyai peranan yang berbeda-beda dalam penyelenggaraan sistem
pembayarar;

Kerangka hukum vang membenkan landasao hukum mengenal ruang
hingkup dan instrumen pembayaran, hak dan kewajiban pesecta
pembayaran, sanksi, remedi dan aturan hukum lainnya untuk menjamin
terlaksananya pembayaran secara baik. Mencangkup undang-undang,
peraturan-peraturan yang terkait dengan sistem pembayaran. Termasuk
Jjuga aturan main berbagai pihak yang terlibaf, misalnya antar bank, antar
bank dengan nasabah, anter bank dengan Bank Sentral dan lain-lain,
Tujuan kerangka hukum adalab untuk menjamin adanya aspek legalitas
dalam penyelenggaraan sistern pembayaran. Ketiadaan perangkat hukum
tertentu dapat menghambat pengembangaan suatu sistem pembayaran.
Sebagai contoh, pada saat ini terdapat kecenderungan penyelenggaraan
sistern  penibayaran secara elekironis, dirnapa keberadaan sistm it
tentunya memerlukan perangkat hukum yang mengatur bukti pembayaran
clektronis dan arsip elektronis. Apabila tidak, maka penyelenggaraan
sistem fersebut bisa menjadi tidak efektif dan efisien;

. Instrumen pembayaran, meliputi berbagal instrumen vang digunakan
dalam pembayaran dimana melskat hak dan kewsgjitban kevangan vang
dipikul oleh peseria pembayaran sehubungan dengan pertukaran npilai
Instrumen pembayaran dimaksud meliputi berbagal mediz yang digunakan
dalam pembayaran baik tunai yaite uang kertas dan uang logam maupun
uang non tunal {paper based maupun non paper based atau card based),
seperti cek, bilyet giro, wesel, kartu kredit, kartu debet, kartu ATM,
Infrastruktur, meliputi berbagai komponen teknis untuk memproses dan
melakukan transfer dana seperti message format, sistem komputer
hardware dan soffware, jaringsn komuonikast, sistem buck-up, disaster
recovery plan dan lain-lain berkattan dengan fasilitas sistem pembayaran
{seperti yang digunzkan dalam sistem pembayaran BI-RTGS).
Keberadaan infrastraktur ini sangat menunjang kelancaran penyelengaraan
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suatu sistem pembayaran. Seining denpan kemajuan teknologl, tersedia
berbagai pilihan infrastruktur vang menawarkan berbagai keunggulan baik
dari segi kecepatan maupun keamanan. Pilihan atas infrastrukstur
tergantung pada kebutuhan dan kebijakan masing-masing negara dalam
mengembangkan sistemn pembayaran nasionainya, dan pilihan ito fentunya
mempunyat implikasi terhadap investasi yang harus dikeluarkan,

Keseluruhan komponen sisiem pembayaran fersebut adalah saling berkaitan
$atu sama lain, dimana pembahasan satu komponen Hidak terlepas dari komponen
lainnya, Sistem pembayaran terbentuk di masing-masing negara sebagal jawaban
terhadap kebutuhan jasa pembayaran baik domestik maumpun intemasional
Karakteristik yang berbeda pada masing-masing negara menyebabkan setiap
sistem pembayaran nasional serta komponen-komponennya bersifat unik antara
satu negara dengan regara lainnya.

Dalam sistern  atas mekanisme operasional, pembayaran non-funai
memeriukan suatau sistem serta mekanisme operasional tertentu untuk melakukan
perpindahan dana dari satu pihak ke pihak lainnya. Sistem dan mekanisme
operasional 1mi idealnya harus dapat menjamin kelancaran dan keamanan
perpindahan dana, scrta kepastian penerimaan dana oleh pihak penerima. Ststem
atau mekanisme operasional yang termasuk dalam komponen inl antara lain
adalah kliring, sistem transfer antar bank dan sestfement. ™

1.3 Aspek-Aspek Pokok Dalam Sistem Pembayaran
a. Prinsip Dasar Sistem Pembayaran
Prinsip-prinsip dasar dalam pengerubangan sistem pembayaran yang telah
ditetapkan oleh International Monetary Fund (IMF) mengacu pada
kesempatan negara-negara yang tergabung dalam G-10 (Group of Ten
Countries). Terdapat 7 prinsip dasar yang ditulis oleh Bruce J. Summers dan

dijadikan dasar IMF unfuk menetapkan dasar sistem pembayaran, yaitu:“)s

1 Budi Agus Riswandi, Aspek Hukom Internet Banking,, hal. $5-38,
Y Haalz Adoif, Hukum Ekonomi Internasional, hal. 91-94.
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1.} Suatu sistem pembayaran yang berkaitan dengan fungsi vang scbagal
nilai simpanan (srored vajue) dan alat tukar seharusnya didukung oleh
stabilitas harga {inflasi),

2.} Reziin moneter nasional, yang didefinisikan pade pengertian dan
kondisi dirana dana <eposito vang berada di bank komersil dan Bank
Sentral dapat dipergunakan, menjadi faktor penting dalam menentukan
pilihan rancangarn suatu sistem pembayaran,

3.) Efisiensi teknis dari sistem pembayaran {yaim keefektifan biaya dan
karaktenstik unjuk kerja fisik) mempengaruhi efisiens: penggunaan
ungkat simpanan di bank-bank, tingkat kredit, resiko lkuiditas dan
resiko peayalahgunaan yang timbul dalam suatu sistem pembayaran;

4} Proses pembayaran pada suatu pusat ckonomi modern astara pelaku
ekonomi, meliputi manajemen persecdigan mata vang dan simpanan
bank serta akses pada sumber kredit yang dapat digunakan oleh para
pelaku ekonomn, menentukan keseimbangan dana;

5.} Kerangka hukwmn mendorong timbulnya jenis transaksi pembayaran;

6.} Sistemn pembayaran harus memiliki karakteristik wnum vang baik,
sehingga dibutubkan sejumiab swober daya manuosia uniuk mencegah
tinglakan legal dan melakukan pengawasan,

7.} Penyelesatan akhir terselenggara dengan cara pernindahaa dana pada
rekening yang tersimpanan di Bank Sentral,

b, Jenis Sistemn Pembayaran
Dalam perkembangannya vang terjadi pada sast ini, di sistem pembayaran
masyarakat perbankan telah dikiasifikasikan dalam 3 kelompok, yaitu;

1.} Sistern Pembayaran Nilal Kecil/Retatl (Small Value/Retail Payment
Sysfem)

Ditibat dari segi pihak yang mengeluarkan perintah pembayaran, maka
biasanya untuk jenis sistern pembayaran dilakukan oleh perorangan
melalui pembayaran funai, fasibitas ATM (dwlomated Teller Machine),
EFT/POS {Electronic Fund Transfer Via Point-of-Sale), karte magmit
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{kartu kredit, kartu debet dan lain-lain} dan kariu pintar (Smart Card),
D segi nilai nominal pembayaran relatif keeil, misalnya makgimal
umuk transaksi di ATM per hari adalah sebesar Rp. 25.000.000,-.
Sedangkan proses penyelesaian pembayaran biasanya dilakukan sast
terjadi transaksi dengan otorisasi langsung.® Pengembangan desain
dan operasional lebih ditekankan pada pertimbangan faktor efisiensi,
sehingga akan fimbul pertanyaan bagaimana sistem pembayaran retail
dengan volume transaksi yang relatif besar dapat diproses dengan
efisiensi dengan tetap meminimalisir resiko vang terkandung. Adapun
contoh pembayaran nilai kecil {retail) antara lain adalah fransaksi
individual (cek, bilyet giro. transfer), transaksi kartu kreditkartu
debet, dan transaksi bulk (pavroll, public service wtilities),

2.} Batch Payment System
institust keuangan yang mewakili nasabah alau pihak lain adalah pihak
yang mengeluarkan perintah pembayaren final, Perintabh pembayaran
awal tetap dikeloarkan oleh perorangan ataw institusi lain atas
bebanmya. Nilai nominal perintah pembayaran awal bervariasi antara
lain yang kecil dan besar seria tidsk ada pembatasan total nilai
nominal vang digjukan oleh instihusi keuangan. Proses penyelesaian
pembayaran dilakukan melalut suata‘ institusi peranfara yaitu kliring
(Clearance} sedangkan penyelesaian akhir (seftfement) dilakukan
melalui pemindahan dana antar rekening di Bank Sentral;'’

3.} Sistemn Pembayaran Nilai Besar (High Value Payment System-HVPS)
Perintah pembayaran berasal dar institusi keuangan atas nama
institust lain yang memiliki rekening pada institust keuangan fersebut
atau dan inshituss keuangan tersebul kepada Bank Seniral sebagai
penyelenggara seftfement. Nilai nominal pembayaran relatif sangat

besar dengan volume transaksi relatif sedikit dan pelakunya relatif

* Munlr Fuady, 0p-Cit, hal, 368.
¥ nid, hal. 362-363.
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terbatas serta resiko relatif besar. Proses penyelesaian dilakukan
langsung oleh Bank Sentral melall pemindahan dana antar
rekening,”® Penpgembangan disain dan operasional lebih ditekankan
pada pertimbangan aspek keamanan (security), keandalan (realiubility)
dan ketetapan waktu (fimeliness). Aspek teknologi sangat berperan
dan lebik menjadi faktor pertimbangan meskipun harus mengehuarkan
biaya investasi yang sangat besar, antara lain adalah transaksi Pasar
Uang Antar Bank (PUAB), transaksi Valutla Asing (Foreign
Exchange), transaksi perdagangan sabam, Transaks: jual-beli surat
berharga, dan lain-ain. Dilihat dan proses setflement maka
High/Large Value Payment System dibagi menjadi 2 jenis, vaitu Nes
Settlement dan Real Time Gross Settlement yang akan diuraikan lebih
lamjut. Sejauh imt tidak ada suatu standar atau batssan untuk
mengkiarifikasikan transaksi mana yang digolongkan kepada high
value atan small value. Untuk penggolongan inl pada setiap negara
mempunyai kriteria sendiri, bahkan penggolongan ini kadang kala
tidak didasarkan pada besarnya nilai trapseksi pamun berdasarkan
tingkat urgensi atau transakst yang melatar belakanginya (underlying
fransaction). Transaksi untuk kepentingan pemerintgh biss saja
digolongkan kepada transaksi Aigh vaiye meskipun nilainya relatif
kecil karena pertimbangan faktor urgensi, Transaksi HVPS secara
umum menuntut proses seftlement yang cepat dan aman dan biasanya
menggunakan mekanisme penyelesaian transaks: yang bersifat real-
time. Arah pengembanpan ke depan, rransakst HVPS iersebut tetap
akan menggunakan sistern RTGS. Contoh lain. Selunud transaksi pasar
modal dan pasar vang dapat digolongkan kepada transaksi Aigh vaiuwe

tanpa memandang nilai transaksinya.’”
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1.4 Struktur dan Operasional Sistem Pembayaran
LA4.1 Strakiur Umum Sistem Pembayaran

Dalam perekonomian yang modem, kewenangan terhadap suatu
barang dapat dialihkan melalw pertukaran mlai sesuai kesepakatan atau
dikenal dengan uang. Secara praktis dalam sistermn keuangan sodern,
uang sebagal aset memiliki linglup yang sempit, vaitu terdiri dar
tagihan kepada pemerintah, Bank Sentral atan kepada institus: kevangan
lainoya. Bentuk-bentuk tersebut dinamakan faf money.

Pada sistem pembayaran, terdapat mekanisme dimana flar money
dipindahkan di antara para pelaku ekonomi pada saat penyelesaian akhir
perintah pembayaran atau mercka bertindak sebagai perantara bagi pihak
katiga dengan menyediakan jasa pembayaran Mekanisme int mencakup
pibak yang bertindak sebagai penyedia jasa pembayaran, jenis
pembayaran yang dipergunekan dan bagaimana cara instruksi it
dikirimkan termasuk saluran komunikasi yang digunakan, serta
hubungan yang diandasi kesepakatan tertelis aufara pihak terkait.

Pada dasarnya dapat digambarkan bahwa terdapat hubungan dan
keterkaitan secara umum amtar pelaku sistern pembayaran vang
dominan. Pelaku sistem pembayaran yang dominan termasuk institusi
bukan bank, bank komersil, penyelenggara kliring dan Bank Sentral,
Dalam permindahan dana akan meliputi:

a. Utang Bank Sentral yang disimpan oleh masyarakat,

b. Simpanan bank komersial pada Bank Sentral (bank s reserves),

¢. Ulang perbankan dan juga instifusi non-bank {(simpanan bank
koresponden),

d. Utang bank pada bank lain.
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Beberapa metode atau cara pembayaran yang dapat dilakukan yaitu

sebagai berikut:

a.

¢
4

Menggunakan uvang tunal, dimana pada cara ini akan diadakan
pengurangan aset pembayar dan sekaligus terjadi penarnbahan pada
aset penerima dengan tanpa menambah jumlah vang yang beredar
atau kemampuan ekeonomti:

Menggunakan proses debet dan kredit rekening nostro dan vostro
antar bank secara bilateral;

Melalui proses debet dan kredit yang ada di bank koresponden,
Melaui proses debet dan rekening yang ada di Bank Seniral,

1.4.2 Operasional Sistem Pembayaran

a.

Nez Sestlement™
Karaktenistik #=es seft/fement adaleh penundasn penyelesalan
transaksi dimana wakfu penyelesaian akhir blasanya dilakukan pada
akhir hari. Dilihat dari segi pelaku sistemy pembayaran maka nai
setilernent dapat dilakukan sccarz bilateral atau multilateral. Dalam
proses met yettfement  Khususnya multilateral memerlokan adanya
tembaga khusus vyang menampung scluruh ‘transakst  dan
memprosesnya. Lembaga tersebut dinamakan Clearing House.”
Keuntungan sistem nef settfemeny  multilatera! dibanding dengan
bilatera] adalah:
1.) lebsih efisien;
2.) dana yang diperlukan untuk seitlement lebih kecil,
3.) cost of fund baok lebih murah.
Perancangan Sistem Pembayaran dan Pengaruh Kebijakan Moneter,
Permasalahan penting vang harus dibadapi o¢lch  sistem
pernbankan di negara berkembang adalah apakah perlu untuk

menerapkan suatu sistem transfer dana antar bank secara elekironik
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Permasalahan selanjutnya berkaitan dengan jenis sistem yang dapat

menawarkan rancangan terbaik dart sudut pandang pemakai maupun

masyarakat umum. Prinsip dasar vang harus diingat adalah
settlement harus dilaksanakan bertepatan dengan pengiriman dan
penerimaan pesan {same day sefilement).

Alasan-alasan moneter untok penerapan sistem transfer dana
antar bank adalah scbagat benkut:

1.} Dengan adanya sistem transfer dana antar bank secara slektonik
mempercepat proses sehingga menurunkan jumlah floar’” dan
resiko keuangan;

2.} Ditinjau dari segi makro ekonomi, sistem transfer dan antar bank
untuk farge vofie secara elektronik dapat memadi fasilitas bagl
pasar uang jangka pendek yang memperithatkan kondisi monater
pada suaty waktu tertentu;

3.} Pada tingkat mikro, penggunaan sistem iransfer dana antar bank
untuk Jarge value secara elektronik memperbaiki hkuiditas, batk
untuk pasar vang antar bank mauvpun bank secara individuyg

4.} Pengznalan  sistemm  pembayaran yang ferotomasi  dapat
mendorong dan disertai dengan perubahan permimtaan terhadap
dana Bank Sentral,

Unfuk mengukur efektifitas suvatu bentuk penyelesaian akiur
dapat digunakan konsep incremental ataw marginal cost, bentuk alat
ukur tersebut diadopsi dari konsep oppotunify cost. Bagi Bank
Sentral oppotunity adalah tingkat bupnga vang hilang akibat
menyimpan penyelesaian hasil kliring atau transaksi.

Kegulasi moneter yang berpengarch terhadap tingkat dana
overnight milik bank di Bank Senteal ymum vaitu:>

yat 3

* Float adalah ketidak sinkronan posting bagi rekening payer dan payez.
# Bank Indonesia, hitp-Fwww bi go id/bank _indonesiaZ/utamaftentang bif>, 20 Oktober
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1.} Tingkat Reserve Requirentent (RR)
Tingkat RR berpengaruh terhadap jumlah dana yang harus
disimpan oleh bank umum di Bank Sentral. Menurenkan fingkat
RR akan meningkatkan opporrunity cosi dalem melakukan
settlement pembayaran. Tmgkat RR yang rendah akan
meningkatkan insentif apabila menggunakan sisiem multilsteral
net settfement untuk efisensi penggunaan dana di Bank Sentral,

2.} Instrumen yang dapat digunakan sebagai Reserve Reguirment
Jenis instrumen wyang dapat digunakan sebagai RR jupa
berpengaruh, misalnya &t beberapa Bank  Sentral
menggabungkan dana valas sebagai RR. Hal ini akan semakin
memperkecil opportunity cost bagi bank umum;

3.) Ketentuan suku bunga
Tingkat suku bunga Bank Sentral juga berpengaruh jika dana RR
overnight diberikan bunga maka pemmintaan untuk meryimpan
dana akan lebih tingpl dan scbaliknya. Penvimpanan dana
overnight yang besar oleh Bank Sentral akan memperbesar
tingkat (balarces) darl penyelesaian pembayaran.

Kredit Bank Sentral merupakan swmber dana yang akan
memberikan efek peating pada cpportunity cost, Kemudahan dalam
pemberian Kredit Bank Sentral untuk dana overnight dan intraday
termaspk mekanismenya akan meningkatkan tingket opportunity
cost bagr Bank Sentral tetapt menurunkan opporiunily cost bank
umum.

Kesimpulan vang dapat diambil dan penjelasan tersebut yaitu
terdapat keuntungan moneter pada dunia perbankan dan sistem
keuangan karena penerapan sistem transfer dengan jumiah besar ini,
Penggunaan net setffement cenderung mengurang! penggunaan dana
Bank Sentral dibandingkan sistem RTGS, dilain pihak resiko vang
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ditanggung oleh Bank Sentral selaku Sertlement Awthority akan
berkurang dalam menggunakan sistermn RTGS.

1.3 Large/High Value Transfer System

Sistern transfer nilai besar atau yang dikenal sebagai Large/FHigh Value
Transfer System, adalah vang memegang peranan dalam pasar sntar bank,
merupakan urat nadi dalam suatu sistem pembayaran nasional. Keamanan dan
cfisiensi operasional pasar vang dan pasar modal tergantung pada kelancaran
fungsi sistem ini.

Kecepatan dan keandalan dalam penyelesaian merupakan unsur penting dalam
efisiensi teknis dan dalam pengembangan pasar kesangan. Sistem transfer nilal
besar, mempunyai aturan main di tingkat inferngsional, nusaiaya mengenai
perangkat penyelesatan akhir (final sedtiement) untuk pasgr antar negara vang
bersifat mudii currency. Pasar barang dan pasar kevangan internasional sangat
tergantung pada sisters transfer nilai besar suatu negara. ™

Dengan demikian bentuk dan operasi dari sistemn transfer smilai besar
merupakan permasalahan penting bagi pembust kebijaksanaan dag prakasi bank.

1.5.1 Perbiedaan Dalam Sistem Trausfer Nilai Besar

Adanya variasi dalam nilai fransaksi ini menvebabkan adanya perbedaan
dalam mekanise pembayaran. Tidak ada batasan yang secara kuantitatif
membedakan pembayaran nilai besar dan pembayaran nilai kecil, namun
beberapa sistem telab melakokan penanganan Khusus terhadap permbayaran
yang dirasakan sangat besar.

Pada nmummya pasar antar bank, pasar surat-surat berharga, pasar antar
perusahaan atau pasar secara keseluruhan, melakukan pembayaran dalam
jumiah besar. Pelaku-pelaku pasar ini membutubkan pelayanan dan
mekanisme yang dapat memenuhi kebutuhan mercka akan keandalan,
keamanan, kakuran dan ketepatan waktu.

** Sadono Sukisso, Op-Cit., hal, 170
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Untuk memenchi kebuatohan indleh sistem  transfer nilar  besar
dikembangkan. Volume pembayaran rata-rata yang ditangani oleh suatu
sistem merupakan suatu indikasi praktis yang sangat berguna untuk melihat
manfaat-manfaat dan sistem. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam sistem
transfer nilal besar int mempunyar perbedaan mencolok dengan sistem
transfer nilai kecii. Hal ini dikarenakan perlunya tingkat keamanan,
keandalan, dan ketetapan waktu yang lebih baik pada penerapan sistem
transfer nilai besar ini.

Selain volume rata-rata transaksi, total nilai pembayaran yang ditangani
oleh suatu sistero dalam satu han kerjia nommal, juga merupakan indikasi

vang ada hubungannya dari Jatar belakang digunakannya suatu sistem.

1.5.2 Model Umum Sistem Transter Nilai Besar
Terdapat figa model umum dan sistern transfer nilai besar yang
divraikan di bawah imi dengan menggunmakan pendekstan sebapai
berikut-®
a. Operator daripada sistem iu sendiri,

Dalam hal ini bisa dilakukan oleh Bank Sentral ateupun pihak

swasta {Clearing House).

Model 1:

Gross Settlement System, dioperasikan oiéh Bank Sentral tanpa

Intraday credit:

1.} Pembayaran baru akan dipenuhi apabila dananya tersedia pada
saat itu;

2.) Jika dana tidak tersedia, perintah pembayaran tersebut akan
ditolak den dikembalikan kepada bank vang menyerahkan (#he
originatory atau  ditunda sampal dananya pada han  itu
mencukupi;

** Bank Tndonesia, hetp /fwwrw bigo.id/bank indonesia2/utamaitentang, seitiemen systemy/,
Blanuari 2004,
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3.} Implikasi daripada sistem ini adalah adanya proses komputer
vang real time dan operational control yang memungkinkan
bank untuk mengendalikan penggunaan intraday credit,

4.} Contch yang menggunakan sistem ini adalah Swiss Interbank
Clearing System.

. Cara penyelesaian (Sertlement)

Dengan cara nef settfement atau gross settiement.

Model 2:

Gross Settlement System, dioperasikan cleh Bank Sentral dengan

intraday credit;

1.) Bank Sentral akan memenuhi suatu perintah pembayaran
meskipun dana yang tersedia pada rekening bank pembayar tidak
mencukupt;

2.} Intraday credit pada umuminys diberikan dengan harapan bahwa
kekurangan tersebut akan ditutupt sebelum akhir han kerja;

3.} Fasilitas intraday credit yang diberikan Bank Sentral ini dibatasi,
Untuk ity pengawasan secara finansial dan operasional harus
diterapkan untuk mengendalikan jumlab smraday eredit vang
dibenkan;

4.} Contoh vang menerapkan sistem inl adalah Federal Funds
Transfer System di Amerika Serikat,

. Fasilitas kredit

Dalam hal int apakah sistem tersebut memberikan fasilitas imraday

credit dan apakah ade operarional conrol untuk membantu

perranganan pemberian kredit tersebut.

Model 3:

Deferred Net Settlement Systenr:

1.} Settiement tidak dilakukan payment-by-payment, melainkan
dalam suatu jangke waktu yang telah ditetapkan setiap harinya;
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2.} Pembayaran antar bank akan saling dipertukarkan dan di “net”-
kan schingga akan diperoleh kewajiban net untuk masing-masing
peserta;

3.) Akan mengurangi secara signifikan kebutuhan akan likuiditas
harian untuk pembayaran-pembayaran vang bernilai besar,

4.) Kebutuhan zkan likuiditas dihitung berdasarkan kredit vang
beoar-benar timbul antar peserta-peserta yang terlibat dalam
sistem;

53 Kredit diadakan oleh pembeni (Remitter/Transferer) dan
penerima (Bensficiary/Transferee) pembayaran melalut sistem,
bukan oleh operator sisten:

6.} Pelaksana/Operator dapat dilakukan oleh Bank Sentral atau
pihak swasta;

7.} Prinsip-prinsip operasional yang melandasi pelaksanaan sisiem
it baik oleh Bank Sentral mavpun pihak swasta adalah sama,
Pada mase-mnasa selanfutnya sistem im ditangaml oleh pihek
swasta, namun Hank Sentral masih akan tetap mengawasi
penyimpangan-penyimpangan operasional yang dilakukan oleh
pihak swasta, sebagai contoh, dengan melakukan penelitizn dan
pentjauvan cara pengoperasian seria  perseiujuan  perubaban
peraturan sebelum diterapkan;

8.} Karakteristik utama dan sistem ini adalah bahws kewajiban net
(netted obligaior) yang ditimbulkan dan aktivitas pembayaran
pada akhirnya akan diselesaikan melalui pemindahan saldo yang
adz i Bank Senirgl, dengan demikian penyelesaian akhir tetap
dilakukan di Bank Sentral. Untuk itu Bank Sentral harus benar-
berar yakin aken adanya pengawasan  terhadap  resiko
manatemen vang diterapkan oleh sistem tersebut sebelum

memberikan izin menggunakan net settfement service,
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9.} Standar minimal yang digunakan untuk menilai kelayakan desain
dan operasional dari “cross border & multi currency netting
swefen” yang dischut dalam Six Lamfalussy Standards yang
diterbitkan oleh Bank for International Settiement (BIS), secara
umum dapat digunakan sebagai acuan,

10.) Contoh Bank Sentral yvang melaksanakan sistem ini adalah
BOJ-Net di Jepang. Sedanpkan vang dilaksanakan oleh pihak
swasta adalah CHIPS di Amerika Serikat,

1.5.3 Beberapa contoh dari Sistem Transier Nilai Besar
a. Swiss Interbank Clearing System (SICY®

1) Sistem yang diterapkan gross seitlement sysiem dengan
penyelesalan akhir di Bank Sentral tanpa fasilitas intraday
credit;

2) SIC  beroperasi dengan prinsip bahwa semus penintah
pembayaran hanya akan diproses bila dananya tersedia di Swiss
National Bank (SNB);

3.) Yika dana tidak tersedia maka perintah pembayaran tersebut akan

: ditunda hingpa dana yang tersedia mencukupi sampai dengan
berskhimya jam operasional;

4.} Pada akhir hari penntah pembayaran yang masih tersisa akan
dibataikan;

5.) Sistem SIC dirancang uniuk memproses sebanyak mungkin
perintah pembayaran dengan prinsip first in first out, dimana
saldo dana yang tersedia harus mencukup: pembayaran yvang
tertunda vang terdapat pada antrian pertama;

6.) Apabila pada akhir hari terdapat wnsertled balance custanding,
meaka pembayaran-pembayaran yang masuk dalam antrian akan

* Ihid.
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dihapuskan dan bank diminte untuk mengajukan kembal:
keesokan harinys,

7.) Bank diizinkan untuk mengatur perintah pembayarannya yang
terdapat dalam antrian tersebut schingga perintah pembayaran
yang lainnya berada diurutan pertama;

8.} Sejak tabun 1994 bank peserta dibolehkan untuk mencantumkan
tanda prioritas pada suatu perintah pembayaran. Maka untuk 3tu,
proses yang diterapkan menganut prinsip “by prierity level and
first in first cut” khusus untuk yang diberi level prioritas;

9.3 Hal lain yang juga penting untuk diketahui adalah bahwa SIC
akan memberiiabukan kepada Dbank mengenal  adanya
penerimaan-penerimaannya  yang  ditahan.  Pemberitahuan
selanjutnya akan dibenkan kepada pembayaran vang fclah
diselesatkan. Mungkin yang penting adalah bahwa peserta dapat
menggunakarn informast yang real fime untuk memonitor semua
statns pembayaraninya.

b. Fedwire™

1.) Dilaksanakan oleh Federal Reserve Bank dengan sistem yang
diterapkan adalah (ress Setlement System depgan intraday
credit yang terbatas;

2.) Cara kerja SIC dan Fedwire menunjukan suatu perbedaan yang
kontras dalam hal ada dan tidak adanya {asilitas kredit yang
diberikan. Sistem yang tidak memberikan fasilitas overdrafi
seperti vang dilakukan SIC mengharuskan adanys manajemen
likuiditas yang lebih ketat daripada yang dilakukan Fedwire.
Bank dan pelaku pasar keuangan laionya yang sangat
mementingkan ketopatan wakiu seitfement melihat sistem yang
tidak memberikan fasilitas overdraft int kurang efisien jika

dibandingkan dengan sistem yang ada di Fedwire;

Universitas Indornesia

Indonesian Bankers..., Annisa Shafira, FH Ul, 2009



31

3.} Meskipun Fedwire mungkin lebih efisien dalam hal ketepatan
waktu setifement transakst antar bank, namun keunggulan efisien
it membutuhkan biaya. Bilaya im diakibatkan oleh
meningkataya resiko kredit yang ditanggung oleh Fedwire dalam
pengoperasian Fedwire. Lebih dan itu kerena banyaknya
intraday credit yang dibenikan dengan cuma-cuma, banyzk bank
moenyalahgunakan intmdaj" credit yang diberikan Fedwire
tersebut, yang menpakibatkan adanya restko yang ditangsung
oleh Bank Sentral yang scharusnya ditangpgung oleh sektor
swasta.

¢ BOINet™

1.} Bark of Jopan memiliki dva sistem berbeda, dimana kedua-
duanya beroperasi di bawah BOJ-Net;

2.} Sistem yang pertama memberikan pelayanan sebagaimana yang
dilatukan olch SIC yaitu BOJINet gross seitfement tanpa
fasilitas infraday overdrefi, Perbedaannya denpan SIC adalah,
dimana apabila tegadi saldo yeng tidak mencukupi uotuk
menutupi transaksi pembayaran, maka BOJ-Net akan langsung
menolak tanpd memagukannya dalam antrian scbagaimana yang
dilakukan oleh SKC. Sistem tanpa overdraft ini agak jarang
digunakan jika dibandingkan dengan sistem vang satunya lagi;

3.) Sistem kedua, yang lebih sering digunakan adalah BOJ-Net
designed-time net seitlement. Sigtem ini menangani transaksi
dengan volume 50 kali lebih besar daripada yang ditangani ofeh
BOJ-Net gross real time;

4.3 BOJ-Net designed-time net settlement menerima  perintah
perabayvaran muolai pukul 09.00 sampal dengan pukul 17.00
Tokyo time (pukul 00.00 sampai dengan pukul 08.00 GMT)
dengan sameday setilement, Meskipun penyelesaian dibitung

I Ihjg
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secara multilateral-netting, terminologt yarg digunakan untuk
pelayanan BOJ-Net ini adalah designated time gross settlement,
Setiap perintah pembayaran yang diberikan sebelum atau
sepanjang hari kerja dapat disclesaikan dalam 4 waktu
penyelesaian yaitu: 09.00, 13.00, 15.00 atau 17.00 Tokyo time;

5.) Tidak ada prosedur formal yang diterapkan saat ini di BOJ-Net
designed-dime net settfemery untuk mengatast ketidakmampuan
suatu ingtitusi dalam penyelesaian kewajibannya. Bank of Japan
mempunyai keleluasaan apakah memberikan kredit atan
menghapus perintab pembayaran tersebut dan penyelesatan,
Meskipun memberikan kelonpparan bagi DBank Sentral dalam
mencegah ferjadinya gangguan sistemn dan pusar keuangan,
namun hal m dapat mengundang terjadinya resiko moral bagi
institusi-institusi peserta jika kredit dari Bank Sentral dapat
diberikan dengan mudah;

d. Clearing House Interbank Payment System (CHIPS).*

1.} Dioperasikan oieh New York Clearing House,

2.} Memproses terutama pembayaran-pembayaran infernasional;

3.) CHIPS bekerja dengap prinsip nefting arrangement yang mirip
dengan BOJ-Net designed-time net settlement, Petbedaan antara
keduanya adalah bahwa CHIPS hanya mempunyai satu waktu
penyclesalan yaitu pada akhir har, tidak merupakan suatu serni
waktnu sebagatmana yang dilakukan BOJ-Net;

4y Kemudian lag:, CHIPS dioperasikan oleh swasta dimana fina/
settlement dilakukan melalui transfer dana pads Fedwire;

5.} Operasional CHIPS dikendalikan melalul serangkaian  risk
controls yang telah diadopsi oleh anggota-anggotanya. Para
anggota CHIPS telah menerapkan sistem bilateral credit fimits
dan sender net debit caps yang membatasi baik individual

# Budi Agus Riswandi, Op:Cit, hal. 58-39,
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purticipant  gxposure  maupun  kerawanan  sistem secara
keseluruhan terhadap resiko kredit;

6.} Dengan bilateral credit fimifs setiap peserta menentukan batas
maksimum jumlah yang dapat diterimanya dari peserta lainnya
dan limit int dikendalikan secara otomatis dan real time melalui
sistem komputer CHIPS,

7.} Sender net debit cqp membatasi jumiah vang dapat dipinjam oleh
setiap peserta pada sistem CHIPS secara kescluruhan, Sender net
debit cap untuk setiap peserta adalah 5% dari jumlah bilateral
credit limits yang ditentukan oleh masing-masing peserta
counterparties-nys;

8.3 Dengan demikian para anggota CHIPS dapat membatasi secara
bilateral mang gerak angpota yang mereka nilai diragukan
kondisi kevangannya dan dalam proses selanjutnya ruang gerak
anggota vang diragukan tersebut dalam sistem CHIPS secara
keseluruhan juga menjadi terbatas;

9.) Semua anggota CHIPS bersepskat unbuk  bersama-sama
menjamin terselenggaranya penyelesaian akhir hanan, jika ada
anggotanya vang gagal memenuhi kewajibannya dalam transaksi
vang besar. Adanva jaminan ini dikombinasikan dengan “loss
sharing arrongement”  yang mengatur pembagian  beban
pendanaan atag suatu kesalahan yang terjadi dalam proses

penyelesaian akhir diantara anggotanya;

1.5.4 Pembayaran Nilai Besar Antar Negara
Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, domestic large value
transfer system sering digunakan oleh pasar antar bank untuk penyelesaian
teraklir  komponen mata vang lokal atas suaty transaksi antar negara vang
bersifat multi currency. Nilai dari transaksi seperti ini cukup besar, vang terlihat
dari pertumbuban pasar barang dan pasar keuwangan intermasional. Dalam
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kenyataannya, asliran dana antar bank internasional. Khususnya pada pasar
valuta asing (foreign exchange markets).

Penyelesaian akhir transaksi yang ditimbulkar dalam pasar antar negara
1ni sangat tergantung kepada international correspondent bonking sysiem. Bank
koresponden vang akan melakukan clearing, settiement, dan credit service
diperlukan ontuk memungkinkan pembayaran yang cfisien. Bank koresponden
juga tergantung pada book transfer maupun domestic large value system untuk
melakukan penyelesaian akhir stas transaksi amtar bank vang muncul dalam
pasar tersebut,

Resiko vang spesifik yong harus dikelola oleh bank-bank vang
melaknkan penyelesaian akhir atas tagihan-tagihan antar negara adalah
temporary risk yang muncu! apabila dua pihak yang terlibat dalam penyelesaian
akhir terpisah  oleh waktu vang dikarenakan perbedaan zona  waktu
internasional,

Beberapa upaya sektor swasta untuk mengembangkan cara penyelesaian
akhir khnsusnya unfuk pasar valuta asing telah dimulai, Dalam pasar valas, dua
kelompok bankir. Di Eropa dan Amerika Utara telah dimulalr  membentuk
multilateral neiting arrangement untuk kepentingan anggotanya. Orpanisast
vang menjalankan kegiatan mi adalah Clering House Organization {di Eropa)
dan Madtinet { di Amerika Utara)™ Berdasarkan uraian tersebut kesimpulan
yang dapat diketahui adalah:

a. Teudapat banyak ragam largehigh value ransfer system,

b. Operay dari sistem-sisterm ini dapat membawa resike baik bagt peserta
yang melakakan transfer dana maupun bagr operator sistem ifu sendin.
Resiko fui harus dialokasikan sedemikian rupa sehingga baik peserta

maupun operator sistem dapat terlindungi;

¥ Hermansyah, (p-Cit., hal, 92.
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¢, Jika suvatu sistem didasarkan atas prinsip smdtilateral nefting sehingga
mengakibatkan menculnya suaualization risk, maka perlu diterapkan
swatu makenisme risk confrol untuk melindungi dan konsekuensi
kepagalan sistem {adverse systemic consequences) bagl sistemn keuangan
skala besar;

d. Ada suatu frade-off antara efisiensi dan resiko dalam desain dan operasi
large value transfer system. D1 satu pihk gross seftlement system yang
tidak memberikan intraday credit, memungkinkan meminimalisasi resiko
kredit dalam large value transfer system itu sendiri, namun pada waktu
yang bersamaan mungkin sangat membatas: fleksibilitas pembayaran yang
dapat dilakukan. Sistem i sering mengakibatkan fertundanva atau
terakumulasi suatu pembayaran dalam jumlah besar. Di sisi yang lain
gross seftlement system yang memberikan fasilitas kredit baik melalm
Bank Sentral meupun melalui maditifateral netiing menimbulkan resiko
baik bagi peserta maupun bagi sistem keuangan;

e. Pada akhimya tidak ada sesuats model tungeal dari large value transfer
spstem yang benar-benar tepat untuk suatu siuasi tertentu. Lebih darni satu
sistem dapat diterapkan dalam svate sistem ckonomi yang sama untuk
memenuhi kebutuhan nasabah dan pasar yang berbeda (contoh di Amerika
Serikat: Fedwire dan CHIPS).

1.6 Sistem Pembayaran Di Indonesia

Sistern pembayaran adalsh sistert vang mencakup seperangkat aturan,
lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksapakan pemindahan dana
guna memenohi svatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonoms,
Lantas, yang menjadi komponen dari sistem pembayaran sudah tentu harus ada
alat pambayaran, ada mekanigme kliring hingga penyelesaian akhir (settfement),
Selain ity juga ada komponen lain seperti lembaga vang terlibat dalam
menyelengparakan sistem pembayaran. Termasuk dalam hal im adalah bank,
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lembaga keuangan selain bank, lembaga bukan bank penyelenggara transfer dana,
perusahaan switching bahkan hingga bank sentral.

1.6.1 Evolusi Alat Pembayaran

Alat pembayaran boleh dibilang berkembang sapgat pesat dan maju.
Kalau kita menengok kebelakang yakni awal mula alat pembayaran itu
dikenal, sistern barler antar barang yang diperjuaibelikan adalah kelaziman <
era pra moderen. Dalam perkembangannya, mulai dikenal satpan tertentu
yang memiliki nilai pembayaran yang Jebih dikenal dengan vang. Hingga saat
ini vang masih menjadi salah satu alat pembayaran utarma yang berlako di
masyarakat. Selanjutnya alat pembayaran terus berkembang dari alat
pembayaran tunal (cash based; ke alat pembavaran nontunal (non caesh)
seperti alat pembavaran berbasis kertas (paper based), misainya, eek dan
bilyet giro. Selain ifu dikenal jupa alat pembayaran paperfess seperti transfer
dana elekfronik dan alat pembayaran memakal kartu {card-based) {(ATM,
Kartu Kredit, Kartu Debit dan Kartu Prabayar).

1.6.2 Alat Pembayaran Tunai

- - Alat pembayaran tunai lebih banvak memakar vang kartal (vang kertas
dan logam). Uang kartal masih memainkan peran penting khususnya usiuk
transaksi bernilai keeil. Dalam masyarakat moderen seperti sekarang ini,
pemakaian alat pembayaran tunai seperti vang kartal memang cenderung lebih
kecil dibanding wvang giral Pada tahun 2005, perbandingan uvang kartal
terhadap jumlah vang beredar sebesar 43,3 persen.

Namun patut diketahui bahwa pemakaian vang kartal memiliki kendala
dalam hal efisiensi. Hal itu bisa terjadi karena biaya pengadsan dan
pengeloldaan  (cash  handling) terbilang mahal, Hal itu belum lagi
memperhitungkan inefisienst dalam wakte pembayaran. Misalnya, ketika
Anda menunggu melakukan pembayaran di loket pembayaran vang relatif
memakan waktu cukup lama karena antrian yang panjang. Sementara itu, bila
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melakukan transaksi dalam jumlah besar jugas mengundang risike seperti
pencurian, perampokarn dan pemalsuan uang.

Menyadari ketidak-nyamanag dan inefisien memakai uang kartal, Bank
indonesia berinisiatif dan aken terus mendorong untuk membangun
masyarakat yang terbiasa memakai alat pembayaran nontunal atau Lessy Cash
Society (LCS).

1.6.3 Alat Pembayaran Nontunai

Alat pembayaran nontunai sudeh berkembang dan semakin lazim
dipakai masyarakat. Kenyataan ini memperlibatkan kepada kita bahwa jaza
pembayaran nontunai yang dilakukan bank maupun lembaga selain bank
{L5B), baik dalam proses pengiriman dana, penyelenggara kliring maupun
sisteqn penyelesaian akhir (seitlement) sudah tersedia dan dapat berlangsung di
Indonesia. Transaksi pembayaran nontunai dengan nilai besar diselenggarakan
Bank Indonesia melatui sistemn BI-RTGS (Real Time Gross Settiement) dan
Sistem Kliring. Sebagai informasi, sistem BI-RTGS adalah muara seluruh
penyelesaian transaksi keuangan di Indonesia. Bisa dibayangkan, hampir 95
persen transaksi keuangan nasional bernilai besar dan bersifat mendesak
{urgent) seperti transaksi di Pacar Usang Antar Bank (PUAB), transaks di
bursa sabam, transaksi ;éemmimah, transaksi valota asing (valas) serta
settlement hasti Kliring dilakukan melabut sistemn BERTGS. Pada fahun 2008,
BI-RTGS melakukan transaksi sedikitnya Rp.82,8 triliun per hari. Sedangkan
transaksi nontunai dengan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) nilaj
transaksinyg hanya Rp4,7 triliun per hari vang dilakukan bank atau L8B,

Melihat pentingnya peran BL-RTGS dalam sistem pembayaran nasional,
sudal barang tentu harus dijaga kontinuitas dan stabilitasnya, Bila sesaat saja
sistem BI-RTGS ini macet atau mengalami gangguan jelas akan sangat
menganggu kelancaran dan stabilitas sistem keuangan di dalam negeri. Hal itu
belum memperhitungkan dampak material dan nonmaterial dan macetnya
sistem BI-RTGS fadi. Untuk riulah Bank Indonesia sangat peduli meniaga
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stabilitas BI-RTGS vyang dikategorikan sebagat Systemically Important
Payment System (SIPS). SIPS adalah sistem yang memproses trangaksi
pembayaran bernilai besar dan bersifat mendesak {wrgent). Adalah wajar saja
apabila Bank Indonesia sangat pedoli menjaga kestabilan SIPS dengan
mengelola risiko, desain, kehandalan teknologi, jaringan pendukung dan
atyran main dalam SIPS. Sclain SIPS dikenal pula System Wide fmportanr
Paymert System (SWIPB), vaitu sistem yang digunakan oleh masyarakst luas.
Sistemn Kliring dan APMK termasuk dalam kategori SWIPS iri, Bank
Indonesia  juga peduli dengan SWIPS karena sifat sistem yang digunakan
secara luas oleh masyarakat. Apabila terjad: gangguan maka kepentingan
masyarakal untuk melakukan pembayaran akan tergangge pulz, termasuk
kupercayaan terhadap sistem dan alab-alat pembayaran yang diproses dalam
sistem,

Pertu dikerzhui bahwa Bank Indonesia bukan semaia peduli akan
terciptaniya efisiensi dalam sistemn pemnbayaran, tapi juge kesetarsan akses
hingga ke urusan perlindungan konsumen. Yang dimaksud terciptanya sistem
pembayaran, 1fu artinya memben kemudaban bagi pengguna untuk merilih
metode pembayaran yang dapat diakses ke selurnh wilayah dengan biaya
serendah mungkin. Sementara vang dimaksud dengan kesetaraan akses, Bank
Indonesia  akan memperhatikan penerapan asas  kesetarzan  dalam
penyelenggaraan  sistem  pembavaran.  Sedangkan  aspek  perlindungan
konsumen dimaksudkan penyelenggara wajib  mengadopsi  asas-asas

petlindungan kensumen secara wajar dalam penyclengparaan sistemnya.

1.6.4 Perkembangan Sistem Pembayaran Di Indonesia

Perkembangan sektor kevangan di Indonesia sangat pesat khususnya
sejak deregulast perbankan mulai tahun 1988 yang mengubah fungsi bank,
sampat tahun 1992 yang menyebabkan meningkataya jumlah bank yang
memasuki pasar. Jumlah bank pada sekitar tahun 1997 adalah sebanyak 240
buah dengan 6,000 kantor. Implikasi perkembangan ini adalah pada
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bervariasinya fasa pembayaran yvang ditawarkan bank, sesuai dengan kelasnya
masing-masing,

Perkembangan jumlah bank ini diikuti dengan meningkatnya investasi
dalam teknologi perbankan yang dilakukan untuk mendorong ekspansi dan
sebagai respon afas permintzan pasar. Peningkatan jasa pembayaran ini
termasuk  fastlitas direct credit dan debit, pelayanan pengelolaan kas
peruszhaan, ATM dan POS {podu of sale) serta pembayaran elektronik yang
sudah diterapkan oleh beberapa bank, walanpun bare dapat dilakukan antar
kantor cabangnya.

Penggunaan kartu prabayar diyakini akan menjadi f7end mekanisme
pembayaran di masa mendatang, misaiaya untuk membayar bahan bakar di
pompa bensin, tiket tol, pembelian barang dan berbagai jasa-jasa lainnya.
Sernua proses aktivitas pembayaran melalui berbagai jenis alat pembayaran
ini diproses oleh berbagai penyelengpara sistern pembayaran seperti bank dan
nonbark. Institusi milah yang pantinya menyelenggarakan jasa mulat proses
pengiriman dana, kliring hingga seftlement.

Pemakatan kartu prabayar dalam mckanisme transaksi adalah bagian
darl evolusi alat pembayaran dari uang tunai sampar ke benmic-bentuk
nontunat. Misalnva alat pembayaran dalarmn bentuk kertas (paper based)
seperti cek, wesel, bilvet giro hingga ke elektronik seperti kartu prabayar
hingga ke wujud digital (digital cash).

Alat pembayaran tunal muncit karena memang adanya kebuiuban
masyarakat untuk beriransaksi yang tidak dapat dipenuhi uang tunai. Namun
begity, pemakaian uang tunai juga tidak sepenuhnya bisa tergantikan oleh alat
pembayaran non tunai, Hal ini dikarepakan dalam kondisi tertentu pemakaian
uang tunai masih terbilang lebih efisien dibandingkan dengan penggunaan

instramen non tunai.
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Adeapun yang menjadi tujean utama sistem pembayaran di setiap negars
adalah wmtuk mendukung perskonomian. Termasuk dalam tjnan tersebut
Bank Indonecsia secara terus menerus melakukan  reformast  dan
pengembangan Sistem Pembayaran Nasional scarah dengen sasaran yang
ingin dicapainya vaitu:*’

a. Memperkuat pengelolaan makro ekonomi yang dilakukan oleh Bank

Indonesia;

b. Menmgkatkan kestabilan dan menjamin kepastian sektor keuangan

dan perbankan;

¢. Meningkatkan serangkaian jasa pembayaran bagi seluruh  sektor

perekonomian.

Sasaran i atas dicapai dengan melalui program reformasi dan
pengembangan Sistem Pembavaran Nasional yang terkoordinir. Guna
memenuhi ketiga sasaran utama seperti yang diuraikan di atas, Sistem
Pembayaran Nasional harus memiliki tiga karakteristik amum, yaitw:

a. Dapat diperca;;a dan kuat, yakni mampu bertshan dan tetap

berfumgst walaupun terdapat kondisi yang menggoncangkan,

b. Efisien, yakm memungkinkan dilakukannya transaksi dengan cepat

dan biaya yang rendah; ;

c. Adil, yakni semua pihak dapst berpartisipasi dalam sisiem

pembayaran asalkan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan,

Bank Indonesia menyusun kebijakan sistern pembayaran dengan
memperhatikan  ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Bank
Indonesia, Peraturan Perbankan dan rekomendasi dari negara-negara G-10.
Berdasarkan hal tersebut Bank Indonesia menyusupn formulasi kebijaksanaan
sistem permbayaran di Indonesia yaitu untuk:™

 Bank Indonesia, htipferww bi.go.id/bank indonesia2/ntame/tentang_sistem_pembayasan/,
$Tanuari 2008

i lbi_fi
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a. Memperkuat alat yang digunakasn, vang ada di Bank Indonesia
dalam mengatur ekonomi;

b. Mendorong pengembangan instrumen dan jasa pembayaran;

¢. Menjamin sistem pembayaran yang stabil dan efisien,

d. Mengkoordinasikan peraturan dan standar jasa pembayaran yang
disediakan oleh industri;

e Mendorong ferciptanya peraturan hukum dan  penerapannya
mengenai fnstrumen pembayaran, kontrak jasa pembayaran dan
pengaturan penyelesaian akhir;

f. Menjamin kepastian proses penyelesaian akhir dalam kondisi
apapun;

g Memaksimalkan manfaat sistem pembayaran bagi seluruh Indonesia.

2. RTGS SEBAGAK SISTEM PEMBAYARAN

Hampir semua negara-negara maju yang tergabung dalam G-10 couniries dalam
beberapa tahun belakangan ini telah mencrapkan sistem Real Time Gross settlement
{(RTGR) untuk melaksanakan transaksi transfer antar bank. Sampai saat ini sckurang-
kurangnya Iebih dart 30 ncgara telah mepggunaken sistem RTGS ini Bank-bank
sentral pada negara-negara Uni Eropa telah memutuskan bahwa setiap anggotanya
harus memiliki sistem RTGS yang dapat dilntegrasikan dengan Fuwropean Union
System untuk mendukung penyatuan ekonomi.”

Hal seropa telah dilakukan pula oleh negara-negara Asia-Pasifik seperti
Hongkong, Korea Selatan, Australia, Cing, Selandia Baru dan Thailand, Sedangkan
Indonesia sendiri telah menerapkan sistem RTGS sejak tanggal 17 November 2000
dengan nama Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Seitlement {BI-RTGS).

P hitp /1746 230 6 searcheachetei=UTE-8& pesistemt pembavarant RTGS&y =Search&rd
=rl&metaycp INd& iy fn.£- 1 18& D _ip=IR&uworw bi o /NRirdonbyres/T063333B-713 A4 A
F-BBE4-EEHEASGCFRI/ TR0 TEP2004 ndf& wesistemtpembavarantigstrin% 2 2s8d=bSBr70QY
$S8ch&icp=1&.intl=us, 12 Februan 2008
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2.1 Pengertian BI-RTGS

Sistem BI-RTGS ini adalah suatu proses penyeclesaian akhir transaksi
(setrfement) pembavaran yang dilakukan per transaksi  {individuaily
processedigross setifement) dan bersifat redal sime (electronically processed).
Dimana rekening bank pescria dapat didebivdikredit berkali-kali dalam schan
sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimasn pembayaran,™

Salah satu hal mendasar yang telah dilakukan dalam sistem pembayaran
non-tunai di Indonesia untuk meminimalkan risiko sigtom pembayaran adalah
digunakannya Bl- RTGS untuk sistem transfer dana nilai besar, Sistem BIRTGS
ini mempskan sistem vang memproses penyelesaian transaksi (selement)
pembayaran antar bank yang dilakukan per transaksi dan bersifat real time vang
diharapkan akan dapat mengurang: risiko dalam sistem: pembayaran, Peaggunaan
sisten BI-RTGS juga merupakan salah sate jawaban dari kebutuhan dunia
perbankan dan masyarakal pengguna sistem pembayaran terhadap ketersediaan
sarana transfer dana yang cepat, efisien, dan aman. Secara umum ristko dalam
sistem pembayaran Indonesia khususnya risiko likuiditas dan ristko kredit dapat
diminimatkan deagan sistern BI-RTGS. Berkurangnya ristko ini didorong oleh
makin rendahnya kemungkinan kegagelan penyelesaian kewajiban pembaveran
oleh bank dalam sistem pembayaran, Hal ini ditunjang oleh ketentuan bahwa
transaksi RTGS hanya dapat dilaksanakan secara efekiif apabila bank pengirim
memiliki dana yang cukup pada rekeningnya di Bank Mmdonesia, >

Sebelum sistem BI-RTGS dumplementasikan, penvelesaian fransaksi antar
bank dilakukan dengan menggunakan sistem klining dengan metoda net
settfement dimana penyelesaian akhir transaksi dilakukan pada akhir hari, Dalam
sistem nefting settlement ini terdapat risiko sistem pembayaran yang dihadapi
Bank Indonesia. Risiko ini timbul apabila terdapat bank yang mengalam{ kalah
kiinng dan tetap bersaldo negatif sampai keesokan harinye. Dengan berlakunya

* Thid.
35 Ihid.
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sigtem setifement dalam sistem BI-RTGS yang didasarkan pada kecukupan
saldo.”®

Salah satu hal mendasar yang telah dilakukan dalam sistem pembavaran
non-~tunai di Indonesia untuk meminimalkan risiko sistem pembayaran adalah
digunakannya BI-RTGS untuk sistem transfer dana nilai besar. Sistemn BI-RTGS
i merupakan sistem yang memproses penyelessian transaksi (sett/enient) sistem
pembayaran antar bank vang dilakukan per transaksi dan bersifat rea! time vang
diharapkan akan dapat mengurangi ristko dalam sistem pembayaran. Penggunaan
sistem BI-RTGS juga merupakan salah satu jawaban dari kebutuhan duma
perbankan dan masyarakat pengguna sistem pembayaren ternadap ketersediaan
garana transfer dana yang cepat, efisien, dan aman. Secara umurn risiko sistem
pembayaran dilskukan pengembangan sistem klining nasional serta daftar hitarn
nasional rekening Bank di Bank Indonesia, risiko kemungkinan kegagaian salah
satu bank dalam memenuhi kewajibannya saat jatub tempo dapat diminimalkan.
Sejak digunakannya sistom BI-RTGS dalam sistern pembayaran di Indonsgsia,
telah terjadi pergeseran penggunaan sistern pembayaran dari sistem  kliring ke
sistem BI-RTGS.”

Hadimya sistem BI-RTGS di Indonesia dinilat sangat peating mengingat
transaksi pembayaran bernilai besar (High Value Payment System-HVES) vang
memibiki potensi tegadinya resiko sistemik sebelum diberlakukan BLRTGS,
menempati hampir 2/3 bagian dari keseluruhan nilat transaksi kliring di Jakarta.

Hasil penelitian menunjukan bahwa volume transaksi pembayaran antar
bank gi Jakarta yang bemnilai besar (High Value) yvang jumlah transaksinva lebih
dari 10.000 per hari  hampir lebih kurang 70% berasal dari Foreign Exchange
{penukaran mata uang asing) dan Pasar Uang Antar Bank (PUIARB).

35 ye
Toid.
¥ nttp:ffadin. Bibunair se. id/po phpZid=liptunair-gdi-s2-2005-ainuriach- 1 765
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Penerapan RTGS di berbagai negara pada uvmumnya didasarkan pada

beberapa alasan pokok sebagai berikut:®

a, Berbapgai literatur dan studi empiris secara sensif telab memunculkan

kesadaran baru kepada berbagal Bank Sentral untuk dapat mengelola
berbagai resiko High/Large Value Transfer System (HVTIS). Sistem RTGS
memiliki mekanisme penyelesaian akhir transaksi yang dipandang mampu

mengurangi resiko {risk minimizing) sistemik;

. Sistem i akan dapat mengurangi timbulnya float, sehingga dapat

mendukung efcktivitas pengawasan perbankan. Selain itu, pengelolaan
likoiditas yang baik pada dumia perbankan juga dapatl mendukung
efektivitas kebijakan moneter;

. Sistem RTGS ini memungkinkan dilakukan integrasi dengan berbagai

aplikasi sistem pembayaran sepesti pasar uang dan pasar modal. Delivery
Versus Payment (DVP), Limk dengan Cross Border Payment juga
dimungkinkan melalui aplikasi Payment Versus Payment (PVP),

. Dengan sistem BLRTGS, orginating bank (intisting bank) melalui

terminal RTGS di tempatnya mentramisikan transaksi pembayaran ke
pusat pengolahan sistem RTGS (RTGS-Central ComputerfRCC} & Bank
Indonesta untuk proses penyelesaian akhir {ransaksi. Jika proses
penyelesaian  akhir transakst bethasil, fransaksi pembawaran akan
diteruskan sccara otomatis dan clektronis kepada counterparty bank,
Keberhasilan proses penvelesaian akhir transaksi  tergantung dan
kecukupan saido bank pengirim transaksi pembayaran karena dalam Bl-
RTGS bank hanya diperbolehkan untuk mengkredit bank lain. Dengan
kata lain, bank peserta BI-RTGS harus meyakinkan bahwa saldo
rekeningnya di  Bank Indonesia cukup  scbelum bank  tersebut
melaksanakan transfer ke bank peserta BI-RTGS lainnva.

2008

*® Bank Indonesia, http:Awww bigo.idMbank_indonesia/utamaitentang bl rtes/, 11 Maret

Universitas Indonesia

Indonesian Bankers..., Annisa Shafira, FH Ul, 2009



45

2.2 Tujuan Sistem BI-RTGS
Adapun yang menjadi tujuan dari penerapan sistern BI-RTGS i1 adalah,
sebagai berikut:*’
a. Menyediakan sarana transfer dana antar-bank yang lebih cepat, efisien,
andal! dan aman kepada bank dan nasabahnya.
b, Kepastian settlement dapat dipercleh dengan lebih segera (irrevocable dan
unconditional).
Menyediakan informasi rekening bank secara reaf time dan menyelurah
d. Meningkatkan disiplin dan profesionalisme bank dalam mengelola
likuiditasnya,
e. Mengurangi risiko-risiko seitlenent

2.3 Dasar Hukam Sistem Pembayaran BI-RTGS
Sistem pembayaran dengan cara transfer dana via bank {dalam hal ini BI-
RTGS), baik untuk kepentingan naszbah maupun untuk kepentingan bank sendin
mempunyal dasar hukum dalam sistem perundang-undangan Indongsia. Dasar
hukum tersebut dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut:*’
a. Ketentuan Ridang Perbankan
h. Ketentuan Mengenai Bank Indonesia
¢. Kitab Undang-Undang Hakam.Perdata
d. Peraturan Bank Indonesia No. 10/4/PBI/2008 Tentang Sistern Bank
indonesia Rea! Time Gross Settfement, Peraturan Baok Indonesia imi
menecabut ketentnan sebelumnya, yaitu Peraturan Bank Indonesia No.
6/8/PB1/2004 tentang Sisiem Bank Indonesia Real Time Gross Setilement
scbagaimana telah diubak dengan Peraturan Bank Indonesia No.
6/13/PBL2604.

Phip /7214235, 13&%%&1&@%&%@%
B4-895A-4914-5366-2D463385 i}
edwé&hi—zd&cwcini;&g}—td&clwmwﬁm{‘axﬁ

¢ bi.go.idiweb/id/Statistik/Statistik+Sistem+ Pembayaran/BI-R TGS pbi_100608 2 hem
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Peniyesuaian yang dilakukan dalam Peraturan Bank Indonesia int antara lain
terkait dengan:*'

a. penegasan funpsi Bank Indonesia sebagai pembuat kebijakan, pengatur
dan pengawas, serta Penyelenggara dalam penyelenggaraan Sistem Bl-
RT(S,; dan

b. penjelasan mengenai nsiko yang dihadap: dan pengelolaan risiko tersebut
dalam Sistem BI-RTGS

Peraturan Bank Indonesia 1ni antara lain memmat pengatiran umum

mengenai:*
L.andasan Hukum;
Ketentuan dan Prosedar
Pangelolaan Risiko Sistem Pembayaran
Dana vang digunakan dalam Penyelesman Akhir {Finality of Settlernent)
Keamanan dan Kehandalan Sistem BI-RTGS
Efisiensi Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS
Kepesertaan
Tata Kelola yang Baik {Good Governance} dalam Penyelenggaraan
Sistem BI-RTGS
1. Pengawasan Sistem BL-RTGS (Oversigit)
3 Sankst

Eetentuan teknis pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ini antara lain

R omoe oaop TR

dimuat dalam:™
a. Surat Edaran perihal Prinsip-prinsip Penyelenggaraan dan Pengawasan
Sistemn BIRTGS 8F Regulator);
b. Surat Edaran perihal Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS (8 Operator),
¢. Surat Edaran perihal Pelaksanaan Transaksi Melalui Sistem BI-RTGS
dalam rangka Perlindungan kepada Nasabah Peserta Sistem BI-RTGS;

dan

“ hid.
4% ﬂ;%ﬁ
4 Thid.
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d. Penetapan Biaya Penggunaan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross
Setitement dan Sistem Khring Nasional Bank [ndonesia Dalam Rangka

Penerapan Treasury Single Account.

2.4 Mekanisme Penyelesaian Akhir Transaksi

Mekanisme penvelesaian akhir transaksi antar bank, batk untuk kepentingan
bank sendiri mauapun untuk kepentingan nasabshnya dilsksanakan dengan
menggunakan kliring sebagai media. Berbeda dengan sistes BI-RTGS yang
menggunakan metode gross setifemend dimana setisp transaksi diperhitungkan
secara individual, maka kliring menggunakan metode net sefflermernt dalam rangka
penyelesaian akhir. Net seftlement adalah proses penyelesatan akhir transaksi-
transaksi pembayaran yang dilakukan pada akhir suatu periode dengan melaknkan
off setring antara kewajtban-kewajiban permbayaran dengan bak-hak peoerimaan
schingga hanya ada satu ne’ hak dan kewajiban yang akan diselesaikan untuk
masing-masing rekening peserta,

Dengan demikian dalam metode nef settfemerr vang dipakei dalam sistem
kliring terdapat resiko pada akhir hari bahwa suatu bank zken mengalami
kekalaban kliring dalam jumlah besar karena selama ini seluruh transaksi antar
bank baik yang bersifat retod! transaction maupun large value tramsaction
dilaksenakan melalui kliring. Apabila jumliah kekalahan kliring ini melalui saldo
rekeningnya di Bank Indonesia, maka saldo bank tersebut di Bank Indonesia akan
meniadi negatif (overdraf?) keesokan harinya. Sementara penyelesaian akhir atas
transaksi melahu sistem BI-RTGS dilakukan apabila rekening givo peseria di
Bank Indonesia memiliki saldo yang cukup,™ transaksi akhimya bersifat final,
aitinya apabila peserta pengirim dicabut izin uszhanya dan di Hkuidasi atau
nasabah dipailitkan, transaksi yaug telah dilakukan sebelum dikeluarkannya
keputusan pencabutan izin usaha, likuidasi/pailit, tidak menjadikan wansaksi
tersebut batal.

* Rekening giro tersebut adalah rekening pihak eksternal tertentu ¢ Bank Indonesia yang
merupakan sarans bagi penstausahsan transaksi darl simpanan yang penarikanova dapat dilakukan
setiap saar.
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Dalam mekanisme penyelesaian akhir transakst dalam program BI-RTGS ini,
masih dapat ditemukasnnya kendala-kendala yang mungkin akan dihadapi, yaitu

resiko-resiko sistemn pembayaran secara gmum,

2.5 Resiko-Resiko Dalam Sistem Pembayaran

Berdasarkan hal tersebut maka terdapat dua jenis resiko dalam sistem
pembayaran yakni resiko kredit dan resiko likeiditas,

Resiko kredit adalah resiko dimama counferporiy tidak dapat memenuln
kewaijibannya untuk membayar secara penuh baik pada saat jatuh tempo maupun
pada saat sesudahnya. Termasuk dalam kateponi resike ini adalah unrealized
gains atas kontrak-kontrak yang pagal dilaksanakan (replacement cost risk) dan
lebih parah lagi adalah resiko tidak terbayamya suatu tramsaksi secara
kessluruhan (principal risk).*

Sedangkan restko likuiditas adalahl resiko dimana counterpariy tidak mampu
membayar secara keseluruhan pada saat jatuh tempo melainkan membayar
sesudah jatuli tempo. Hal ini tentu akan dapat menirobulkan kesulitan likuiditas
bagi bank penerima yang pada giliranys nanti mungkin akan meningkatkan cost
of furd dari bank karsna harus mencan dari morney market dengan cepat.*®

Selain resiko-resiko tersebul, Bank Indonesia scbagai pengawas sistem
pembayaran di Indonesia juga sangat peduli terhadap resiko sistemik yang
mungkin dapat timbul pada sistem pembayaran di Indonesia, Resiko sistemnik
adalah resiko kegagalan salaby satu bank dalam memenulu kewajibannya vang
jatuh tempo sehinges menyebabkan bank lain juga mengalami kesulitan likuiditas
vang pada gilirannya menjadi tidak mampn memennhi kewajiban-kewajibannya.
Kegagalan terscbut, dalam kondisi yang sangaf ekstrem, mungkin akan dapat
memicu kesulitan finansial vang lebih luas vang dapat mengancam siabilitas

4 Z. Dunil, Kamus Tstitah Perbankan In ia., Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, cet 1,
2004, hal. 125
% Thid., hal 126,
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sisteém pembayaran atau bahkan stabiltas suatu  perekomomian  secara
keseluruhan.*’

Berkaitan dengan resiko-resiko sistemn pembayaran tersebut, peluncuran
sistem BI-RTGS dibarapkan akan dapat memperkecil kemungkinan terjadinya
resiko-resiko dimaksud. Dengan kemampuannya untuk melaksanakan transfer
rea! time dan terus menewus selama window time, BI-RTGS akan mampu
mengurangi bahkan memperkecil resiko-resiko dalam proses penyelesaian akhir
transaksi karena transaksi baru akan dijalankan apabile saldo rekening bank di
Bank Indonesia mencukupi. Dengan sistem BI-RTGS, apabila saldo bank
mencukupi maka bank dapat segera melakukan penyelesaian akhir ransaksi saat
ity juga kepada bank lain vang selanjutnya akan mengkredit rekening nasabah
schingga dananya dapat segera langsung dipupakan oleh nasabah yang
bersangkutan,

Selam itu, dengan peluncuran sistem BI-RTGS diharapkan akan mampu
memenuhi  kebutuban borbagai pihak  terhadap  torsedianya  mekanisme
pembayaran yang sangat cepat yang dibutuhkan oleh transaksi vang mensyaratkan
delivery versus payment (DVP) seperti transaksi jual beli saham dan securities
paper lainnya. Dalam transaksi i, transfer dana melalul BI-RTGS (the payment
feg) akan dapat dikocordinasikan dengan fingl transfer of asseis {delivery leg)
schingga terjadi keserasian antara penyerahan assefs dengan pembayaran. Hal ind
sangat penting untuk menurunkan resiko dalam pasar-pasar sekuritas tersebut,

Dengan peluncuran sistern BI-RTGS ini, diharapkan resike sisternik akan
dapat dikurangi melalui tiga cara, yaitu sebagai berikot:

a. Penurunan secara signifikan imraday inferbank exposure akan dapat
mengurangi kemungkinan ketidalkanampuan seatu bank dalam menotup
kerugian afau memutup kekumangan likuiditas karena bank lain tidak
mampu memenuhi kewajibantya;

b, Sistem BI-RTGS akan dapat mencegah kemungkinan terjadinya resiko

sistemik dalam net seitlement;

T ihid hal 127
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¢. Karena bank dapat melakukan penyelesaian akhir iransaksi setiap saat
selama window time, maka waktu penyelesaian akhir transaksi tidak lagi
hanya terfokus pada suatu waktu tertentu saja. Hal ini akan memberikan
walktu yang cukup bagi bank untuk menyelesaikan kesulitan Hkuiditasnya
dengan cara meminjam dari bank lain atau menunggu incoming transfer
dari bank lain.

2.6 Karakteristik Sistem BI-RTGS

Sistem BI-RT(S adalah merupakan sistem yang ke delapan vang digunakan
oleh dilingkungan EMEAP counmiries (Executive Meeting of East Asia-Pacific
Centraf Bankers) setelah tujuh negara lain yakn Thailand, Hongkong, Singapore,
Malaysia, Korea Selatan, Australia dan Selandia Baru telah terlebih dahalu
memberakukan sistem RTGS.

Implementas: sisten BI-RTGS dilakukan secara bertahap. Untuk tahap
pertama, Bank Indonesia mewajibkan bank-bank yang beroperasi di Jakaria untuk
menjadi peserta sistem BI-RTGS. Sedangkan untuk tahap berikuinya, sistem Bi-
RTGS akan diimplementasikan di wilayah Kantor Bank Indonesia.

Sampal saat ini, sistem BI-RTGS telah dilmplementasikan di Jakarta pada
tanggal 17 November 2000, Bandung pada tanggal | Juni 2001, Surabaya pada
tanggal 6 Juli 2001, Yogyakarta dan Manado pada tanggal 3 Agustus 2001,
Balkpapan dan Samarinda pada tanggal 24 Agustus 2001, Semarang pada
tangpal 28 BSeptemiber 2001, Denpasar pada tanggal 2 Oktober 2001, dengan
keseluruhan jumlah peserta sebanvak kurang lebih 134 bank. Rerikut
karakteristik-karakteristik sistem BI-RTGS adalah sebagai berikut:

a. F-Shaped Siructire

Scbagaimana digunakan oleh sebagian besar sistemn RTGS di dunia, maka
sistem  BL-RTGS  jugs menggunakan V-Shaped Structure dalam
pengiriman message dari bank penginm kepada bank penerima melalw
Bank Indonesia sebagal penyelenggara BI-RTGS,
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PESERTA PESERTA
PENGIRIM PENERIMA
1. Full Payment 3. Full Peyment
5 M
assags RCC 855386
2. Settlernent
V-Shaped

Dalam struktur ini, seluruh informasi vang terkandung dalam suatu
transaksi akan dikirimkan oleh bank pengirim kepada RTGS-Central
Computer {RCC) dan sken diteruskan kepada bank penerima apabila
pemindahan dana sudah disslesatkan oleh Bank Indonesia,

. Paserma BI-RTGS

Jumlah keselurvhan peserta langsung dalam sistemn BI-RTGS saat ind
adalah berjumlah 124 bank yang terdiri dan 119 bank wmum
konvensional, termasuk Bank Pembangunan Daerzh dan 5 bank umum
syarigh. Sedangkan jumlab peserta tidak langsung terdin dan 2 bank
Jumlah peserta sistemn BI-RTGS tersebut akan terus berkembang.
Berdasarkan jenis kepersertaan dalam sistem BI-RTGS, maka hal ini dapat
dibedakan menjadi 2, yaitu peserta langsung dan peserta tidak langsung,
Peserta langsung adalah peseria yang dapat langsung melakukan transaksi
dengan sistem BI-RTGS secara langsung, dengan menggunakan RTGS
terminal milik peserta. Sedangkan peseria tidak langsung adalah peserta
yang dapat melakukan transaksi sistem BI-RTGS secara tidak langsung,
yang pelaksanaannya dilakukan oleh petugas Bank Indonesia, dengan
menggunakan RTGS terminal milik Bank Indonesia.
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¢. Mockanisme Transfer Dana BI-RTGS

Transaks! dalam sistem BI-RTGS dapat digunakan untuk transfer kredit
dan transfer debet. Bank Indonesia dapat melakukan kedua transfer
terssbut, tetapt peserta sclain Bank Indonesia hanya dapat menggurakan
sistem transfer kredit saja. Dimana transfer kredir berupa, transaksi single
credit adalah transaksi kredit vang hanya berisi 1 instruksi transfer dan
transfer mudtiple credit adalah transfer kredit vang berisi lebih dan 1 dan
maksimal 10 instruksi transfer untuk diteruskan kebeberapa rekening
nasabah penerima pada 1 peseria penerima. Berdasarkan asal instruksi
secara umum dapat digambarkan bahwa mekanisme transfer dana antar
bank peserta BIRTGR adalah sebagai berikut:

1.} Bank pengirim meng-input kredit fransfer ke dalam tenminal RTGS
{RT) untuk selanjutnya ditransmisikan ke RCC di Bank Indonesia;

2.) Selanjutnya, RCC memproses credit transfer dengan mekanisme
gebagai berikut:

8.} Mengecek kecukupan saldo apakah ssidc rekening pgiro bank
pengirim lebih besar dan atau sama dengan nilai nominal credit
transfer;

b.} Jika saldo rekening bank penginm mencukupl akan dilakukan
posting secara simultan pada rekening giro bank pengirim dan
rekening giro bank penenma;

¢} Jika saldo rekening giro bank pengirim tidak mencukupi, credi
transfer tersebut akan ditempatkan dalam anfrian {queue) sistem
BI-RTGS.

3.) Informasi credit transfer vang ielah diselesaikan (setrled) akan
ditransmisikan secara otomatis oleh RCC ke RT tank penginm dan
RT bank penerima. Informasi yang ditransmisi tersebut adalah alat
bukti elektronik bahwa rekening giro peserta penerima Ji Bank
Indonesia telah dikredit, berupa hasil olahan komputer (compurer print

out}.
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2.7 Window Time

Window Time adalah wakitu transaksi transfer antar bank baik wntuk
kepentingan sendiri maupun unituk kepentingan nagabah saat ini dibatasi mulai
pukul 06:30-16:30 WIB. Waktu transaksi transfer tersebut diharapkan akan dapat
memberikan keleluasaan kepada pelaku ekonomi di seluruh Indonesia yang terdiri
dari 3 zona waktu untuk bertransaksi dengan lebih lancar.

Meskipun demikian, apabila dalam kasus-kasus terentu diperlukan wakto
transaksi transfer vang lebil lama, Bank Indonesia dapat melakukan perpanjangan
untuk mengakomodasi kebutuhan perpanjangzn tersebut ™

2.8 Ne Monrey No Game

Sistem BI-RTGS hanya memperbolehkan bank peserta BI-RTGS untuk
mengkredit rekening peserta BI.RTGS leinnya. Dengan demikian, bank peserta
BI-RTGS adak diperkepankan untuk mendebit rekening peserta BI-RTGS. Hal
ini akan menciptakan paradigma baru dalam sistern pembayaran di Indonesia
dimana bank-bank harus secara bijaksana mengelola likuiditasnya schingga
seluruh wranssksinya dapat terselesaikan dengan baik karens suatu transaksi akan
masuk dalam antrian apabilz saldo baok tidak cukup Transaksi yang masuk
dalam antrian bary akan dapat tergelesaikan apatala bank mendapatkan transfer
pemasukan dar bank lain*

2.9 Capping

Guna memperkecil berbagai resiko sisiem pembayaran sebagai akibat
penggunaan wet seitlemerst dalam proses kiinng, maka Bank Indonesia
menctapkan bats maksimum nominal transaksi vang diperbolehkan melalui
kliring. Pada tzhap awal, capping dearance ditctapkan scbesar Rp. 1 milyac
namun secara bertahap akan diturunkan sehingga transaksi vang melewati kliring

iskarta: Bagian Penyelesalan Transakst, 2008,
? Ibid.
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akan berkurang dan pada gilirannya resiko akibat penggunaan nef setfement

dapat diturunkan.™

210 Queque Management And Gridiock Resolution

Gridlock adalah suatn keadaan di mana tefjadi kemascetan pada proses
transaksi transfer dana yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya kendala-
kendala tertentu yang disebabkan oleh kelalaian dan para bank peserta secars
sengaja maupun tidak sengaja.

Bank yang memiliki dana yang cukup dalam rekening di Bank Indonesia
sangat dianjurkan uentuk  melakukan pembayaran-pembayarannya sesepera
mungkin. Baok-bank dianjurkan untuk melakukan pembayaran atas transaksi
Interbank Treasury selambat-lambatnya pukal 10:30 waktu setempat.

Bank diwajibkan mengelola antrian pembayarannya dan  apabila
memungkinkan mendahulukan pembayaran yang nifai peminalnya iebih kecil dari
pembayaran lainnys, Guna menjamin kelancaran sistem, maka bank-bank
dianjurkan wtuk memberikan fasilitas inrraday overdraft bagi nasabah vostre.
Apabila saldo rekening giro bank yang akan didebet lebth keetl dari nilai transaksi
pembayaran yang dikirimkan oleh bapk, maka iransaksi pembayaran tersebut
akan menempati antrisn dalam BI-RTGS.

Antrian dalam sistem BI-RTGS berbasis pada priority level dan First In First
Owut (FIFO). Modul antrran dalam sistem BL-RTGS dilengkapi dengan fasilitas
By-pass FIFO yang bekeria secara ofomatis jika anirian mencapai jumlah tertentu,
dengan maksud untuk mengurangi jumlah antrian, Tingkat prioritas dalam modul
antrian pada sistern BI-RTGS adalah sebagai berikut:

a. Prioritas periama : Pembebanan hasil kiiring

b. Prioritaskedua  : Transaksi bank dengan Bank Indonesia/pemerintah

¢. Prioritas ketiga  : Credit transfer yang berasal dan bank peserta

BI.RTGS

30 Lb,ig‘
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Apabila BI-RTGS mendeteksi terjadinya gridiock maka fasilitas gridiock
resciution akan dijalankan secara otomatis maupun manual berdasarkan kriteria
kecukupan saldo atau menggunakan metode First Avaifable First Out (F AFO)

2.11 Fagilitas Likuiditas Intrahari (FLI) Dan ¥asilitas Pendanaan Jangka

Pendek (FPJIP)

Seperti yang telab disampaikan sebelumnya transaksi-transaksi yang
dilaksanakan pada sistem BLRTGS adalah bersifat Gross Settlement schingga
akan diselesaikan imdividunily seria bersifat berkesinambungan sepanjang waktu
transaksi. Hal im berbeda dengan mekanisme kliring yang menggunskan »nef
settlement. Dalam net settlement system bank tidak memerlukan likuiditas yang
cukup tingpi secara terus menerus sepamjang hari, sedangkan dengan sistem
RTGS back wajib memiliki likuiditas yang cukup tinggl sepanjang hari, Kondisi
ini memperbagus kebutuhan FLI dengan tujuan untuk membantu kelancaran
pembayaran antar bank sepanjang hari >

Dalam sistern Gross Setifernent dapat terjadi pada sustu waktu fertenty,
migalnya pada pagi hari, saldo bank lebik kecil daripada nominal transakst yvang
akan diselesaikan yang menyebabkan transaksi tersebut masuk dalam antrian, Hal
ini bukan berarti bahwa bank tersebut mengalami kesulitan likuiditas yang kronis,
karena pada dasarmya bank tersebut berharap akan menerima pemindahan dana
masuk dari bank lain beberapa saat kemudian, sedangkan yanmg terjadi itu
hanyalah infraday gap antara oulgeing transaction dengan incoming fransaction
pada suatu saat tertentu saja.

Untuk mengatasi imterday gap int kebanyakan sistem RTGS diseluruh dunia
memerlukan adanya fasilitas pendukung berups FLI yang berguna untuk
memperiancar reaf time ransaction. Beberapa ketentuan dalam fasibtas FLI BI-
RTOS antara lain™
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a. Untuk mendapatkan fasilitas FLI, bank-bank peserta BI-RTGS harus
mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia;

b. Bank harus menjamin Sertipikat Bank Indonesia (SBI) dan 7 atau obligas:
pemerintah yang nilainya sekurang-kurangnya sebesar nilai FLI sebagai
coflateral {agunan) sehingga fasilitas FLI bersifat filly secured,

¢. Jumlah limit maksimum FLI vang dapat diajukan adaish 2 {dua) kah
perkiraan nilai transaksi terbesar vang menjadi kewafiban bank tersebut
padds. hari penggunaan FLI

d. Penggunaan FLI dilakukan secara otomatis pada saat saldo rekening giro
tidak mencukupt untuk melakokan owigoing transaction sepanjang
kekurangan tersebut tidak melebihi miai FLI {provided when needed),

e. Pada saat bank menenma incoming fransfer rziaka secara otomatis
incoming (ronsfer tersebut akan digunakan untuk mengurangt zalde FLI
yang telah digunakan;

£ FLI hanya dapat dipergunakan dar pukul 08:30 sampai dengan pukul
18:00 WIB scdangkan untuk pelunasan FLI dilakukan paling lambat pukul
1900 WIiB. Apabila bank tidak mampu mengembalikan tepat pada
wektunya maka fasilitas FLI tersebut akan berubah menjadi Fagilitas
Pendanaan Jangka Peadek (FPIP) overnight;

g Pada saat T+1 sampai dengan pukul 17:00 WIB, Bank Indonesia akan
menagih seluruh kewaliban bank tersebut dengan menggunakan transalsi
“Super Friority” vyang aken didahulukan penyelesaian  akhirnva
dibandingkan transaksi-transeksi laipnya;

h. Dalam hal saldo giro tidak mencukupi untuk pelunasan FPIP sampal
dengan pukul 17:00 WIB dan bank yang bersangkutan Hdak mengajukan
FPJP baru sampai dengan pukul 18:00 WIB, maka pelunasan dilakukan
dengen mengeksekusi agunan,

Dalam kegiatan usaha, Bank sangat lazim mengalami kesulitan pendanaan
jangka pendek yang disebabkan ketidaksesuaian pendanaan antara arus masuk

dan arus keluar (mismateh). Dengan berlakunya penyelesaian transaksi melalui
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sistem Bank Indonesia - Real Time Grass Seitlement (BI-RTGS) dimana transaksi
pembayaran diselesaikan satu demi satu secara seketika (read time), Bank sanpat
muogkin mengelami kesulitan pendansan dalam wakte yang sangat pendek.
Kesulitan pendanaan dimaksud sebagai akibat terjadi ketidaksesuaian antara
waktu dan atau nilai transaksi yang dikirim (outgoing #ansaction) dengan
transaksi yang diterima {incoming {ransaction). Apabila kesulitan yang dialami
oleh Bank atan beberapa Bank tersebut tidak segera diatast, dikhawatirkan dapat
menyebabkan kemacetan pembayaran (pridiocky yang dapat mengganggu
kelancaran sistem  pembayaran yang pads akhimye dapat memmbulkan
ketidakstabilan sistem keuangan secara keseluruhan, Untuk mengatasi timbulnya
kemacetan pembayaran diatas maka Bank Indonesin menyediakan fasilitas
pendanaan untuk jangka waktu yang sangat pendek selama waktu operasional
Sistem BI.RTGS dalam br—:fzza};; Fasilitas Likuuditas Intrahan (FLI) Bagi Bank
Umum yang wajib dilunasi olch Bank pada akhir hari yang sama,

Selain penyediasn FLI untuk mengatasi gridlock dalam Sistem BI-RTGS,
penyediaan FLI juga diperlukan untuk mengatasi timbuinya  kewajiban
penyelesaian akhir kliong debet yang ditangeung oleh Bank Indonesia sebagai
penyelenggara sistern kiining. Berkenaan dengan hal tersebut maka Bank
Indonesia memandang perlu untuk menerapkan suatu kebijakan yang mewajibkan
peseria dalam Kliring Debet untuk menyediakan pendéiiaan awal fprefund) dalam
bentuk dana feash) dan atau surat berharga feollateral} pada setiap awal hari
sebelum kliring debet dimulai. Berkenaan dengan penyediaan setoran awal dalam
bentuk surat berharga tersebut maks mekanisme penyediaan, penggunaan dan
pelunasannyz akan diberikan dalam benfuk Fasilitas Likuiditas Intrahari khusus
kliring sebagaimena Fasilitas Likuiditas Infrahari vang sebelumnya telah
disediakan oleh Bank Indonesia untuk transaksi Sistem BI-RTGS, Pengajuan FLI
dan pepatausahaan swrat berharga dalam rangka pengajuan FLI telah
menggunakan sarana Bank Indopesia - Seripless Securities Setifement System
(BI-558S) yang ferhubung Iangsung dengan BSistem BI-RTGS. Dengan
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menggunakan sarana BI-8SSS diharapkan dapat mempercepat proses pengajuan
FL1 dan meminimaikan resiko seftlement.

Selain s Bank Indonesia juga memberikan fasilitas pembiayaan untok
menjamin kelangsungan usaha bank berupa Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek
(FPJP}. Untitk mengetabui perbedaan kedua jenis fasilitas pembiayaan ini dapat
dilihat pada lampiran.™

2.12 Information Technology Security And Disaster Recovery Plan (DBRP)

Bank Indonesia sebagal host sistem BI-RTGS telah menyiapkan Disaster
Recover Flan (DRP) dan Ddsaster Recovery Centre {DRC) untuk meyakinkan
bahwa sistern pembayaran di indonesia didukung oleh sistem yang handal. Setiap
peserta sistern BI-RTGS dipersyaratkan untuk memiliki back-wp sistern yang
memadai i lokasi vang berbeda dengan lokasi utama vang dapat diaktifkan
dalam wakte yang secepatniya sejak kegagalan sistern utama, sehingga tidak skan
membahayakan  kelancaran pewbavaran di  indosti perbankan  secara
keseluruhan >

Sistemn BI-RTGS adalah merupakan sistem yang sangat sarat dengan
teknologl informas). Penggunaan perangkat keras, perangkat lunak serta sarana
telekomunikast vang canggih memerlukan suatu usaha lebih untuk memastikan
vahwa schurult sistern BI-RTGS sangat aman. Berbagai lapisan keamapan telah
diaplikasikan dalam sistem ini sehingga diharapkan sistem BI-RTGS dapat
beroperasi dengan aman, Untuk meyakinkan hal tersebut, Bank Indoncsia telah
meminta Independent IT Auditor untuk menpaudit sehuruh aphkasi maupun
network yang digunakan dalam sistomn BI-RTGS, independent IT Auditor tersebut
juga telah pula melakukan perefrasion test untuk mengkaji kemungkinan adanya
loop hole yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh para Aecker untuk menembus
pertahanan sisten BI-RTGS.> Meskipun pada saat ini opini IT Audit terhadap

selurub sistern BI-RTGS telah menunjukan hasil yang sangat memuaskan, secara

3* hatp-#fakuasth, wordpress.conv2007 12/09perbedaan-fli-dengan-faip!
* {man Sjahputra Tunggal, € al, Op-Cit._ hal. 93 dan 108,
% 1bid., hal. 102-104.
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periodik di masa yang menandatang IT audit akan tetap dilaksanakan agar sistem -
BLRTGS telap aman.

Selain itu, semakin masif dan infensnya kehadiran teknologi informasi yang
berimplikasi pada ketergantungan pada teknologi tersebut mewajibkan setiap
institusi pengguna teknolog! informasi untuk memiliki kebijakan prosedur serta
sarang pengganti (back-up) yang handal. Terhadep bank juga dianjurkan agar
memiliki sistern cadangan yang memadai di lokasi yang berbeda dengan lokasi
utama vang dapat disktifkan dalam wakiu singkat apabila sistem utama gagal
sehingga tidak membahayakan kelancaran pembayaran di industri perbackan
secara keseluruhan.

Secara periodik, seluruh peserta BI-RTGS juga diwajibkan untuk menguyi
coba sekurang-kurangnya doa kali dalam setiap tahun cadangan tersebut dan DRP

untuk memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan dengan baik,

2,13 Tmplementasi Sistem BI-RTGS di Kantor Bank Indonesia
Setelah implementasi sistem BI-RTGS tahap 1 telah berjalan dengan baik pada

tahun 2001, secara berighap sistem BI-RTGS juga dipasang pads kantor Bank

Indonesia. Pengintegrasian sistems BI-RTGS di kantor pusat Bank Indonesia dan

kantor Bank Indonesia ini akan menghapus rekening giro bank vang ada di kantor

Bank Indonesia sehingga hanya ada 1 rekening giro bank 'di kantgr pusat Bank

Indonesia (Centralized Setttement Accorunt [ CSA).

Manfazt pamberlakuan CSA bagi bank peserta sistem BI-RTGS antara lain
sebagai berikut

a. Memudahkan bank dalam melakukan kentro! {erhadap posisi hkuiditasnys;

b. Money in Transit yang mungkin terjadi pada saat bank-bank melakukan
fransfer ke cabang-cabang akan dapat dihilangkan schingga cost of fund bank
akan dapat diturunkan;

c. Membantu bank dalam mengelola dananya sccara efcktif dan efisien.

Universitas Indonesia

Indonesian Bankers..., Annisa Shafira, FH Ul, 2009



60

Sedangksn bagi Bank Indonesia, pemberiakuan CSA akan memberi manfaat
dalam hal:

a. Memudahkan bagi Bank Indonesia untuk memantau ketaatan bank dalam
memenuhi kebutuhan Giro Wajib Minimum (GWH);

b. Bank Indonesia juga akan lebih mudah dalam memantau likuiditas bank
karena posisi rekening gire bank sudeh bersifat nasionalis dan dapat dimonitor
secara real time,

¢. Memberikan informasi yang kebih akwat untuk early warning svstem
terhadap bank-bank yang mengsaiami kesubitan likuiditas,

2.14 Teori Beal Time Gross Settlement (RTGS)

Perkembangan sistem RTGS di Indonesia didorong kebutuhan untuk
mengelola resiko sistemik transfer dana dalam nilat yang besar. BI-RTGS
membenkan kecepatan, ketetapan, dan kepastian dalam  peaginman dan
penerimaan dana yang merupakan suatu persyaratan yang penting untuk
membantu recovery industri kevangan di Indonesia. Bagi Bank Indonesia, BI-
RTGS sangat penting nntuk mengurangi resiko sistem pembayaran. Sebagai nilai
tambah, sistem RTGS dapat juga sebagai sumber informasi yang akurat untuk
kegiatan pengawasan bank dan implementasi kebijakan moneter. Sistem
komputer BERTGS dioperasikan dan dikendalikan oleh Bank Indonesia.

Pada mulanya hanya bank komersial vang menjadi peserta BLRTGS dan
semua bank yang bercperasi di Jakarta felah menjads anggota BERTGS sejak
pertama kab diterapkan pada Movember 2000, pada saat i1 BI-RTGS telah
dioperasikan di beberapa wilayah di luar Jakartza dan tersambung dalam satu

jaringan terpacu,
2153 Pengaturan Sistem Pembayaran Dalam Program BI-RTGS
Sebagaimana telah dijelaskan babwa tansaksi tanpa kertas atau poaperfess

tidak lagi menjadi sesuatu yang istimewa. Dengan majunya teknologl informasi,
berbagat transaksi kini tidak hares dilakukan secara face 10 face. Melainkan bisa
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dilakokan secara digital melalui gistem terkoneksi yang disesuaikan dengan
kebutuhan.>’ Selain proses lebih cepat dan mudah, transaksi tanpa kertas ternyata
juga lebih hemat, h

[tulah sebabnya dunia perbankan segera menyerap implementasi ini. Salah
satunya adalah Bank Indonesia melalul penerapan sistem BI-RTGS. Sistem ini
diterapkan sebagai pengganti sistemn kliring yang dulunya dilakukan secara
manual. RTGS ini dibuat sedemikian rupa sehingga semua kegiatan kliring dapat
dilakukan melahn komputer, Diharapkan dengan sistem kiiring tanpa kertas ini
pembayaran dapat dilakukan lebih cepat, efisien, dan kapan saja.*® Karena RTGS
ini merupakan sebuzh sistem seifferient berbasis gress dengan koneksi elekironis
on-line antara Bank Indonesia dengan bank-bank, baik bank swasta maupun bank
pemerintah.

Pada dasamya, RTGS adalah proseé penyelesaian akhir transaksi (seftlement)
yang dilakukan per transaksi (indidually processed/gross seftlement) dan bersifat
read time. Tujuan dibuatnya sistem il adalah untuk menyajikan sarana transfer
antar bank vang lebih cepat, efisien dan aman kepada bank den jugs para
nasabahnya >’

RTGS jugs memungkinkan Bank Indonesia memonitor short term interest
rate dan bank peseria RTGS ind secara otomatis dapat mengeliminagsi resiko
kredit, resiko ikuidias, resiko sistemik. Sistem RTGS ini termasuk sistem vang
paling canggih di dunia. Indonesia adalah negara ke delapan yang menggunakan
RTGS, setelah Thailand, Hongkong, Singapura, Australia, Malaysia, New
Zealand dan Korea,

RTGS yang mulai diimplementasilan tanggal 17 MNovember 2000, digunakan
untuk melakukan transfer dana antar bank. Dimana schelumnya kegiatan transfer
antar bank menggunakan Net Seftiement System bukan Real Time Gross

Setrlement,

' Rudi Agus Riswandi, Op-Cit., ha! 155.
;’: Aribowo, Amdis Senfor Bire Pembayaran Nasional Bank Indonesia kepada sBizzAsia,
Ibid.
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Peraturan Bank Indonesia No, 10/6/PBI/2008 Tentang Sistem Bank Indonesia
Real Time (Gross Settlement. Peraturan Bank Indonesia mi mencabut ketentuan
sebelumnya, yajtu Peraturan Bank Indoresia No. 6/8/PBI/2004 tentang Sistem
Bank Indonesia Real Time Gross Settlemeni sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bank Indonesia No. §/13/PB172004, menuat ketentuan mengenat:

a. Tata cara menjadi peserta dan perubahan status kepesertaan

Hubungan hukum antara penyclengpara dan pesérta dituangkan dalam

Perjanjian Penggunaan Sistem BI-RTGS antara Bank Indonesia dan Peserta.

Peserta BI-RTGS adalah Bank Indonesia, bank dan pihak lain selain bank

vang sudah memenuhi syarat kepersertaan yang ditgtapkan oleh Bank

Indonesia dan dalam perubahan status peserta wajib membuat laporan tetap

fidak harus disertai dengan perubahan dokumen kepesertaan dalam sistem Bl-

RTGS;

b. Pedoman penyusunan kebtjakan dan prosedur tertulis, laporam hasil
pemeriksaan internal dan hasil security audit

Laporan pemeriksagn internal dan hasil secmrify oudit. Penyampaian

kebijakan dan prosedur tertulis/ Bye-Laws difujukan kepada Bagian Pengawas

Sistems Pembayaran Direkivrat Akunting dan Sistern Pembayaran Bank

Indonesia, dengan menggunakan surat pengantar khusus vang ditandatangani

oleh Direktur Kepatuhan Peserta. Penyampaian ini paling lambat 6 bulan

sejak kepesertaan dalam sistem BI-RTGS, sclain ito setiap ada perubahan
disampaikan paling lambat [ bulan terhitung seigk tegadinya perubahan.

Dalam  melabukan pemeriksaan  indernal  vang  menjamin keamanan

operagional sistem BLIRTGS sckurang-kurangnya 1 kali dalam setahun dan

menyampaikan laporan hasil pemeriksaan internal tersebut kepada Bank

Indonesia paling lambat 2 bulan setelah dilakukannya pemeriksaan internal

dan dalam melakukan security audit sekurang-kurangnya 1 kali dalam jangka

wakiu setabun sejak tapggal kepesertaan dan setiap kali ada perubahan dalam
sistem lekrologi informast internal peserta yang terkait dengan sistem BI-
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RTGS, serta menyempaikan hasil security audit tersebut paling lambat 2
bulan setelah dilakukannya security audit.

¢. 'Tata cara perpanjangan jam operasional.
Penyelenggara dan peserta dapat memperpanjang wakitu berdasarkan pada
perfimbangan tertentu, yaitu dalam hal ferjadi keadsn darurat, adanya
gangguan atau kerusakan pada RT server peserta sehingga wakiu yang
tersedia menjadi terbatas, adanya alasan lain yang dapat disetujui oleh pihak
penyelenggara dan perpanjangan tersebut dikenai biaya,

4. Biaya penggunaan sistem BLRTGS
Untuk setiap transaksi, bank peserta RTGS dikenakan biya transaksi vang
bervariast. Pada dasarmya Bank Indonesia mamatok biaya transsksi tertentu
bagi bank peserta RTGS, Afuran tentang taruf baru tersebut dituangkan dalam
Surat Edaran Bl No. [10/11/DASP tanggal 5 Marst 2008 tentang
Penyelenggaraan Sistem Bank Indonesia Real Time Grosy Settlement (Bl-
RTGS). Dengan aturan bamm mi maka biaya penggunaan Sistem BI-RTGS
vang ditctapkan oich Bank Indonesiz adalah sebagai berikut:
1.} Biaya single credit transaction:

a.) Untuk transakst yang dikirine pada pukul 06,36 WIB sampai dengan
pukul 1300 WIB, besamys biaya transaksi adalabh Rp 7.000 (tujuh
ribu rupiah} per transaksi.

b.} Untuk transaksi yang dikirim setelah pukul 15.00 Wi sampai dengan
cut off time, besarnya biaya transaksi adaiah Rp 15.000 (lima belas
ribu rupiah} per transaksi.

2.} Biaye muitiple credit trangaction:

a.) Untuk transaksi yang dikirim pada pukul 06.30 WiB sampai dengan
pukul 15.00 WIB, besamnya biaya transaksi adalah Rp. 35.000 (tiga
pulub lima ribu rupiah) per transaksi.

b.) Untuk transaksi vang dikirim setelah pukul 15.00 WIB sampai dengan
cut off time, besarnya biaya transaksi adalah Rp 50.000 (lima pulub
ribu rupiah) per transaksi.
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Sementara untuk blaya pengiriman administrative messuge sebesar Rp 2,500
(dua ribu lima ratus rupiah) per adriinistrative message. Biaya perpanjangan
jam operasional sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setengah
jam pertama dan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk seiengah jam
kedua dengan maksimal perpanjangan selama 1 (satu) jam. Biaya penggunaan
fasilitas guesr bank sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) per jam yang
dihitung berdasarkan durasi penggunaan fasilitas guest bonk yang mengacu
pada waktu system Start-yp sampal dengan sysfem shut-down.

. Tata cara perhitungan bunga dan kompensasi, termasuk besar tingkat
kompensasi.

Perhitungan kompensasi dibedakan, misalnya dalam penyesuatan tanggal
valuta, pengembalian pombayaran salah kirim, keterlambatan pembayaran
atau pembayaran kembali dan perubahan pihak penerima (beneficiary).
Adapun tingkat bunga yang digunaken dalam perhitungan kompensas: adalah
120% dari rata-rata tingkat JJBOR overnight. Mengenai bal int pengaturannya
termuat dalam Bye Laws. Klaim kompensasi hanya berlaku apabila digjukan
oleh pihak yang berkepentingan dalam wakiu 60 hari kalender sejak tanggal
valota dar suatn transaksi. Pengenaan kewajiban bayar kempensasi
scbagammana dimaksud, dilakukan berdasarkan laporsn peserla penerima
kepada penyelengpara,

Tata cara penyelesaian fransaksi sistem BI-RTGS dalam transaksi normal dan
keadaan darorat.

Kelebiban utama RTGS dibanding sistern vang lama menghilangkan
setelerment risk. Selain itu, proses penyelesaian transfer dana anfar rekening
menjadi lebih cepat, dan waktu yang disediakan untuk melayani perpindahan
dana rekening menjadi lebih panjang dan sifatnya {inal. Peserta langsung yang
mengalami  gangguan RT server serta peserla tidak langsung, wajib
menggunakan bilvet giro Bank Indonesia atau, kbusus untuk penarikan tunai

menggunakan cek Bank Indonesia;
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g. Tata cara pengawasan langsung dan tidak langsung.
Pengawasan oleh Bank Indonesia dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu
pengawasan langsung berupa pemeriksaan peserta baik secara berkala
maupun sctiap wakin bila diperlukan, Sedangkan pengawasan bidak langsung
berupa pengawasan melalul penelitian, analisis dan evaluasi atas laporan-
laporan yang disampaikan oleh peserta kepada Bank Indonesia danfatay
data/info lain yang diperoleh Bank Indonesia.

2.16 Penunjang dan Pengawas Sistem Pembayaran

Sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia,
salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistern
pembayaran, Dibidang sistom pembayaran Bank Indonesia merupakan satu-
satunya lembaga vang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang
rupiah serta mencabut, menarik dan memusoahken uang dari peredaran. Disisi
lain dalam rangka, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Bank
Indunesia berwenang melaksanakan, memberi persetujuan dan perizinan atas
penyelenggaraan jasa sistem pembayaran seperii sistem transfer dana baik bersifat
real time, sistem klirng maupun sistem pembayaran famya misainya sistem
pembayaran berbasis kartn, Sebaga lembaga pembina dan pengawas perbankan
di Indonesia, Bank Indoncsia mempunye! peran yeng sangat besar dalam
melindungs dan memiamin agar nasabah tidak mengalami kerugian akibat
tindakan bank yang salah. Pengawasan vang efektif dan baik merapakan langkah
preventif dalam meminimaliskan kasus-kasus kerugian nasabah karena gndakan

bank

Untuk mewujudkan suatu sistern pembayaran yang efisien, cepat, aman dan
handal, Bark indonesia secara terus menerus melakukan pengembangan sesual

dengan acuan yang ditetapkan vaitu Blue FPrimt Sistem Pembayaran Nasional.

* Zulkaragin Sitompul., “Tantangan Pengawasan Bank”, Jurral Hukum Bisnis, (vol. 24-Na, 1
Tahun 2645}, kel 6-16,
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Pengembangan tersebut dircalisasikan dalam bentuk kebijakan dan ketentuan
yang diarahkan pade pengurangan resiko pembayaran antar bank  dan
peningkatan cfisiensi pelayanan jasa sistem pembayaran.

Pada sistemn pembaysran non-tunai, saat ini penyediaan layanan jasa
pembayaran sebagaian besar dilakukan oleh perbankan baik melalui rekening
bank di Bank Indonesia, hubungan bilateral antar bank maupun melalui jaringan
internal bank yang dimilikinya. Layanan pembayaran dana antar nasabah tersebut
biasanya dilakukan melalui transfer elektronik, sistem khinng mavpun melals
sistem BI-RTGE. Dari sisi piranti pembayaran, secara historis sistem pembayaran
non tunai di Iedonesia didominasi oleh piranti pembayaran berbasis warkat,
namun perkembangannya pitanti elektronik mulai banyak berperan terutama sejak
dioperasikannya sistemn BI-RTOS pada bulan November untulk penyelesalan
transaksi bernilat besar atau wgent.

Sementara 1ty dalam kaitannya dengan pengawasan sisiemn pembayaran, Bank
Indonesia memiliki tanggung jawab agar masyarakat luas dapat memperoleh jasa
sisten pembayaran yang elisien, cepat, tepat dan aman. Fungsl pengawasan
sistem pembayaran ini selain berwenang unfuk memberikan izin operasional
terhadap pihak yang menyelenggarakan kegiatan di badang sistem pembayaran
juga berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penvelenggaraan sisiem
pembayaran baik yang dilakukan oleh Bank Indonesia maupun pihak lain di luar
Bank indenesia.

BI-RTGS merupakan suate wujud realisast upaya Bank Indonesia dalam
menunjang kelencaran sistem pembayaran, yakei suatu infrastruktur hamdal vang
memungkinkan {erciptanys mekanisme transfer dana anfar bank dalam jumlah
besar secara seketika {real fime) antar bank-bank dengan Bank Tndonesia.

Selain ity, implementasi sistem KTGS dapat mengakomodasikan kepentingan
Bank Indonesia untuk menurunkan resiko dalam sistem pembayaran khususnya

yang sclama ini terjadi pada sistem kliring dengan metode multilatecal netting.
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Kelancaran pelaksansan sistem BI-RTGS yang relatif’ baru ini, sangatlah
bergantung kepada perilaku antara peseta BI-RTGS yang dalam hal ini sebagian
besar adalah bank-bank unmum komersial.

217 Graduated Paynient Schedule
Guna membantu bank dalam memperlancar pengelolaan pembayaran, seluruh
bank wajib melaksanakan pembayarannya tiap hari dengan mengacu kepada
Graduated Payment Schedule. Gradunted Payment Schedule adalah suatu target
di mana bank-bank harus telah menyelesaikan persentase tertentu dar total
pembayarannya sclama saty hari, Penjabarannya adalah sebagai benkut:
2. Minimal 30% dar total nilal pembayaran keluar (ownigoing payments)
diselesaikan sampai dengan pukul 10:30;

b. Minimal 30% dari total miai pembayaran keluar {ouwtgoing paymenis)
diselesaikan antara pukul 10:30 sampai dengan pukul 14:30;

¢. Minimal 40% dari total nila: pembavaran keluar {onigoing payments)
diselesaikan antara pukul 14:30 sampai dengan pukul 16:30, kecuali untuk
transaksi pendanaan akhir han (end of day funding)

Adapun rumus vang digunakan untuk menghitung perkiraan total nilai
pembayaren keluar hacian per bank didasarkan pada rata-rata dan nilai total
pembayaran dua minggy terakhir. Rumus perhitungennya adalah sebagai
berikut:®!

Nilai perkiraan rata-rata harian pembayaran keluar adalab:

Total Pembayaran WKn-2 + Total Pembavaras WKn-1

T
WEKn-2: 2 Minggu sebelum minggu perhingan
WKn-1: 1 Minggu sebelum minggu perhitungan
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T : juimiah hari kerja vang dimaulai pada hari pertama dart WKn2
sampai dengan hari terakhir dart WKn-1

monitoring atas kepatuhan pelaksanaan Graduated Payments Schedule oleh
masing-masing bank akan dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Dalam hal terdapat
bank yang tidak patuh melaksanakan Graduated Payments Schedule dengan baik,
Bank Indonesis akan menginformasikannya kepada Komite Bye-Laws dan
peraturan vang terdiri dan wakil-wakil yang telah ditunjuk dan selurvh asosiasi
~ perbankan dan Bank Indonesia.

2.18 Interday Money Market Antar Bank

Walaupun Bank Indonesia menyediakan fasilitas farraday Liguidity, bank-
bank peserta sistem BIRTGS dianjurkan untuk melakokan transaksi pasar uang
antar bank /atraday di antara mereka guna mengatasi kondisi gridioek,

Pembayaran uniuk transaksi fersebut, dan pembayaran kembalinya,
dilakukan dalam hari vang sama, dan jam transaksi ditentukan anfara pukul 02:00
sampat dengan pukul 16:30, mengenai tingkat bunga dibitung secara hanan atas
dasar perhifungan 3680 hari dalam seiahun. Sedangkan mengenal suku bunga
transaksi pasar vang antar  bank fwraday diserabkan kepada bank vang
melakukan transaksi. Bank pemberi pinjaman harus sudah melaksanakan
pembayaran kepada bank Peminjam selambat-lambatoya dalam wakin 30 menit
setelah transaksi dilakukan,

Apabila dalam mencan dana untuk kekurangan bank menggunakan broker
pasar uang, maka bank tersebut diminta untok menyebutkan alasan vang jelas
kepada broker-nya mengenal fujuan pinjamannya. Hal int sangal penting untuk
menjamin bahwa dana pinjaman dapat ditenima oleh bank Pemirmgam sebelum
cut-off times.

Dalam hal broker pasar vang terlibat dalam proses pinjam-meminjam dana
intraday antar bank, maka prosedur konfirmasi dilakukan mengikuti ketentuan
yang felah diatur. Apabila bank pemben pinjaman gagal memenuvhi kewayiban
pembayararmya sesual dengan ketentuan yang telah diatur mengenal cwr-off times
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untuk penyelesaian akhir transaksi pasar vang intraday, meka terbadap bank
pemberi pinjaman  dapat dikenakan dendaz oleh bank peminjam dengan

mengguirakan rumus sebagat bertkut

Denda = Nilai Fembavyaran x {1B-2 Rate) + IDR 100,000,-
360

Catatan:

Tingkat bunga IB.2 adalah tingkat bunga tertinggi atas transaksi intraday antar
bank pada tanggal valuta yang sama dengan tanggal tramsakst yang mengalami
kegagalan pembayaran. Apabila tingkat bunga IB-2 pada han itu tidak ada, makz
tingkat bunga I8-2 digunakan perhitungan 2/3 dar tingkat bunga IB-1 pada han
yang samd.

Apabila dana masih belum diterima oleh bank peminjam sampai dengan
pukul 16:30 pada hard vang sama, maka terhadap bank pemberi pinfaman akan
dikenakan denda tambahan sesuai dengan ketentuan mengenal kempensasi atas
keterlambatan pembayaran atau pelunasan,

Klaim denda dapat diajukan dalam waktu 60 hari kalender setelah tanggal
valuta wansaksi. Apabila bank pemberi pinjaman gaga! memenuhi transaksi, maka
dalam waktu 30 menit setelah terjadinya transaksi, bank peminjam dapat memilih
untuk membatalkan transaksi tersebut secara septhak. Untuk itu bank peminjam
tidak dapat dikenakan biaya apapun. Dalam kasus imi, apabila wakiu 30 menit
sesuai dengan ketentuan yang berlaku telah terlampaui dan dana belum diterima
oleh bank peminjam, apabila bank peminjam berkehendak untuk membatalkan
transaksi  dalam  wakts 30 memt selanjutnye, bask peminjam  wajib
memberitahukan kepada pemben pinjaman mengenai keterlambatan pencrimaan
dana tersebut dan membatalkan transaksinya.

Apabila bank penerima pinjaman sudah tidak dapat menghentikan
pembayaran, dan pembayaran tersebut tetap sampal ke tangan bank peminjam,
maka bank peminjam wajib mengembalikan dana tersebut dalam wakiu 30 menit
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setelah dana diterima, Apabila bank peminfam gagal mengembalikan dana
tersebut dalam waktu 30 menit, waka transaksi pinjam-meminjam dana intraday

dianggap tetap berlaku.

219 Peserta BERTGS
Peserta dalam penyelengparasn sistem BI-RTGS dibedakan menjadi 2, yaitu
peserta langsung dan peserta tidak langsung. Sedangkan status kepesertaan dapat
dibedakan sebagai berikut
a. Aktf/ Active:
1.} Dapat mengirim transfer keluar
2.3 Dapat menerima transfer masuk
3.} Dapat melakukan selurah fungsi lainnya dalam RTGS Termminal
b, Ditanggubkan/ Suspend :
1.} Dapat menenima transfer masuk
2.y Dapat melakukan selurub fungsi lainnya dalam RTGS Terminal
3.} Tidak dapat mengirim transfer keluar
Hal ini disebabkan:
1.) Rekening bersaldo negatif sampai dengan cur gff time
2.3 Permintaan tertulis dari instansi atau pihak yang berwewenang
dalam melakukan pengawasan terhadap peserta
¢.  Dibekokan/Freepe:
1.3 Tidak dapat mengirim transfer keluar
2.) Tidak dapat menerima transfer masuk
3.) Dapat melakukan fasihtas enguiry
Hal ini discbabkan:
Permintaan tertulis dan phak yang berwewenang dalam melakukan
pengawasan {erhadap peserta.
d, Ditatup/Close:
1.) Seluruh transaksi yang ditujukan kepada peserta akan ditolak oleh
RCC
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2.) Transaksi dalam sistem antrian gkan batal secara oiomatis

Hal ini dischabkan:

1.} Permintaan tertulis dari pihak yang berwewenang dalam melakukan
pengawasan terhadap Peserta

2.3 Keputusan merger, akuisisi, konsolidasi atau pencabutan 1zin usaha
Bank

2.20 Perbedaan BIFRTGS dengan Kiliring

Sejak tahun 2000, Bank Indonesia memperkenalkan kepada stareholder
yakni perbankan nasional apa yang disebut real time gross setilement (RTGS),
BI-RTGS adalal proses penyelesaian akhur transaksi (settlement) pembavaran
yang dilakukan per transaksi dan bersifat real time, Melalui mekanisme BI-RTGS
ini rekening peserta dapat didebit dan dikredit berkali-kali dalam sehari sesual
dengan perintah pembayaran dan penenmaan pembayaran.

Mekanisme transaksi BI-RTOS, peserfa penginm pesan  transaksi
pembayaran ke pusat pengelolaan sistern BI-RTGS di Bl untuk proses seitlement.
Bila proses seftlement ini berjalan sukses, maka informast pembayaran tadi akan
diteruskan secars otomatis dan elektronis ke peserta penerma, Berhasit tidaknya
prases sefifement ada syaraitnya yaitu bank peserta harus memiliki kecukupan
saldo di Bank Indonesia, karena sistem BI-RTGS mensyaratkan peserta hanya
diperkenankan mengkredit peseria lain,

Jika demikian aturan mainnya, mazka bank peserta RTGS mestilah
menyadar akan kecukupan salde yang tersimpan di BL. Bila mengabaikan hal ini,
maka jika ada proses setiferment, bank peserta RTGS yang likuiditasnya kurang
mencukup: akan masuk dalam daftar tunggu {(guene). Sampai kapan, ya sampat 5i
bank peserta RTGS kembali memibiki kecukupan salde untuk melakukan
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transaksi. Jadi bank peserta RTGS disyaratkan mesti memiliki kecukupan
likuiditas %

Setidaknya ada tiga alasan pokok mengapa Bank Indonesia memaka
sertlement melalui RTGS, Alasan pertama, jika membuka kembali literatur dan
merujuk hasil studi empiris, ada semacam kesadaran baru dari bank-bank sentral
di seantero jagad ini untuk mengelola Large Value Transfer System (LVTS),
Sisterm BI-RTGS dapat mengurangi risiko sistemik. Yang dimaksud dengan ristko
sistemik adalah risiko kegagalan salah satu peserta dalam memenuhi kewajiban
yang jatuh tempo. Kegagalan bayar inf akan membuat peserts bank lain juga tkut
terancam, Bahkan dalam situasi ekstrem, pagal bayar im berpotensi memicu
kesulitan finansial yang lebih luas yang dapat mengancam stabilitas sistem
pembayaran.

Alasan kedua, melalul sistem RTGS dapat mengurangi timbulnya flear yang
diharapkan dapat menyokong efektfitas pengawasan perbaokan. Pada sisi lain
dengan pengelolaan ikuiditas yang batk di sektor perbankan yuga akan membantu
efektifitas kebijakan moneter. Alasan ketiga, sistemn RTGS membuka peluang
Integrasi dengan berbagai aplikasi sistem pembayaran. Sebut saja seperti pasar
uang dan pasar modal yang menganut prinsip Delfivery versus Payment (1DVP)
atau bisa juga melakukan transaksi secara cross border payment melainl Pavment
versus Payment (PVP). Ada beberapa sasaran yang ingin dicapai melaluf aplikasi
sistem BLI-RTGS, antara lain dengan BI-RTGS transfer dans antar peserta lehih
cepat, efisien, andal dan aman. Selain itu setidaknya ada kepasfian seftlement
dengan lehih segera. Sistem Bl RTGS i akan memperlihatkan informasi
rekening peserta secara reol time dan menyeluruh. Bagl peserta RTGS juga
dituniot untuk disiplin dan profesional dalam mengelola likuiditas mereka. Dan
diharapkan melalul sistem RTGS ini akan mengurangi berbagai risiko settlement.

Sebagaimana diketahui, sebelum settlerment melaiui RTGS diperkenalkan ke
publik, ada setdlement lain yang lazim dipakai yakni melalul sistern kliring.
Metade yang dipakai sistem kliring berbeda jauh dengan RTGS. Sistem kliring

“ hipiiingenviz blogspot com/2009/02/real-time-gross-settlement-bi-rigs him!
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menggunakan metode wer setlement dalam rangka penyelesaian akhir, At
setflement  adalah  adslsh proses penyelesaian  akhir  transaksi-transaksi
pembayaran yang dilakukan pada akhir suato periode dengan melakukan apa yang
dissbut offseiting antara kewajtban-kewajiban pembayaran dengan hak-hak
penerimaan. Dengan demikian akan hanya ada 1 {satu) hak atau kewajiban yang
akan diselesatkan untuk masing-masing rekening bank,

Sistem kliring memiliki ristko, Jika pada akhir hari, suata bank mengalami
kekalahan klinng dalam jumlah yang cukup besar, sampal melampaui saldo
rekening di Bi, maka saldo bank #tu menjadi negatif atau overdraft, Bila ada bank
alami saldo negaiif dalam jumlah besar, akan berpotensi menyulitkan Bl jika bank
tersebut tak mampn menutup overdraff pada keesokan harinya. Berbeda dengan
sistem RTGS  varg mana metode gross seitlement dari setiap transaksi
diperhitangkan secars individual,

Dapat dilihat perbedaan antara Kliring dengan RTGS adalah sebagai berikut:

KLIRING RTGS

k.

. Penyelesaiannya  diakukan padajl. Proses penyelesatannya  dilakukan
akhir  han, dengan melakukan | perransaksi dan diperhitungkan secara
penvesuaian  antara  kewajlban. | perindividual,  dilakukan  apabila
kewajiban pembayaran dengan hak- rekening  giro  peserta di Bank
hak pencrimaan schingga hanya ada Indonesia memiliki saldo yang cukup
satu net hak dan kewajiban vang akan {transaksi bersiiat final)

diselesaikan  untuk  masing-masing

rekening peserta

S

. Hdak memeriuken likuiditas vang

cukup tinggl secara icrus-menerus secara ferus mencrus sepamjang hari

waiib memiliki likwditas yang tingg

sepanjang hari Rekening bank peserta dapat dikredit
atau didebit berkali-kali dalam sehan

sesupai dengan perintah pembayaran
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dan penerimaan pembayaran,

. tidak ada peraturan tambahan
yang dibuat oleh para pengguna
kliring

. ada  peraturan

tambahan  yang
melengkapi ketentuan BI-RTGS yang
dibuat berdasarkan kesepakatan para

peserta vang disebut dengan Bye-Laws

. metodenya adalah Multilateral

. metodenya adalah Real Time Gross

Netring Settlement Settlement

. cenderung mengurangi 5. cenderung mengurangi resike yang
penggunaan dana bank sentral ditanggung oleh bank sentral selakn
dibandingkan  dengan  sistem |  seftlement auhority
RTGS

. dilakokan oleh Bank Indonesiz

dan pihak swasta Clearing House,
sebagai lemmbaga khusus vang
menzmpung sehuroh transaksi dan

memprosesnya

. dioperasikan oleh bank sentral

dilakukan secara manua! dan
magih menggunakan kerfas atau
suratesurat berharga.

. RTGS dilakukan dengan komputer dan

merupakan sistem transfer tanpa kertas

2.21 Contoh-contoh Kasus BI-RTGS

2.21.1 Kasus Bank Century

Krisis finansial global vang mengakibathan likuiditas iersendat
benar-bepar merembet ke perbankan nasional. Indust perbanken
dikejutkan dengan gagal kliringnya PT Bank Century Tbk. Terkait
dengan peristiwa Bank Century, Gubernur Bank Indonesta Boedicno

menjelaskan, bank tersebut tidak dapat ikut serta dalam kliring pada
hari Kamis tanggal 13 November 2008, Hal itu dikarenakan masalah
teknis, yakni keterlambatan penyetoran prefund (pendanaan awal

yang wajib disstorkan ke Bank Indonesta sebelam kliring). Bila
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bank tersiar kalah kliring, biasanys terjadi perarikan dana pihak
ketiga {DPK) secara besar-besaran {rush). Bank yang memiliki
struktur kuat pun akan bangkrut jika terjadi penarikan besar-besaran
Namun keesokan harinya bank tersebut sudah dapat kembali
mengikuti kliring secara normal.

Sekedar pengetahuan, kliring adalah pertukaran warkat atau
data keuangan elektronik antar peserta kliring baik atas nama peserta
maupun atas nama nasabah  peseria  yang perhitungannya
diselesaikan pada waktu tertentu. Sedangkan sistern kliring nasional
Bank Indonesia adalsh sistem vang meliputi kliring debet {untuk
transfer debet) dan kliring kredit (transfer kredit vang penyelesaian
akhimya dilakukan secarg nasional,

Direktur 1iame Bank Century Hermanus . Muslim, dalam
siaran perstiva menjelaskan, kegiatan kliring dan transaksi bank
melalul Real Time Gross Settement (RTGS) mulai befalan seperti
biasa. Selain itu, suspensi emiten berkode BCIC ini sudab dibuka
kembali pada pagi hari oleh Bursa Bfek Indonesia (BEID). Dalam
penjciasannya ke BEI, ketidak ikutsertman banknya dalam klining
discbabkan keterfambatan dalam mengalokasikan kekurangan dana
prefund sebesar RpS miliar. '

Direktur Utama Bank Century Hermanus membantah kalau
peristiwa fersebut mentmbulkan penarikan dana nasabah secara
besar-besaran di bank yang sebelumnya bemama PT Bank CIC

Internasionat Thk ind.

Mengenai sanksi terhadap keterlambatan penyctoran prefund
ini, Peraturan Bank Indonesia {PBI} No. 7/1&/PBL2005 tentang
Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, menyebutkan, Bank
Indonesia dapat menghentikan sementara sclurubh kegiatan sistern
Kliring npasional terhadap bank jika tidak menyedigkan prefind
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{Pasal 50 avat {1} a). Penghentian sementara v heriaku untuk
seluruh kantor bank terscbut yang menjadi peserta sistem kliring
nasional {Pasal 50 ayat (4) a).*

Sanksi ini cukup lunak Padahal, penyetoran prefund berupa
cash {tunai) dan atau surat berharga itu berfungsi sebagal jaminan
untuk memenuhi kewajiban bank itu sendiri dalam kliring, Dengan
kata lain, prefund sangat penting dan bank seharusnya tidak boleh
falai menyetorkan dananva ke Bank Indonesia, karena menyangkut
dana nasabah. Apalagi Pasal 22 ayat (1) PBI itu menyebutkan, “Pada
setiap awal hari kerja sebelum penyelenggaraan kliring debet
dimulai di seluruh wilayah kliring, bapk harus menvedizkan
pendanaan awal {(prefund) paling sedikit sebesar nilai nominal yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia”

Dalam sistem kliring B, bank harus menyetorkan prefund,
semacam deposit, untuk kegiatan kliring pada hari tersebut sebelum
jam 08.00 WIB. Jumiah yang disetor masing-masing bank berbeda,
tergantung transakst yang biasa dilakukan. BI mencntukan jumiah
prefund berdasarkan nilai transaksi hanan tertingg dalam 12 bulan
terakhir.%*

Setiap tanggal 25, bank dapat mengetahol berapa prefund vang
harus disetor setiap pagi. Total prefund (seluruh bank) saat ini adalah
Rp 10,8 triliun setiap harinya. Jumlah tersebut terdii atas Rp 9,1
friliun berwajud kas, dan Rp 1,6 trliun berupa kolateral atau surat
berharga,

Bank Century telah mengajukan fasilitas pendanaan jangka
pendek (FPIP) kepada Baok Indonesia. Jika permohonan tersebut
dikabulkan, maka Bank Century akan masuk kategori bank dengan

pengawasan khusus. Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan

* httn:Afwerw jambi-independent co id‘home/modules php7name=News& file=asticle&sid
* Ihid.

wiGilg
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Bank Indonesia Halim Alamsyah mengatakan, FPJP hanya
sementara sampai bank bisa menyelesaikan wismasch hikuiditasnya.
Oktober lalu Bank Indonesia telah memperbaharui aturan FPIP
melaiui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Neo 10/26/PBI2008. FPJP
dapat diberikan kepada bank vang mengalami ketimpangan antara
arus dana masuk dan keluar (mismarch), sehingga tak dapat
memenuhi kewaiiban giro wajib minimum (GWM) rupiah. Adapun
maksimal FPIP yang dapat diminta bank setara dengan jumiah
kewajiban GWM-nya ity, dengan bunga Bank indonesia rate plus 1
persen. Untuk mengakses FPJP, bank dapst mengapunkan surat
berharga yang diterbitkan pemerintah atau Bank Indonesia, atac
badan imk:um lain dengan peringkat minimal investment grade. Bank
Indonesia juga menerima agunan berupa aset kredit lancar jika surat
berharga vang dimiliki band tak mencukupi untuk diagunkan Untok
agunan berupa surat berharga Bank Indonesia dan pemerintah, nilai
agunan ditetapkan 100 dan 105 persen dari platon ¥PIE. Jika bank
mengagunkan kredit, nilal agunan ditetapkan minimat 130 persen
dari plafon FPJP. Deputi Gubemur Bank Indonesia Muliaman D
Hadad mengatakan, bank sentral akan membuka semua pintu masuk
kepada sumber-sumber Likuiditas, termasuk FPJP. Fasilitas lain yang
sudah bisa dinilmat perbankan umuk mengatasi  kekeringan
likuditas adalah dibukanya repo (gadai) surat berharga. Sejumiah
fasilitas in1 dihsrapkan menjadi bantalan bagi bank yang kesulitan
mendapatkan likuiditas %

Kasus Yayasan Dana Pensiun Pusri (Dapensri)

Kasus pembobolan ternvata tidak hanva menghantam bank
pelat merah. Setelah pembobolan Rp 1,7 triliun df Bank BNI dan
sekitar Rp. 300 miliar ¢i BRI, kali i giliran Bank Intermasional

£% &ié
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Indonesia (BII} sebesar Rp 31 nuliar. Dana ini berasal dari dua
deposito masing-masing sebesar Rp 25 mihiar dan Rp 6 miliar milik
Yayasan Dana Pensiun PT Papuk Stiwhaya (Pust).

Kasus ini berawal dari kericuhan antara Yayasan Dana Pensiun
PT Pugri dan B menyangkut dua deposito senilai Rp 31 miliar
milik Yayasan Dana Pensiun PT Pusrl. Pada 9 Juli 2004, Bunyamin
thrahim (Direkfur Utama Yayasan Dana Pensiun PT Pusri), Syaiful
Bahri (Direktur Kevangan Yayasan Dana Pension PT. Pusri), serta
Nukman Uzier (staf Direktur Kevangan Yayasan Dana Penstun PT
Pusri) mempertanyakan vang deposito itu ke BII Cabang Pembantu
Segitiga (Atciusm) Senen %

Para karyawan FT Pusri dan perusahaan pupuk di Palembang
telah datang ke Jakarta, kavena Bl selaly mengulur-ulur pencairan
deposito yang sudah jatuh tempe tersebut. Para karyawan tersebut
dikejutkan dengan tanggapan dart BIL Hal ini dikarenakan, BRIl
menyataken uang dua depesito mercka tercatat hanya sebesar Rp
200 juta atau masing-masing sebesar Rp 100 juta. Padahal, dua
sertifikat deposito BIF yang ada di fangan mercka membuktikan
nilainya depositonya sebesar Rp 31miliar, Akan tetapi, nomer pada
dua sertifikat deposito senilai Rp 31 miliar int sama dengan nomor
dua sertifikat senilai Rp 200 juta vang ditunjukkan oleh BIL Tiga
orang vang berasal dari Yayasan Dana Pensiun PT Pusni letap
bersikukuh menyatakan bahwa dana deposite mereka sebesar Rp 31
miliar. Begifu juga dengan Bll, pihak BII juge bersikukuh bahoa
dana deposito mereka memang senital Rp 200 juta. Para pengurus
Yayasan Dang Pensiun PT Pusri segera mengadukan masalab itu ke

56 parp:#/74,6.146. 12 /searchicachelei= LT E-

8&p=kasustdanatpensivn Hpusr)&y=Seacch&rd=r 1 &meteve%IDid& ooy fp-t-
301&fp_tp=1D&u~www modusateh:

pews.comyitlededisi 1 Olahun62008 pdf&w=kasustdanstdanasipensizrinusifed=PuoqlxISezl &icp
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Mabes Poln. Menurut Kuasa hukum Yayasan Dana Pensiun Puso
(Dapensii), Mohammad Anwar, mengatakan, selama ini Direktur
Utama Yeyaszn Dapensri Bunyanin Ibrahim  tidak pernzh
mengeluarkan perintak melalw sistem transaksi perbankan pada saat
itu juga aiau real time gross seilement (RTGS) agar dana yang
didepositokan ditransfer ke pibak mana pun. Jumlsh penerimaan
bupga atas deposito Rp 25 miliar dan Rp 6 miliar juga selalu
diterima sejak bulan September 2003 hingpa Juni 2004, Pada 3
September 2003, Dua personel BII ini meminta agar dana Yayasan
Dana Pensiua PT Pusrl ditempatkan di BII dalam bentuk deposito
berjangka tga bulan dengan bunga menggiurkan sebesar 8,5% per
tahun. Bunga int dibilang lebih besar ketimbang bila dana itu tetap
disimpan di Bank Mandiri Cabang Pembantu di Palembang ¥

Rupanya, pibak Yayasan Dana Pensiun PT Pusn tergiur oleh
tawaran itu. Maka dikirimlah dana sebesar Rp 25 miliar dar Bank
Mandiri Cabang Pembantu Palembang k¢ BH Cabang Pembantu
Segitiga Senen, pada 4 September 2003, Kemudian pada tanggal 135
September 2003, Yayasat Dana Pensiun PT Pusri mengirimkan lagi
uang sebesar Rp 6 miliar. Schingga fotalnya mencapai Rp 31 miliar,
Setelah itu, Yayasan Dana Pensiun PT Pusti memperolch dua
sertifikat depostto untuk dans Rp 31 miliar tu dan BIT

Tanpa didugs, bersamasn dengan terkirimnya dana Yayasan
Dana Pensiun PT Pusri, muncul sebuah surat atas nama Yayasan
Dana Pensiun PT Pusrl. Isi surat tersebut membatalkan rencana
penempatan dana dalam bentuk deposito. Surat yang disampaikan ke
BH itu berbentuk faksimile berkop Lembaga Dana Pensiun
Karyawan PT Pusri. Isi surat itu juga meminta agar dana schesar Rp
31 muliar ditransfer ke PT Kharisma Hotel Internasional di Cirebon,

Jawa Barat,

&7 ikié
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Ternyata pihak BIl benar-benar mengirimkan dana dimaksud
ke PT Kharista, pada akhir September 2003, Padahal, surat melalui
faksimile ity diduga palsy, Hal mi dikarenakan tidak lamg setelah
pengiriman dana, muncul seorang pria ke BY Cabang Pembantu
Segitiga Senen. Prig ini mencatatkan dva deposito masing-masing
senilai Rp 100 juta atas nama Yayasan Dana Pensiun PT Pusri.
Belakangan, Yayasan Dana Pensiuon PT Pusn  bermaksud
mencairkan deposito Rp 31 miliar #tu karena sudah jatuh tempo.
Namun, upaya PT Pusri tersebut berkali-kali gagal. BII Cabang
Pembante  Segitigpa  Senen  selalu minta apar PT  Pusii
memperpanjang lag selama tiga bulan Perpanjangan akhirnya
dilakukan oleh Yayasan Dana Pensiun PT Pusri. Namun, setelah itu,
PT Pusri tetap ingin mencairkan deposito tersebut.

Sebagarmana diceritakan di atas, Bl bersikukub bahwa
deposite milik Yayasan Dana Penstun PT Pusrl yang tercatat hanya
senilai Rp 200 jula. Menumt kuass hukum Bll, Amir Syamsuddin,
diduga dua lembar deposito senilai Rp 31 miliar di tangan Yayasan
Dana Pensiun PT Pusri palsy, setidaknya tak sesual dengan bilyet
deposito resmi yang dikelvarkan BIL Hal ini bisa dilihat antara lain
dari huruf atau kata vang hanya dibuat dengan mesin ketik, padahal
seharusnya dibuat dengan mesin komputer. Selama ind, BI jugs tak
permmah membayvar bunga dari deposito Rp 31 miliar ke Yayasan
Dana Pensiun PT Pusn.

Pada 14 Jul 2004 seorang pria bernama Tonny ditangkap oleh
unit 1T Ekonomi Khosus Mabes Poln dengan teduban ikut terlibat
scbagaimana Laporan Polisi No. Pol 1 LP/235/VII/2004/Siaga-11
tanggal 9 Juli 2004 dan laporan tersebut berasal dari pihak Bl
karena Wahyu Hartanto diduga telah melakukan pemalsuan Bilyet -
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Bilyet Deposito yang dipegang oleh PT Pusri . Pada saat ini yang
bersangkutan telah ditahan %

Kendati demikian, Amir Syamsuddin masibh dalam  batas
menduga tiga orang dart Yayasan Dana Pensiun PT Pusri yang
datang ke Bil Cabang Pembantu Segitiga Senen <1 Jakarta itu hanya
menjadi korban dari komplotan pemalsu dokumen untuk membobol
bank, Yang past, Bl tak tinggal diam. Segera dibentuk tim audit
internal yang akan menginvestigasi kasus itu secara khusus.
Hasilnya, Wahyu Hartanto yang mantan Kepala Cabang Pembantu
BII Segitipa Semen itu dinonakiifkan. Bl juga secepatuya
melaporkan kasus itu ke Bank Indonesia,

3. BYE-LAWS

Bye-L.aws tersebut adalah kesepakatan tertulis vang dibuat oleh bank-bank peserta
sistem: BI-RTGS sendiri, dalam rangka mencapai keseragaman prakiek perbankan
dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembayaran interbank diantars bank peserta Bl-
RTGS. Ketentuan ind diterapkan untuk seluruh gktivitas pembayaran yang dilakukan
oleh setiap bank dalam suatu rangkaian pembayaran, dimana rangkaian pembayaran
tersebut  dapat dimulai dat originatorfinitiator  dan  berakhic pada  witimate
beneficiary. Bank indencsia sebagai peserta maupun provider sistem BI-RTGS
dikecualikan dari Bye-Laws.

Ketentuar kewaiiban umtuk membuat Bye-Zaws bapl para bank peserta adalah
salah sam ketentnan yang dibuat oleh Bank Indonesia dalam memberikan
perlindungan hukum bagi nasabah pengguna jasa bank di dakam penggunaan sistem
BI-RTGS.

Perlindungan hukum dalam transaksi perbankan merupakan hal vang patut
dikedepankan agar kepentingan para pihak dapat terlindungi. Wujud perlindungan
hukum pada dasarnya merupakan upava penegakan hukum, dimana pencgakan

% http:#orww gatra, comiarsiket php?id=42624
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hukum secars konsepsional merupaken kegiatan menycrasikan hubungan nilaf yang
terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang sudah tersedia dan cara bersikap sebagai
penjabaran nilat tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan
keselarasan hidup dalam bermasyarakat. Selanjutnya sebagai perwujndan dari upaya
penegakan hukum secara konsepsional dijabarkan, bahwa manusia di dalam
pergaulan hidupnya mempunyei pandangan-pandangan tertentuy mengenai apa yang
baik dan apa yang buruk, pandangan-pandangan tersebut scnantiasa terwujud dalam
pasangan-pasangan tertenfu misalnya pasangan nilai kepentingan umum dan
kepentingan pribadi.

Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilat tersebut perbu diserasikan dan
dijabarkan secara lebih konkrit lagi, karena nilai-nilai tersebut lazimnya bersifat
abstrak. Penjabaran lebih konkrit diwujudkan dalam bentuk kaidah-kaidah hulum
yang berist surshan, larangan dan kebolehan Kaidah-kaidah itu menjadi
pedoman/patokan pertlaku atau tindakan yang seharusnyae dan Dbertujuan untok
menciptakan, memelibara dan mempenahankan kedamaian,

Upaya penegakan hukum tidak teriepas dari cita-cita hokum yang disnut
masyarakat vang bersangkutan ke dalam perangkat berbagai aturan hukum positif.
Lermbaga hukum dan proses (penlaku birokrasi pemertintah dan warga masyarakat).
Dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur vang harus diperhatikan, vaitu sebagai
berikut:

a. Kepastian hukurn, vang berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar
hukum dapat dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi dan bahwa sctiap
pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut bukum;

b. Kemanfaatan, penegakan hukum juga harus memberikan manfaat atau
kegunaan bagi masvarakat;dan

¢. Keadilan, dimana dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan harus
diperhatikan.

Dalam Rye-Laws yang dibuat oleh bank peserta dalam melakukan transfer dana

melalui sistem RTGS, antara lain mengenai kewajiban perbavaran bunga dalam hal

terjadi keterlambatan penyampaian dana yang harus ditransfer.
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Bye-laws diterapkan untuk selurnh pembayaran antar bank mwelalut sistem Bl-
RTGS, balk yang dilakukan oleh bank atas namma bank sendirt maupun oleh bank atas
nama nasabsh. Pasal-pasal tertentu dalam Bye-laws dapat saja tidak diterapkan
apebila bank-bank terkait dalam suatu pembayaran atau {ransaksi tertentu bersepakat
antuk membuat perjanjian bilateral, akan tetapt perjamjian bilateral tersebut tidak
dapat menyimpang dari  ketentuan-keientuan yang terdapat dalam Byeows
sedemikian rupa sehingga skan megakibatkan kerugian pada pihak-pihak lain yang
terkait dengan pembayaran tersebut.%®

Semua penetapan waktu dalamm Bye-fows ini mengacu kepada waktu yang
ditujukan oleh BI-RTGS Central Computer (RCC} vang berada di kantor pusat Bank
Indonesia di Jakarta.

Bank Syariah dan unit usaha syariah tidak diharuskan mematuhi Bye-/ews dan
peraturan mengenai pembayaran kompensas: bunga dan use of funds. Dalam hal bank
syariah atau unit usaba syariah diminta untuk membayar kompensasi oleh bank
syariah lainnya, maka nilai kompensasi ditentukan antara bank syariah dan unit usaha
syariah. Namun, Bank Indonesia merasa bahwa perangkat hukum ite belumlah
mencukupl. Bank Indonesia juga membentuk komite arbitrase untuk menangani jika
ada sengketa diantara para peserta BI-KTGS. Komite inilah yang nantinya akan
menyelesatkan sengkefa atau masalab yang mungkin timbul antar bank peserta RTGS
saat mereka melakukan transaksi. Komite arbitrase ini juga akan menindak bank yang
tidak patuh pada peraturan. Keputusan akhir komite ini akan mengikst seluruh bank
peserta RTGS.

3.1 Bye-Laws Sebagai Perjanjian Berdasarkan Ketentuan KUHPerdata
Seperti yang telah divralkan bahwa Bye-lows adalah merupakan suatu
kesepakatan tertulis yang dibuat antara peserta~-peserta RTGS dalam mengatur
mengenai hak dan kewajiban dalam mengikuti penvelenggaraan sistem
RTGS.

® Yang dimaksud pembayaran anter bask adatah pembayaran yang dilakukan oleh Bank
Pengirim untuk keuntungan Bank Penerima.
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Sebagaimana diketahui bahwa kesepakatan tertulis tersebut dapat diartikan
sebagai suatu perjaniian, maka berdasarkan hal itu poraturan Bve-lows
tersebut tidak terlepas dari ketentwan KUHPerdata. Agar suatu kesepakatan
dianggap sah secara hukum maka harus dipenuhi beberapa syarat vang diatur
dalam KUHPerdata, yakni:
a. Syarat sah umum, yang terdin dari:
1.} Berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata, yang terdini dari:
a.} Sepakat merska yang mengikatkan dirinya,
b.} Kecakapan untuk membuat suatu penikatan;
¢.} Suaty hal tertentu;
d.} Sugtu sebab yang halal.
2.y Diluar pasal 1338 dan 1339 KUHPerdata, yang terdiri dan:
2.3 Itikad baik;
b} Sesuai dengan kebiasaan;
¢.) Sesnai dengan kepatutan;dan
d.) Sesvai dengan kepentingan wnpum,
b.  Syarat sah Khusus, yang terdiri dart:
1.} Syarat tertulis untuk perjanjian-perjanjian tertentu;
2.} Syarat akia otenitk untuk perjanjian tertentu;
3) Syarat akta pejabat tertenfu (selain notaris) untuk perjanjian
fertentudan
4.} Syarat zin dari vang berwenang.

Apahila dipcrbatikan bahwa Bye-Laws telah memenuhi persyaratan secara
umurn, yaitu bahwa  Bye-Lows merupakan suatu kesepakatan dirpuna terdapat
suata twuan vang disepskatt oleh pihak-pthak seperti yang diuraikan pada
Pasal 1B.1 yang berbunyi:

“Tujuan dari Bye-Lews adalah untuk mencapai keseragaman praktek perbankan
dalam pelaksanaan pembayaran interbank di antara bank peserta BI-RTGS”

Pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan itu adalah badan-badan hukum
Indonesia yaitu bank-bank peserta sistem BI-RTGS yang sebagat subyek hukum
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berwenang untuk melakukan swata  perbuatan hukum  menurat  peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya adanya hal tertentu, vaitu Bye-Laws khusus diterapkan untuk
seluruh pembayaran antar bank melalu sistern BI-RTGS, batk vang dilakukan
oleh bank atas nams bank sendin atavpun bank atas nama nasabah. Bye-Laws 1tu
sendin merupakan kesepakatan yang tidak bertentangan dengan kesusilsan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini terlihat jelas bahwa
ketentoan-ketentuan vang dipersyaratkan untuk sahnya perjanjian sepertl yang
diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata telab terpenuhi dan ada pada kesepakatan
Bye-Laws tersebut.

Disamping ife persyaratan umum lainnya yang dipenubi pada Bye-Laws
adalah maksud dari dibuatnya Bye-Laws dan dilaksanakan dengan itikad baik,
yaitu untuk melindungi kepentingan dani nasabah-nasabah bank ™

Sebenarnva rumusan dari Pasal 1338 avat (3} KUHPerdata mengenas
kebarusan untuk melaksanakan itikad baik pada perjaniian bukanlah mernupakan
syarat sahnya suatu peganjian sebagaimana syarat yang ferdapat dalam Pasal
1320 KUHPerdata. Unsur #tikad baik hanya disyaratkan dalam hal “pelaisanaan™,
bukan pada “pembuatan” dar suatu perjaniian. Sebab, unsur “itikad baik™ dalam
hal pembuatan perjanjian itu sendin sudah dapat dicakup oleh unsur “kausa yang
hatal™.”?

Persyaratan khusus yang terpenuin dalam Bye-iows itu adalah bahwa
dibuataya secara tertulis dan bila dilibat dari bentuknya maka kesepakatan yang
dituangkan dalam Bye-Laws adalgh berbeda dengan peganjian pada umumya.
Bye-Laws merupakan bentuk kesepakatan yang bebas dibuat oleh pihak-piliak
yang berkepentingan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan, kesusilaan dan keterttban umum scbagaimana diatur  dalam
KUHPerdata.

 Munir Fuady, Hukam Perlaniian Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Bandung PT, Citra
Aditya Bakti, 1999, hal 81
7t Pasal 1847 ayar {1) KUliPerdata
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Bentuk dari Bye-Laws adalah berupa satu kesepakatan di bawah tangan dan
tidak perlu dibuar dihadapan pejabat umum sebagal suatu akta otetik. Sesum
dengdn asas kebebasan berkontrak,”> maka pihak-pihak yang berkepentingan
bebas untuk menuangkan kehendak mereka masing-masing dalam  suatu
keseakatan bersama. Bye-Zaws sebagai suatu bentuk kesepakatan bersama hal 1ini
dapat dilihat dari pengatoran yang dibuat Bye-Laws antara lain adanya kehendak
yaity tujvan dari diadakannya Bye-Laws it sendiri, di mana pengaturannya
diserabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dimana hal ini merupakan
bagian dart perjanjian mereka.

3.2 Ketentnan yang Diatar Dalam Bye-Laws
Selain terdapat ketentuan-ketentuan BE-RTGS yang dikeluarkan oleh Bank
Indonesia, diantara bank-bank peserta BI-RTGS sendin juga berlaku Bye-Laws
vang bertujuan vntuk mencapai keseragaman dalam pelaksanaan pembayaran
interbank diantara peserta BIERTGS. Bye-Laws diterapkan untuk geluruh aktivitas
pembayaran yang dilakukan oleh setiap bank dalam suatu rangkaian pembayaran,
dimana rangkaian pembayaran tersebut dapat dimulai dan originator/initiator dan
berakhir pada uitimate beneficiary. Beberapa ketentuan yang terkandung dalam
Bye-Laws antara lain ;"
a. Cut-off Time untuk pembayaran dan pelunasan

Penctapan waltu dalam aturan ini adalzh watuk memberikan batasan

waktu (limit times) yang pasti kepada semua bank peseriz agar

kedisiplinan dapat dipatuhi. Semua cuwi-off fimes untuk pembayaran dan

pelunasan Indonesian Bankers Bye-Laws & Regulation wajib diapatuhi

oleh semua bank peserta pada saat melakukan sistem BI-RTGS.”’Dana

uptuk transaksi pembayaran intraday interbank money market sudah haras

sampat di rekening peserta peminjam selambat-lambatnya 30 menit setelah

" pasal 1338 ayet {13 KUUHPerdata
Porww bi.go Id/NR/rdonlyres/F SD6 AOB4-895 A-49E4-0366-\D463385DC63/ 706 RTGS
paper.pdf
Pasal 1B_5 Bye-Laws.
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selesainya transaksi, Sedangkan pelunasan intraday interbank money market
sudah harus difaksanakan selambat-lambatnya pk. 16.30 pada han yang sama.
Untuk transaksi same day value Money Market | Foreiyn Exchonge deals
vang dilaksanakan sebelum pukul 16,00 sudah harus diseide selambat-
lambatmya pukul 1630, Sedangkan pelunasannya haros  dilaksanaken
selambat-lambatnya pukul 16.30 pada saat jafuh tempo. Untuk fransaksi end
of day funding harus telah sampai di rekening giro peserta peminjam
selambat-lambatnya pukul 18.00 hari yang sama.
b. Kompensasi atas kegagalan pembayaran antar bank

Apabila pembayaran antar bank mengalami kegagalan, maka pihak vang
berkepentingan dapat mengajukan kompensasi atas kegagalan terscbut
Kepagalan pembayasran dapat berupa keterlambatan, pembayaran dini,
pembayaran Iebih, pembayaran kurang nominal yang semestinya dan salah
kirim. Perhitungan kompensasi dibedakan, misalnya dalam penyesuaian
tanggal valuta, pengembalian pembayaran salah kirim. Keterlambatan
pembayaran atau pembayaran kembali {(pelunasan) dan perubahan pihak
penerima (beneficiury), adapun tingkat bunga yang digunakan dalam
perhitungan kompensasi adalah 120% dari rata-rata tingkat JIBOR
ovarnight.”” Pengertian darl kegagalan pembavaran meliputi semma
pembayaran vang dilakukan oleh bapk peserta sistern BLRTGS.
Perjanjian  kompensasi  dilakukan  untuk  menghindari  pencanan
keuntungan vang tidak layak. Latar belakang dari pembenan kompensasi
adalah agar anggota peserta sistem BI-RTGS membenkan kompensasi
satu sama lainnya terhadap kondisi yang menimbulkan hak kompensasi.
Kompensasi tidak dimaksudkan supaya satu bank mengambil keuntungan
dari baok lain, Cara kompensasi ita harug dilakukan dengan sedemikian
rupa sehingga dalam hal ini tidak ada sate bank pun yang akan dirugikan
atan diuntungkan secara tidak adil kargnanya. Aturan kompensasi dari

" JIBOR (Jukaria interbank ()ffered Rute) sdalah swku bunga sntar bank untuk berbagi
jangka wakiu yang ditawarkan oleh bank-bank terhenti di Jekarnta.
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Bye-laws ini tidak mengstur setiap kemungkinan klaim. Ini berartt bahwa
apabila Ultimate Beneficiary tidak bersedin mengembalikan dana yang
telah keliru masuk kedalam rekeningnya, maka pihak-pihak vang terkait
harus menyelesarkan sendird kasus terscbut batk melalul pengadilan atau
cara-cara lainnya. Klaim kompensasi hanya berlaku apabila digjukan och
pihak yang berkepentingan dalam jangka wakiu 60 hari kalender sejak
valuta dari suatu fransaksi. Dalam hal suatu bank atan pihak ketipa
mengaiukan klaim kompensasi lebih dari jangka waktu 60 hari kalender
yang ditentukan tersebut, maka permintaan klaim dimaksud dapat ditolak.
Kompensasi harus dibayarkan oleh Bank Pembayar kepads Bank
Penerima, di mana Bank Pembayar tidak diperkenankan untuk membayar
kompensast langsung kepada pihak-pihak yang pada aldurmya akan
menerina  sebagian atau  keseluruhan  kompensast fersebut. Dalam
melakukan  pembayaran  kompensasi, Bank Pembayar wajib
mencantumbkan keferangan yang cukup mengenai pembayaran yang terkait
dengan kompensas) serta jenisnya. Kiaim kompensasi wajib dibayarkan
dalam kuran waktu 30 hari kalender setelah bukti klaim diterima.
Kompensasi bunga

Tujuan dari kompensasi bunga adalah uniuk mebpgganti kerugian
keuangan yang diderita oleh pihak yang karena kegagalan Bank Pengirim
untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati oleh para
pihak, tidak dapat menerima pembayaran pada waktunya.

Use of Funds

Use of Funds adalah hasil atas pemanfaaian dana yang tidak semestinya
dinikmati oleh Bank Penerima, Tujuan dari Use of Fusds adalah untuk
mengganti kerugian bungan pibak penginm sehagal akibat adanya
kesalahan pengiriman pembayaran, Perhitungan kompensasinya
didasarkan kepada prinsip keadilan dan perhitongannya dibuat seragam,
dan harus dibayarkan oleh Bank Penerima vang telah menerima
pembayaran yang salah kinim fersebut. Dalam hal terjadi pembayaran
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pihak ketiga vang terfalu dimt, maka bank yang menerapkan Use of Funds
raempunyai hak untuk menerapkan Future Volue terhadap rekening
nasababnya. Use of Funds hanya dapat dikiaim oleh Bank Pengirim
kepada Bank Penerima jika Bank Pencrima vang bersangkutan telah
memegang dana yang salah kidm untuk jangka wakiu sekurang-
kurangnya satu hari. Bank Pengirim tidak diperbolehkan untuk
mengajukan klaim Use of Fumds dimaksud atas pemanfaatan dana salah
kirim yang telah dikembalikan oleh Bank Penerima pada hari yang sama
dengan diterimanya dana tersebut.

Perjanjian kompensasi dilakukan untuk menghindarkan penecarian
keuntungan yang tidak fair.™

Spirit dari pemberian  kompensasi adalah agar peseria BI-RTGS
membenkan kompepsas{ satz sama lainnya terhadap kondisi yang
menimbulkan hak kompensasi. Kompensasi harus dilakukan dengan suatu
cara yang sedemikian rupa sehingga tidak ada satu bankpun vang
dirugikan atasn diumtungkan secara tidak adil (unjustly penglized or
enriched).

Penyelesaian sengketa melahui Arbitration Committee’

Untuk menyelesatkan persengketaan atau masalab yang timbul antar bank
peserta BI-RTGS dalam kaitannya dengan transaksi-transakst RTGS,
dan/atau untuk menyclesaikan ketidekpatuhan bank dalam sistem BI-
RTGS maka dibentuk komiie arbitrase BI-RTGS. Keputusan komite
arbitrase BI-RTGS merupakan keputusan akhir dan mengikat kepada
seturuh bank peserta BI-RTGS.

Information Technology Security dan Disaster Recovery Plan™
Sebagaimana diketahui bahwa sistem BI-RTGS merupakan sisiem yang
sangat sarat dengan teknologi informaest (TI). Penggunaan hardware,

sgftware serta sarana telekomunikasi yang sophisticated memerlukan

* Ibid.
" Ibid.

 fhid,
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extra effort untuk memastikan bahwa seluruh sistem BI-RTGS sangat
aman. Berbagai security layer telah diaplikasikan dalam sistem im
sehingga sehingga diharapkan sistem BI-RTGS dapat beroperasi dengan
aman. Untuk meyakinkan hal tersebut, Bank Indonesia telah meminta
independent IT auditor untuk mengaudit seluruh aplikasi maupun network
yang digunakan dalam sistem BI-RTGS. Dalam menguji kehandalan
sistem BI-RTGS, independent 1T auditor tersebut juga telah pula
melakukan penetration test untuk mengkaji kemungkinan adanya foop
hole yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh para #acker untuk menembus
pertahanan sistem BI-RTGS. Meskipun pada saat ini opini IT audit
terhadap seluruh sistem BI-RTGS telah menunjukkan hasil yang sangat
memuaskan, secara periodik di masa yang mendatang IT audit akan tetap
dilaksanakan agar sistem BI-RTGS tetap aman. Selain itu, semakin masif
dan intensnya kehadiran TI yang berimplikasi pada ketergantungan
terhadap teknologi informasi ini mewajibkan setiap institusi pengguna T1
untuk memuiliki kebijakan, prosedur serta sarana pengganti (backup) yang
handal. Bank Indonesia sebagai host sistem BI-RTGS telah menylapkan
Disaster Recover Plan (DRP) dan Disaster Recovery Centre (DRC) untuk
meyakinkan bahwa sistem pembayaran di Indonesia telah didukung oleh
infrastruktur yang handal. Terhadap bank juga dianjurkan agar memiliki
backup sistem yang memadai di lokasi yang berbeda dengan lokasi utama
vang dapat diaktifkan dalam waktu yang singkat apabila sistemn utama
gagal sehingga tidak membahayakan kelancaran pembayaran di industri
perbankan secara keseluruhan. Secara periodik, seluruh peserta BI-RTGS
juga diwajibkan untuk menguji-coba backup dan DRP untuk memastikan

bahwa segala sesuatunya berjalan dengan baik

3.3 "Komite Bye-Laws
Komite Bye-Laws sebagal lembaga independen yang tugas utamanya

menyelesaikan masalah bila tejadi persengketaan antar peserta. Bahwa dengan
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pembentukan Komite tersebut dipandang periu untuk membuat pedoman yang
akan digunakan oleht Komite sebagai panduan dalam melaksanakan tugas -tugas
Komite. Dalam perkembangan sclanjuinya dap seiring dengan diterapkannya
sistern penyeiesaian transaksi surat berharga, Komite telah menyetujui lingkup
tugas Kemite juga mencakup pada pelaksanaan ketentuan Bye-Laws yang terkait
dengan sistem penyelesaian fransaksi surat berharga.

Salah satu tugas komite ini adalah menyelesaikan persengketaan atau masalah
yang timbul antarbank peserta Bank Indonesia (Bl) real time gross settiement
(RTGS). Cara penyelesaian sengketa di antara peserta-peserta sistem BL-RTGS
disclesaiken oleh Komite Bve-lows yang anggotanya terdiri dan bank-bank
peserta. Tata cara penyelesaian sengkefa disind | ada pihak yang menjadi pibak
pemohon dan ada pihak yang menjadi termohon. Sesuvai dengan Pedoman Komite
Bye-Laws Pasal 1134, Komite Hve-Laws membenkan surat kepada termohon
untuk menyampaikan berkas-berkas permohonan benkut dokvmen pendukung
dari pemohon agar dapat ditanggapi olch termobon dalam tenggang waktu 14 hart
kerja. Bila setelah tenggang waktu 14 hari kerja tersebut terlewati, Komite Bye-
Laws belam juga mempercleh tanggapan dan termohon, meka sesuai dengan
Pedoman Komite Bye-Laws Pagal IL3.5 Ketua Komite menctapkan hani dan
tanggal Sidang Komile Penyelesaian Sepgketa. Pada Sidang Komite, jumiah
peserta rapat harus mencapai koram, vakni dihadin oleh 2] orang.

Putusan ditetapkan secara musyawarah mufakat dalam rapat Komite Bye-
Laws yang diucapkan dalam sidang terfutp dengan tidak dihadin oleh kedua belah
pihak yang bersengketa.

Putusan Komite Bve-Laws sesual dengan Pedoman Komife Bye-Laws Pasal
11.5.4, maka putusan tersebut bersifat final dan mempunyai keknatan hukum tetap
dan mengikat pihak-pihak yang bersengketa. Sesual dengan ketentuan pada
Pedoman Komite Bye-Laws Pasal 11.5.6, keputusan int harus dilakganakan dalam
waktu 7 hari setelah hasil keputusan sidang secara resmi disampaikan kepada
pihak-pihak yang bersengketa. Bila dalam wakiu 30 hart keputusan tidak
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dilaksanakan, maka Bank Indonesia akan mengumumkan ketidakpatuhan

terhadap awran Bye-Laws.

4. KENDALA-KENDALA DALAM PENYERAGAMAN HAK DAN
KEWAJIBAN BANK-BANK PESERTA BEFRTGS MELALUL BYE-LAWS
Bagi Bank Indonesia, penerapan sistem BI-RTGS yang pengaturannya dilengkapi

juga di dalam Bye-laws, tentu saja bakal memudahkannya dalam melakukan

pengawasan arus perputaran uang yang terjadi antar bank. Diharapkan kliring tanpa
kertas ini mampy mengurangi resiko sistem pembayaran melalui 4(empat) cara, yaitu:

a. Penurunan secara signtfikan jmiraday iterbank exposure akan dapat
mengurangl kemunghkipan ketidakmampuan suatu bank dalam menutup
kerugian atau menutop kekurangan likuiditas kareng bank lain tidak mampu
memenuhi kewajtbannya,

b. Sistem BI-RTGS akan dapat mencegah kemungkinan teradi resiko sistemik
dalam net seftiement,

c. Karena bank dapat melakukan penvelesalan aklur transaksi sctiap saat dan
seketika selama window time, maka waktu penyelesatan akhir transaksi tidak
lagi terfokus pada suatu waktn tertentu saja. Hal ini akan memberikan wakiu
yang cukup bagi bank untuk menyelesailcan kesulitan likuviditasnya denpan
cara memigjam dari bank lain atau menungpu incoming transfer dari bank
lain;

d. Tak hanya itu, RTGS juga memungkinkan Bank Indonesia memonitor shorf
term interest rate.” Dengan demikian juga dengan bank peserta RTGS i
secara otomatis dapat mengeliminasi resiko kredit, restko likuiditas dan resiko
sistemik. Diengan menggunakan V-shapped siructure, mekamsime transfer via
RTGS it tidaklah rumit, Pertama, bank harus meng-input transfer kredit ke
dalam terminal RTGS. Selanjutnya diteruskan ke RCC (RTGS Central
Coemputery di Bank Indonesia. RCC inilah yang akan memproses saldo
rekening bank pengicim, Jika saldo cukup, sama, atau lebik besar dar nilai

™ Aliran pembayaran dan Hkeiditas vang terjadi 6f pasar.
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nominal transfer kredit, RCC akan melakukan posting secara bersamaan pada
rekening giro bank pengirim dan bank penerima. Seiglah kredit transfer
berhasil diproses, secara otomabis akan ditransmisikan oleb RCC ke terminal
RTGS bank penerima. Tetapi, ketika saldo tidak mencukuopi, keedit transfer
ditempatkan kedalam daftar antrian mesin RTGS. RCC inifah yang akan
bertugas mengecek kecukupan saldo tersebut. Setelsh saldo mencukupi
barulah proses transfer bias dilakukan oleh RCC.

Seperti yang ielah dikemukakan sebelumnya bahwa sebuah sistem berbasis
teknologi, betapapun majunya tentu mempunyai resiko. Untuk mengantisipasi adanya
kisruh hukum antarbank peseta RTGS, Bank Indonesia tak fupa menyiapkan amunisi
vang cukup ampub yakni Bye-Laws. Dalam perangkat hukum ini terdapat beberapa
butir perjanjian antara bank-bank peserta BI-RTGS dalam mencapai keseragaman
pelaksanaan pembayaran anmtar bank via internet imi. Dengan demikian, jika
pembayaran antar bank mengalam  kegagalan, maka phhek-pihak yang
berkepentingan bisa mengajukan kompensasi. Resiko sebuah sistem online terhadap
pembajakan tidak dilupakan oleh Bank Indonesia. Dengan sigap, Bank Indonesia pun
. telah menyiapkan berbagai security Jayer. Bank Indonesia juga telah meminta kepada
auditor T1 untuk mengandit seluruh aplikasi RTGS ini.

Bye-Lows bertuiuan untuk keseragaman hak dan kewa)iban bank-bank peserta Bi-
RTGS, namun dalam upava mencapat keseragaman tersebut masih terdapat kendala,
dimana kendala terscbul bukan terdapat pada penyusunan kesepakatan fertulls yang
dibuat antar bank-bank peserta, tetapi terdapat pada kurangnya sosialisasi di lovel
pelaksana, jugs kepatmmhan peserta ierhadsp kesepakatan tertulis tersebut dimana
terkait dengan operasional sistem BIRTGS, sehingga menimbulkan permasalahan
pada saat pelaksansan sistem BI-RTGS. Permasalahan vang terjadi dalam sistem
BI-RTGS ini, antara lain:

a. Gridlock:

Adalah svatu keadaan di mana terjadi kemacetan pada proses transaksi
transfer dana yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya kendala-kendala
tertentu yang discbabkan kelalalan dari para bank peseria secara sengaja
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maupun tidak disengaja. Untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya
Gridlock maka seluruh bank peserta sistem BI-RTGS diwajibkan untuk
mengatur pembayarannya agar dapat berjalan sepanjang hari. Hal ini diatur di
dalam Bye-Laws sebagai aturan yang melengkapi BI-RTGS. Sebagai akibat
dari Gridlock yang terjadi pada pembayaran-pembayarannya melalu sistem
BI-RTGS (outgoing payments), memutuskan untuk meminjam fasilitas kredit
intraday wajib menanggung sendin beban biaya peminjaman tersebut tanpa
melibatkan bank lainnya. Hal ini mengingatkan kesulitan untuk mengetahui
bank-bank lainnya yang terkait dengan kondisi Gridlock yang dihadapi bank
tersebut.

. Kegagalan Pembayaran:

Terjadi dalam hal bank penginm gagal untuk melakukan pembayaran, maka
bank pengirim berkewajiban untuk menyelesatkan masalah kegagalan
pembayaran tersebut dan memberikan kompensasi atas kerugian bank
penerima yang diakibatkan oleh kegagalan pembayaran tersebut. Akan tetapi
kompensasi yang wajib diberikan oleh bank pengirim dibatasi dengan suatu
perhitungan tertentu yang diatur dalam Bye-Laws, dan kompensasi tersebut
tidak meliputi consequential administrative cost.

Alat bukti »
Berkaitan dengan adanya alat bukti elektronik yang tedapat dalam sistem BI-
RTGS (yang dalam perjanjian antara Bank Indonesia dengan para bank
peserta BI-RTGS dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan otentik), oleh
Bank Indonesia secara khusus diatur mengenat kesepakatan di antara para
pihak bahwa Hasil Olahan Komputer (HOK) yang dikeluarkan oleh Sistem
BI-RTGS yang bersifat elektronik merupakan suatu alat bukti transaksi
melalui Sistem BI-RTGS yang sah. Perlu untuk diperhatikan karena mengenai
hal im belum diatur atau diakut dalam peraturan perundangan yang berlaku di
negara kita (di KUHPerdata). Berkenaan dengan itu, mengingat perjanjian itu
hanya mempunyai kekuatan mengikat kepada para pihak yang membuatnya,

masih perlu dipermasalahkan mengenai kekuatan mengikat alat bukti
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elektronik tersebut bagi publik, Dart sisi hukum, kesepakatan ini memiliki arti
yang sangat penting untuk mengantisipasi timbuinya dispute di antara para
pthak, mengingat dalam sistem hukum Indonesia, terutama yang terkait
dengan penyelenggaraan transfer dana. Akan tetapt baru-baru in tepatnya
pada tanggal 21 April 2008 telah disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana Pasal 5 Ayat (1}
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaks:
Elelironik iml mengatur mengenai informasi elektronik, dokumen dan tanda
tangan elekironik yang berbunyi sebagai berikut:

“informasi elektronik danfatan dokumen eleldronik danfatau hasil cetaknya
merupakan alat bukti hukum yang sgh”,

Pada Pasal 5 Ayat (2} diatur lebih lanjut babwa informasi elekironik danfatau
dokumen elekironik dan/atau hasil cetaknya scbagaimana dimaksud pada
Avat (1) merupakan periuasan dari alat bukti vang sah sesuai dengan Hukum
Acara vang berlaku di Indonesia.

Dengan disahkannya Undang-Undang ini diharapkan permasaiahan mengenal
alat bukti dapat ditangani.

. Resiko Transaksi

Adalah resiko vang prospektif dan berdampak pada pendapatan dan modal.
HMal ini merupakan akibat adanya prakiik penipuan, kesalahan,
ketidakmampuoan dalam memelihara penawaran jasa serta memperiuas produk
layanan inferned banking. Tingginya resiko transaksi akan membawa eksis
terhadap produk-produk layanan imtermel baniing. Secara khusus resiko
muncul karena tidak lavaknya perencanasn, pelaksansan dan kontrol. Bank
yang menawarkan produk-produk keuwangan dan jasa melalui layanan interaet
banking harus dapat mempeniemukan harapan-harapan nasabah mereka. Bank
juga harus menjamin mereka mempunyai hak produk campuran dan
kemampuan untuk penyerahan secara akurat, tepat waktu dan layanan yang
dapat dipercaya untuk mngembangkan kepercayaan tingkat tinggi pada
brandname bank. Nasabah vang aktif dalam berbisnis melalui layanan
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internel banking lehih menyukai toleransi yang kecil untuk kesalahan atau
menghindari lembaga kevangan yang tidak mempunyal pengawasan internal
yang memuaskan untuk mengatur bisnis layanan interaet banking, Sebaliknya
nasabah akan menyukai layaman internet banking dengan produk-produk yang
tersedia secara terus-menerus dan halaman web yang mudah dikendaltkan,
Jemis-jenis sofiware dari sumber yang variatif akan mendukung fungsi-fungsi
layanan internet bunking yang disediakan untuk nasabah. Percobaan serangan
atau pengacanan pada komputer bank dan sistem jaringan adalah menjadi
perhatian yang utama. Stigh menunjukan bahwa sistem vang mudah diserang
herada pada tingkat internal danpada cksternal, karena pengguna sisiem
internal mempunyai pengetahvan dan zkses. Bank seharusnyz melakukan
pengawasan vang preventif untuk melindungi sistern layanan internes banking
secura intermal dan eksternal, Resiko transaksi berdampak pada reputasi,
likutditas dan resiko kredit.

. Resiko Suku Bunga

Adalah resiko terhadap pendapatan atau modal yang tumbul dari pergerakan
suku bunga. Bvaluasi dari suku bunga harus mempertimbangkan dampak vang
kompleks terhadap produk. Layanan infernet banking dapat menyediakan
deposito, pinjaman, transfer dang dan hubungan lainnya dari konsumen yang
memungkinkan danpada bentuk pemasaran yang lainnya. Besar akses
konsumen terhadap layanan ini membutuhkan upaya untuk menegakan aturan
dan memelihara kelayakan asset/habilitas yang mencakup kemampuan

mengubah pasar secara cepat,

Selain kendala-kendala tersebut diatas dapat dilihat bahwa dalam kasus kejahatan
di bidang perbankan vang terjadi beberapa waktu vang latu dan direalisasikan dengan

cara perpindahan dang dari satv bank ke bank vang lain pada prinsipnya dapat

dilakukan dengan berbagal sarans scbagaimana dimaksud di atas, seperti melalui

sistem kliring, sistems BL-RTGS atau sarana lainnya seperti transfer via telex antar
bank, transfor intra/antar bank melalut ATM, atpu transfer antar bank melalui SWIFT.
Dalam hal ini sistem BI-RTGS hanya merupakan salah satu sarana atau vehicle untuk
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melakukan perpindahan vang, dalam hal ini perpindahan dana dari satu bank ke bank
yang lainnya, baik untuk kepentingan bank itu sendiri maupun untuk kepentingan
nasabahnya. Dengan demtkian membuat sistermn BI-RTGS menjadt tidak ada bedanya
dengan “kendaraan” untuk mengirim uang dengan “mobil TIKI”. Sistem komputer
menjalankan perintah fransfer yang dimasukkan {entry} oleh petugas bank, sama
halnya dengan petugas TIKI yang mengantar vang ke alamat yang ditulis oleh
pengirim, Adapun tindak kejahatannya sendin terlepas dari savana yang digonskan
dalam melakukan transfer dana. Dac beberapa kasus yang terjadi, permasalahan
mendasar yang sering menyebabkan timbulnva kejahatan tersebut lebih didasarkan
pada lemahnya kontrol internal bank yang bersangkutan, sebagai contoh adanva
keteribatan pimpinan kantor cabang/kaptor cabang pembantu dan atap pefugas
operasional intermal bank dalam tindsk kejshatan, belum tferdapat atau belum
ditmplementasikannya gistem dan prosedur internal bank yang baku untuk transfer
dana, posist den fungsi internal audit dalam organisasi lemzh, design sistem
pemberian hak akses maupun acces fimit ke dalam sisiem komputer untuk ransfer
dana belunt memadai, dan bank belum melakukan pelatihan maopun sosialisasi
ketentuan sistern BTG dan sisten intermal. Dengan adanya kondisi tersebut di ams,
untuk mendukung agar bank selalu berhati-hatl dalam melakukan kegiatan wansfer
dana tersebut, maka sesuai dengan penjelasan dalam bab I, dalam ketentuan sistern
BI-RTGS lebih ditegaskan menpenai hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban bank
peserte sistem BI-RTGS untuk meningkatkan keamanan transaksi antara lain melalu
pelaksanaan internal kontrel dan security owdif, melakukan perintah transfer dana
sesuai dengan perintah nasabahnya dan dalam jangka waktu tertentuy, dan melakukan
mekanisme koreksi yang telah ditctapkas dalam ketentuan sistern BI-RTGS apabila
terdapat kesalaban dalam melakpkan transaksi dalam sistem BI-RTGS. Selanjutnya
unfuk mengontrol kepatuhan bank dalarm memenuhi kewajibannya sebagal peseria
dalam sistem BI-RTGS, Bark Indonesia melakukan pengawasan terhadap bank
tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu sebagai pendorong
kepatuhan bank peserta Sistem BI-RTGS, Bank Indonesia akan mengenakan sankst
administratif terhadap bank yang tidak memenuhi ketentoan tersebnt. Kejahatan di
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bidang perbankan, khususnya yang berkaitan dengan transfer dana/penggunaan
sarana transfer dana secara umum {bukan hanya melalul Sistem BI-RTGS, tetapi
semua sarana yang dapat dilakukan olch bank baitk melalui sarama elektronik dan
sarana lainnya) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elekironik, dalam undang-udang ini antara lain disebutkan
pada Pasal 30 Ayat (3) vang berbuny: “Setiap orang dengan sengaia dan tanpa hak
atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektonik dengan cara apa
pun dengan melanggar, menerobos, melampaunt atan menjebol sistem pengaman™,
Pasal terscbut memuat hal mengenai hacker vang kerap kali menimbulkan kerugian
pada orang lain dan setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut dikenakan
sanksi pidana penjara paling lama B8 tahun dan/atav denda paling banyak
Rp 800.0600.000,~ (delapan ratus juia rupizh) hal ini diator dalam Pasal 46 Ayat (3).
Perbuatan lain vang terkait dengan iransaksi elektronik dalam bidang perbankan juga
diatur dalam Pasal 31 Ayat | yang berbunyi © setiap orang dengan sengaja dan tanpa
hak atau melawan hukom melakukan intersepsi atau penyadspan atas informas
elektronik danfatau dokumen elektronik dalam suatu komputer danfatau sistemn
elektronik tertentu milik orang lain”, Setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut
dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak
Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) hal ini diatuwr dalam Pasal 47 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elckironik Dengan
disabkannya undang-undang imi dibarapkas selain dapat memberikan kepastian
hukum kepada para pihak yang terkait dalam kegiatan transfer dana juga diharapkan
dapat mencegah kejahatan berkaitan dengan transfer dana dan membuat jera pelaku
kejahatan transfer dana dengan adanya sanksi pidana yang sesuai dengan kejehatan
vang dilakukan.

Universitas Indonesia

Indonesian Bankers..., Annisa Shafira, FH Ul, 2009



99

5. PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN BYE.LAWS BAGH
NASABAH PENGGUNA SISTEM BERTGS
Sehubungan dengan  diberlakukannya Peraturan Baonk  Indonesia  Nomor
10/6/PB12008 tanggal 18 Februari 2008 tentang Sistem Benk Indonesia Reaf Time
Gross Settlement {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4820}, perlu diatur lebih
lanjut mengenat tata cars pelaksanaan transaksi melalui Sistem Bank Indonesia Real
Time Gross Setifement (Sistem BI-RTGS) dalam rangka memberikan perlindungan
kepada nasabah Peserta Sistem BI-RTGS, perlindungan terhadap nasabah tersebut
diatur dalam Surat Edaran Kepada Pescrta Sistem Bank Indonesia Real Time Gross
Settlement 1M Indonesia Nomor 10/1G/DASP tanggal 5 Maret 2008 Perihal:
Pelaksanaan Transaks: Melalui Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Seitlement
dalam rangka Perlindungan kepada NMNasabah Peserta Sistem BI-RTGS sebagai
berikut:
a. Mengenat Instruksi Transfer
Peserta pengiris harus mensyaratkan kepads nasabahnya untuk mengisi
instruksi transfer secara lengkap dan benar serta memperhatikan ketenfvan
yang beriaku, antara lain ketentuan yang mengatur mengenai tindek pidana
pencucian nang dan prinsip-prinsip mengenal nasabah (know your customer
principles). Instruksi transfer yang dibuat oleh nasabah penginim pabng
kurang memuat;
1.} identitas nasabah penginm;
2.} identitas nasabab penerima dana,
3.} identitas Peserta penerima; dan
4.3 jumlzh dana yang ditransfer,
Indentitas nasabah pengirim dan nasabah penerima dana sebagaimana
dimaksud di atas meliputi paling kurang nama dan nomor rekening atau, jtka
nasabah pengirim ataw penerimna dana tidak memilki rekening pada bank
peserig, identitas fersebut meliputi paling kurang nama dan alamat
Pelaksanaan instruksi transfer dari nasabah peserta pengirim dapat menyutnjui
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untuk meneruskan instruksi transfer nasabah melalul sistern RI-RTGS apabila
instruksi transfer tersebut telah memuat informasi yang fengkap dan diisi
dengan benar serta telah tersedia dana yang akan ditransfer. Instrukst tersebut
harus dilaksanakan sesual dengan instruksi transfer yang diperintahkan
nasabahnya. Dalam hal peserta pengirim menyetujui untuk melaksanakan
instruksi transfer dari nasabahnya, maka berlaku ketentuan scbagai bentkat:

1.) untuk transter yang diterima paling lambat pada saat berakbimya jam
pelayanan nagabah untuk transfer melalui sistern BI-RTGS  yang
ditetapkan peserta pengirim, peserta penginm hamus dengan segera dan
tanpa menunda meneruskan instruksi transter ferscbut,

2.} untuk instruksi fransfer dari nasabah vang diterima getelah berakhirnya
jam pelavanan nasabah sebagaimana dimaksud diatas, paling lambat pada
hari kerja berikutnya peserta pengirim harus meneruskan instruksi transfer
dengan segera dan tanps mepunda setelah peserta berhasil melakukan
fog-on ke RCC, dengan memperhatikan penyslesaian transaksi-transaksi
lainnya yang dipnioritaskan, seperti transaksi bank dengan rekening
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan transaksi Kas
Penarikan Tunal.

Dan dalam hal peserta pengirim menyetujui untuk melaksanakan instruksi
transfer dan nasabahnys, maka pendebetan rekening nasabah pengirim harus
dilakukan pada tanggal vang sama dengan tanggal penerusan instruksi fransfer
oleh peseria pengirim. Dalam hal Peserta pengirim tdak melaksanakan
instruksi transfer dari nasababnya sesuai dengan ketenfuan sebagaimana
dimaksud di atas, dan Peserta penginim telah mendebet rekening nasabahnya,
maka;

1) Nasabah Peserta berhak atas bunga sesvai dengan bunga yang berlaku
untuk jenis rekening nasabah penginm pada Peserta pengirim terhitung
sejak tanggal pendebetan rekening nasabah pengirim sampai tanggal
pencrusan instruksi transfer. Peserta penginim harus memperhatikan
terpenuhinys hak nasabah tersebut; atay
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2.y Peserta pengirim harus melakukan reversal, yaitu mengkredit kembali
dana nasabah vang sudah didebet ke rekening nasabah sesuai tanggal
pendebetan. Ketentuan tersebut tidak berlaku untuk transfer yang berasal
dari setoran tunai.

Peserta pengirim bertanggung jawab atas kesesuaian penulisan instruksi yang
dibuat oleh nasabah pengirim. Dalamn hal Peseria pengirim mengirimkan
instruksi transfer tidak sesuai dengan instruksi transfer yang dibuat oleh
nasabah pengirim, maka Peserta pengirim harus, atas beban Peserta pengirim,
mencrbitkan instruksi transfer baru sesual dengan instruksi transfer nasabah
pengirim {anpa menunggu pengembalian dana dani Peserta penerima atau
nasabab penerima yang tidak berhak sesuai dengan prosedur sebagaimana
digtur dalam ketentuan Bank Indonesiz yvang mengalur mengenal
penyelenggaraan  Sistem BI-RTGS. Penerbitan  instruksi transfer baru
sebagaimana dimaksud di atas harus dilakukan pada tanggal yanp sama
dengan tanggal diketahuinya ketidaksesuaian sebagaimana dimsksud di atas,
apabila ketidaksesuaizn diketahui paling lambat 30 (tiga puluh) menit
sebelum berakhirmya batas waktu (window time) jenis fransaksi tersebut; atau
paling lambat pada han kerja berikutnya dengan ketentuan harus dengan
segera dan tanpa menunda melakukan penerbitan instruksi transfer baru
setelah  peserta berhasil melskukan fog-on ke dalam RCC dengan
memperhatikan penyelesaian transaksi-transaksi lainnya vang diprioniaskan.
Dalam hal tegadi kondist sebagaimana dimaksud pada di atas, nasabah
Peserta berhak atas bunga sesual dengan bunga yang berlaku untuk jenis
rekening nasabah Peserta yang dibebani untuk transfer teckait, terhibung sejak
tanpgal pendsbetan rekening nasabah Peserta sampai langgal pelaksanaan
instruksi  transfer yang baru. Peserta pengirim  harus memperhatikan
terpenuhinya hak nassbah tersebut. Dalam hal peserta telah melaksanakan
penerbitkan instruksi transfer baru sesuai dengan instruksi transfer nasabah
pengirim, maka dana yang salah terkirim dapat diminta kembali oleh peserta
pengirim kepada peserta penerima,
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b, Penyampaian Dana kepada Nasabah Peserta Penerima

Peserta penerima harus menyampaikan dana kepada nasabah penerima dana
sebagaimana tercantum dalam confirmation advice yang diterimanya dengan
memperhatikan ketentuan vang berlaku, antara lain ketentuan yang mengatur
mengenai  tindak pidana pencucian wang dan prinsip-prinsip mengenal
nasabah {inow your customer principles), serta pembatasan transaksi rupiah
dan pemberian kredit valuta asing oleh bank. Confirmation advice merupakan
hasi] olahan komputer (computer print-out) yang tercetak di Peserta penerima,
yang menunjukkan bahwa Rekening Gire Peserta penenima di Bank Indonesia
telah dikredit. Peserta penerima harus menyampaikan dang yang ditujukan
kepada nasabah pencrime dana segera setelah Penvelenggara mengkredit
Rekening Giro Peseria penerima di Bank Indonesis, yang dibuktikan dengan
confirmation advice, dengan ketentuan sebagai bentkut:

1.} Transfer untuk nasabah penerima dana yang memiliki rekening di Kantor

peserta penenma;

a.) Untuk dana vang dikreditkan ke rekening Giro Peserta Penerima di
Bank Indonesia paling lambat pada saat berzkhimya baias waktu
peayelesalan transfer atas nama nasabah, peseria penerima harus
dengan segera dan tanpa menunda mengkredit dana tersebut ke
rekening nasabab penerima pada tanggal valvia yang sama dengan
tanggal pengkreditan Rekening Giro Pesertz penenima di Bank
Indonesia;

by Apabila peserts penerima tidak dapat menghredit dana ke rekening
nasabah penerima pada tangeal valuta vang sama sebagaimana
tersebut di alas, paiing lambat pada hani kerja benkuilnya Peserta
peneritpa harus dengan segera dan tanpa menunda mengkredit dana
tersebut ke rekening nasabah penerima seiclah Peserta berhasil
melakukan fog-on ke RCC, dengan menggunakan tanggal valuta yang
sama dengan tanggal pengkreditan Rekeming Gire Peserta penerima i
Bank Indonesia. Alasan vang dapat diterima unluk tidak mengkredit
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rekening penerima pada tanggal valuta vang sama antara lamn karena
sistem teknologt informast di Peserta penerima belum terintegrasi
danfataun kantor Peserta penerima berada di wilayah dengan ssrana
komunikasi dan transportasi yang tidak mendukung,

Dalam hal sistern internal peserfa tdak memungkinkan Peseria
penerima untok melakukan pengkreditan pads han kerja berikutnya
dengan menggunakan tanggal valuta yang sama dengan tanggal
pengkreditan Rekening Gire Peserta penenia sebagaimana dimaksud
di atas, maks nasabah penerima berhak atas bungs sesuar dengan
bunga vang berlaku untuk jenis rekening nasabah penerima pada
Peserta penerima terhitung sejak fanggal pengkreditan Rekening Giro
Peserta penerima di Bank Indonesia sampai tangpal pengloeditan
rekening nasabah penerima. Peserta peperima harus memperhatikan
terpenuhinya hak nasabah tersebut.

Untuk dana yang dikveditkan ke Rekening Giro Peserta penerima di
Bank Indonesta seielah berakhirmya batas wakiu penyelesaian transfer
atas mpamaz nasabsh afau pada periode perpanjangan  wakin
penvelesaian transfer atas nama nasabsh  vang  difetapkan
Penyelenggara, paling lambat pada hari kerja berikutnya Peseria
penerirna harus dengan segera dan tanpa menunda mengkredit dana
tersebut e rekening nasabah penerima setelsh Peserta berhasil
melakukan log-on ke RCC, dengan menggunakan tanggal valuta 1
{satu) han setelah tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta
penerima di Bank Indonesia. Apabila Pesertz penerima tdak
mengkredit dana ke rekening nasabah penerima pada han kena
berikutaya sebagaimana dimaksud pada huruf b) dan huruf d), Peserta
penerima harus membayar kompensasi kepada nasabah penenima dana
sesuai bunga yang berlaku untuk jenis rekening terscbut ditambah
dengan tingkat kompensasi sebesar 200 (dua ratus) Dasisy points
dengan ketentuan sebagai berikut, pertama uniuk keterlambatan
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pengkreditan  sehagmimana dimaksud diatas kompensasi bunga
dihitung sejak tanggal valuta pengkreditan Rekening Giro Peserla
peneriroa di Bank Indonesia. Kedua untuk keterlambatan pengkreditan
sehagaimana dimaksud pada huruf d) kompensasi bunga dihitung
sejak 1 {satu} hari setelah tanggal valuta pengkreditan Rekening Giro
Peserta penerima di Bank Indonesia.
Ketentuan kewajiban pembayaran tambahan kompensasi tersebut tidak
berlaku apabila Peserta penenma menunda pelaksansan pengkreditan atas
dasar permintazan pihak yang berwenang atau ketentuan yang berlaku. ®
Ketentuan yang berlaku di sini anfara lain adalah ketentusn Bank
Indonesia mengenai penerapan prinsip-prinsip mengenal nasabah (know
your customer principles, ketentuan Bank Indoncsia mengenai
pembatasan transaksi rupiah dan pemberian kredit valuta asing oleh bank,
seria  Undang-Undang Republik Indonesia tentang Tindak Pidana
Pencucian Usang, kKhususnya yang terkaif dengan pemantauan atas

transaksi yang mencurigakan (suspicious transaction).

2.) Transfer untuk pasabah penerima dapg yang tidak memiliki rekening di

peserta penerima:

2.} Peserta penerima harus menginim surat pemberitahuan mengenai telah
tersedianya dana hasil fransfor kepada nasabah penerima dana pada
tanggal vang sama dengan tanggal pengkreditan Rekening Giro
Peserta penerima di Bank Indonesia atau paling lambat pada hari kerja
berikutnya, Surat pemberitabuan merupakan dasar bagi penerima dana
untuk mengambil dapa di kantor Peserta penerima. Penyampaian surat
pemberitahvuan pada heri kega benkuinya dilakukan apabila ksnior
peserta penerima sudah totup atau pengkreditan Rekening Giro Peserta
Penerima dilakukan dalam periode perpanjangan Jam Qperasional

* Yang dimaksud dengan “pihak yang berwenang” antara lain kepolisian, kejaksaan dan

pengadilan,
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b} Apabila berdasarkan pertimbangan fertentu peseriz penerima hidak
dapat mengirim surat pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada huruf a) surat pemberitahuan harus dikirim pada
tanggal diterimanya informasi transfer di Peserta penerima atau paling
fambat hari kerja berikutnya. Penyampaian surat pembentahuan pada
hari diterimanya informasi transfer di kantor Peserta penerima atau
paling lambat hari kerga berkutnya berlaku jika kantor Peserta
penerima  berada di  wilayah dengan sarana  komunikasi dan
transportasi yang tidak mendukung.

Dalam hal Peserta pengirim telah melakukan mstrukss transfer sesuat dengan
instruksi transfer dari nasabah pengirim namun Peserfa peperina melakukan
pengkreditan dana kepada nasabah pencrima dana yanp berbeda dari nasabah
pengrima dana yvang tercantum dalam confirmation advice, Peserta penerima
harus menyampaikan dana kepada pasabeh pencrima dana yang berbak pada
tanggal vang sama dengan tanggal diketshuinya kesalahan tanpa menunggu
pengembalian dana dari nasabah’' Dalam hal tegjadi kondisi sebagaimana
dimaksud di atas, Peserfa penerima harus membayar bunga kepada nasabah
penerima vang berhak sesuai dengan tingkat bunga yang berlaku nntuk jenis
rekening nasabah pencrima iersebui, terhitung sejak tanggal seharusnya
rekening nasabah penerima yang berhak diloredi{ sesuai dengan ketfentuan,
sampai tanggal pelaksanaan pengkreditan pada rekening nasabah penerima
yang berhak Keienfuan tersebut hanya berlaku untuk transfer yang ditujukan
kepada nasabah penerima yang memihiki rekening pada Peserta penerima.

¢. Pengumuman Biaya Transfer dan Jam Pelayanan Nasabah Untuk Transfer
Melalui Sistem BI-RTGS
Peserta harus mengumumkan secara tertults di setiap kantor Peseria tentang
informast besarnya biaya transfer dan jam pelayanan nasabah untuk transfer

" Yang dimaksud dengan tanggal diketahuinya kesalahan adalah: a. apsbila kesalahan
diketshui oleh Peserta penerima, yaitu tanggal yang sema dengan tangeal diketemukannya kesalahan
tersebut. b apabila kesalaban diberitahukan oleh Peserta pengirim, vaitu tanggal pada seat Peserts
peneritog selesst melakukan verifilkest dan rekonsiliast dokumen terkait dengan tranfor dang tersebut.
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melalui Sistem BILRTGS yang ditetapkan Peserta. Informasi  berupa
pengumuman besarnya biaya transfer dan jam pelayanan nasabah untuk
transfer melaiui Sistem BI-RTGS tersebut diletaikkan di setiap kantor Peserta
pada tempat yang mudah terlihat oleh nasabah Dalam menctapkan fam
pelayanan nasabah untuk transfer melalut Sistem BLRTGS, Peserta harus
mengacu pada batas waktu penyelesaian wansfer atas nama nasabah yang
ditetapkan oleh Penyelenggara dan mempertimbangkan wakiu yang
diperlukan Peserta untuk menyelesaikan proses penerusan instruksi transfer
darni nasabah.
. Tata Cara Penghitungan Bunga dan Kompensasi
Dalam hal Peserta pengirim dan Peserta penerimz tidak dapat memicnuhi
ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanzan insttuksi transfer dari nasabah
Peserta melalu Sistern BI-RTS, Peserta pengrim dan/atay Peserta penenima
berianggung jawab untuk membayar bunga dan kompensasi kepada nasabahnya
sesuat dengan ketentvan dalam Surat Edaran No. 10/10/DASP tanggal 5 Maret
200K perihal Pelaksansan Transaks: Melalu Sistem Bank Indonesia Real Time
Gross Settiement (Sistem BIRTGS) dalarn rangka Perlindungan kepada Nasabah
Peserta Sistem BI-RTGS (SE No.10/10/DASP). Berkenzan dengan hal tersebut,
tata cara perhitungan bunga dan kompensast adalah sebagai berikut:
1.} Pembayaran Bungs atas Keterlambetan Pengiriman Instruks: Transfer
Dalam hal Peserta pengirim tidak melaksasakan instruksi transier nasabahnya
sesual dengan hurgf C SE No. 10/10/DASP dan Peserta pengirim telah
mendebet rekening nasabahnya, nasabah pengirim herhak atas bunga sesuat
dengan jenis rekening nasabah peagirim, terhitang seyak tanggal pendebetan
rekening nasabah pengirim sampal tanggal pelaksanaan mstrukst transfer,
Pembayaran Bunga atzas Keterlambatan Penerbitan Instruksi Transfer Baru
Dalam hal Peserta pengirim menerbitkan instruksi transfer baru sebagaimana
dimaksud pada hurof D SE No. 10/10/DASP karena Peserta pengirim
melakukan kesalahan dalam melakukan instruksi transfer, nasabah pengirim
berhak atas bunga sesual dengan bunga yang berlaku uotuk jenis rckening
nasabah pengirim vang dibeband untuk transfer terkait, terhitung sejak tanggal

Universitas jndonesia

Indonesian Bankers..., Annisa Shafira, FH Ul, 2009



107

pendebetan rekening nasabah pengirin sampai tangeal pelaksanaan instruksi
transfer yang baru.

2.} Kompensas: kepada Penerima Danga atas Keterlambatan Pengkreditan Dana

oleh Peserta Penerima

Transter yang diterima paling lambat pada saat berzkhimya batas waktu

penyelesalan transfer atas nama nasabah dan Peseria pererima tidak dapat

mengkredit dana ke rekening nasabah penerima pada tanggal valuta vang
sama dengan tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank

Indonesia:

a.) Peserta melakokan pengkreditan di hard kerja berikutnya namun sistem
internal  Peseria penerima tidak memungkinkan Peserta untuk
menggunakan ftanggal valute yang sama dengan tanggal pengkreditan
Rekening Giro Peserta penerima

b.} Pengkreditan ke rekening nasabsh penerima dilakukan melebihi 1 (satu)

bhari kerja sejak tangegal penghreditan Rekening (iro Peserta penerima di
Bank Indonesta dengan alssan apapun Dalam bal ini, nasabah peserima
berhak atas bunga dan kompensasi sebesar:
2 bart x (bunga rekenimg nasabah + )% x 1/365 x jumiah dana yang
ditransfer. Transfer yang diterima seteleh bLerakhirnya batas wakt
penyelesaian transfer atas nama pasabah dan Peserta penerima meiaknkan
peugkreditan melebthi 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penghreditan
Rekening Guo Peaserta di Bank Indonesia.

Untuk mendorong kepatuhan bank peserta pada ketentuan yang diatur dalam

Sistem BI-RTGS, Bank Indonesia jugs mengenakan sanksi kepada peserta yang tidak

memenuhi kewajiban schagaimana diatur dalam PBI Sigtem BI-RTGS berupa:

a. Teguran tertnls;

b. Kewaliban membayar; dan atau

c.

Perubahan status kepesertaan menjadi ditangguhkan (swspend),
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BABHI
PENUTUP

Disampaikan oleb penulis suatu kesimpulan dan saran berdasarkan analisis dan

permbahasan.

1. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebehupnya, dengan

menyjuk pada pokek permasalzhan vang diajukan makas dapat disimpulkan, yaitu

sebagai berikut:

1.

RBahwa Bye-Laws bertujuan untuk keseragaman hak dan kewajiban bank-bank
peserta BI-RTGS, namun dalam upaya mencapai keseragaman tersebut masth
terdapat kendala, dimana kendala tersebut bukan terdapat pada penyusunan
kesepakatan terfulss vang dibuat antar bank-bank peserta, tetapi terdapat pada
kurangnya sosialisasi di level pelaksana, juga kepatuhan peserta terbadap
iqese;mi(atan tertulis terscbut dimana terkait dengan operasional sistem Bl-
RTGS, sehingga memmbulkan permasalahan pada saat pelaksanaan sistem
BI-RTGS. Permasalahan yang terjadi dalam sistem BL-RTGS ini, antara lain;
Gridlock; kegagalan pembayaran, resiko transaksi vang kerap timbu! sebagal
akibat adanya prakiek pemipuan, kesalzhan, ketidakmampuan dalam
memelihara penawaran jssa serfa memperiuas produk lavanan imternes
banking, udak layeknya pelaksanaan dan kontrol Apabila diamat Iebih
mendalam terlthat bahwa kemampuan penguasaan petugas sistem BLI-RTGS
relatif kecil, hal ini menunjukan bahwa kemampuan penguasaan petugas
sistemy BI-RTGS telah memadal. Namun demikian, pengetahuan petugas
sistemm BI-RTGS masih perlu ditingkatkan karena masth cukup banyaknya
kejadian gangguan pada R karena kesalahan petugas yang mencapal 74
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kejadian per tahun, Kejadian gangguan pada RT dan RCC selama ini telah
menjad: hambatan pada operasional sistem BI-RTGE bahkan sampai
terjadinya sistem down dan mempengaruhi proses penyelesaian transaksi baik
untuk kepentingan bank maupun nasabah akan mengakibatkan kiaim dari
pihak yang dirugikan. Gangguan pada sistem BI-RTGOS secara tidak langsung
telah menyebabkan kerugian baik bersifat financial {claim dan over time)
serta keruglan mon financial seperti image Bank Indonesia sebagai
penyelenggara sistem dibadapan stakeholder,

. Bahwa perlindungan yang diberikan Bye-laws terhadap nasabah bank peserta
BI-RTGS tesebut telah diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Kepada Pegerta
Sigtem Bank Indonesia Real 7ime Gross Setilement TH Indonesia Nomor
16/10/DASP tanggal 5 Maret 2008, yang memberikan perlindungan kepada
nasabzah, dengan perwajudan sebagal berikut

a. Instruisi Traosfer:

- Dalam hal Peserta pengirim tidak melaksanakan instruksi transfer
nasabahnya sesuas dengan huruf C SE No, 10/10/DASP dan Peserta
pengirim  telah mendebet rekentng nasabahnya, Nasabah Peserta
berhak atas bunpa sesual dengan bunga vang berlaku antuk jenis
rekening nasabah pengirim pada Peserta pengiritn terhitung sejak
tanggal pendebetan rekening anasabab penginm sampai  tanggal
penerusan instruksi transfer. Peserta pengirim harus memperhatikan
terpenuhinya bak pasabah tersebut; atau Pcserta pengirm harus
melakukan reversal, yaitu mengkredit kombali dana nasabah yang
sudah didebet ke rekening nasabah seseat tanggal pendebetan,
Ketentuan iferscbut tidak berlaku untuk transfer yang berasal dari
seforan tunal.

~  Dalam hal Peserta pengirim tidak melaksanakan instruksi transfer dan
nasababmya Peserfa pengirim bertanggung jawab atas kescsuaian
penulisan instruksi yang dibuat olehk nasabah pengirim. Dalam hal
Peserta pengirim mengirimkan instruksi tiansfer tidak sesuai dengan
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instruksi transfer yang dibuat oleh nasabah penginm, maka Peserta
pengirim harus, atas beban Peserta pengirim, menerbitkan instruksi
transfor baru sesuai dengan instrikst transfer nasabzh pengirim tanpa
menungpu pengembalian dana dart Peserta penerima atau nasabah
penerima yang tidak berhak
b. Keterlambautan pengkreditan
Peserta penerima harus membavar kompensast kepada nasabah penenima
dana sesuai bunga yang berlsku untuk jenis rekening tersebut diambakh
dengan tingkat kompensasi sebesar 200 (dua ratus) basis points dengan
ketentuan secbagai berikut, pertama untuk keterlambatan pengkreditan
sebagaimana dimaksud diatas kompensasi bunga dihitung sejak tanggal
valuta pengkreditan Rekening Giro Peserta penerina di Bank Indonesia
Kedua untuk keferlambatan pengkreditan sebagaimana dunaksud pada
huref d) kompensasi bunga dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal
valuta pengkreditan Rekening Gire Peserta penerima di Bank Indonesia,
Kompensast kepada Penerima Dana atss Keterlambatan Penghkreditan Dana
oleh Pegerta Penering Dalam hal ini, nasabah penerima berhak atas bunga
dan kompensasi sebesan
2 hari x (bunga rekening nasabah + 2)% x 1/365 x jumlah dana yang
ditransfer . Transfer yang diterima setelah berakhirnya batas waktu
penyelesaian transfer atas nama nasabah dan Peserta penerima melskakan
pengkreditan melebilu 1 (sate) han kena sejak tanggal pengkreditan
Rekening (aro Peserta df Bank Indonesia
¢. Dalam hal Peserta pengirima telsh melakukan instruksi transfer sesuai
dengan instruksi transfer dari pasabah pengitim namun Peserta penerima
melakukan pengkreditan dana kepada nasabah penerims danz yang
berbeda dari nasabah penerima dana yang tercantum dalam confirmation
advice, Peserta penerima barus menyampaikan dana kepada nasabah
penerima dana yang berhak pada tanggal yang sama dengan tanggal
diketahuinya kesalahan tanpa menunggu pengembalian dana dart nasabah,
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Dalam hal terjadi kondist sebagaimana dimaksud di atas, Peserta penerima
harus membayar bunga kepada nasabah penerima yang berhak sesuai
dengan tingkat bunga vang berlaku untuk jenis rekening nasabah penerima

tersehut

2. SARAN

Terhadap Bank Indonesia, dalam mengatasi segala kendala-kendala yang ada
pada sistem BLRTQGS hendakaya perlu diatur mengenai adanya kewajiban untuk
lebth meningkatkan pemeriksaan internal dan securify audit pada banic-bank peserta
sistem BI-RT(S, serta kewajiban memennhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam
ketentuan Bank Indonesia tentang Sistem BI-RTGS. Dan guna untuk mengurangt
keiadian  pangpuan  pada sistem BI-RTGS  perin  dilakekan  upaya-upaya
penyempurnaan dan monitoring terhadap seluruh komponen sistem BI-RTGS baik
hardware, software, jaringan komunikasi, power supply dan peningkatan kemampuan
petugas operasignal bank. Mengingat sistens BI-RTGS memiliki tingkat kompleksiias
vang tinggl maka peningkatan kerjasama dengan pihsk provider harus memiliki
standarisasi dalam pelayanan feervice level agreement) untuk memastikan sistem
dapat berjalan dengan baik dan apabila terfadi gangguan, sistem dapat dengan segera
recovery.

Selain ifu, Bank Indonecsia sebaiknva melakukan penyesuaian terhadap aturan-
aturan yang terkandung di dalam Peraturan Bagk Indonesia 10/6/PBI2008 tentang
Sistern Bank Indonesia Rea! Time Gress Settlement dan Bye-Laws, sehubungan
dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elekironik. Hal iml berkaitan dengan kedudukan Undang-Undang di
dalam Hierarki Perundangan di Indonesia, vang lebih tinggi dibandingkan dengan
suatu Peraturan Bank Indonesia. Sehingga aturan-aturan yang terletak di bawah
dalam susunan Hierarki Perundangan Republik Indenesia tersebuf, tunduk pada

peraturan yang berada di atasnya { Lex Specialis Derogat Les Generalis).
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Lampiran | daftar pertanyaan tentang BI-RTGS, 12 November 2008

Apakah yang dimnaksud dengan Sistem BI-RTGS?

Apakah peran Bank Indonesia dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS?
Apakah tujuan Bank Indonesia menyelenggarakan program BI-RTGS?

Apakah resiko vang terdapat dalam sistem BI-RTGS?

Apsakah yang dilakukan oleh Penyelenggara untuk dapat mengelola risiko sistem
pembayaran?

Bagaimanakah mekanisme transfer dana dalam sistem BI-RTGS?

7. Apakah yang dimaksud dengan V-Shapped Structure?
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Lampiran 2 dafiar pertanyaan tentang Bye-Laws, 20 November 2008

Apakah yang dimaksud dengan Bye-Laws?

Bagaimanakah bentuk dan Bye-Laws?

Ketentuan apa sula yang distur di dalam Bye-Laws?

Apakah yang dimaksud dengan Crt-off Time?

Apakah twuan dari {se of Funds?

Bagaimanakah tata cara penyelesaian sengketa melalui Komite Bye-Laws?
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